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Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture). Kabupaten Sukoharjo 
sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi 
lahan pertanian yang memadai dan potensial sudah seharusnya menerapkan 
kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini peneliti hendak mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
pelaksanaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, visi dan misi 
Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan 
pertanian berkelanjutan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif 
yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini 
menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian dilakukan dengan 
teknik riset kepustakaan dan teknik analisis sumber penelitian yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi dan interpretasi. 
Penelitian ini menggunakan indikator pendukung pertanian yaitu lahan 
pertanian; sarana produksi (saprodi); sarana prasarana pertanian; program 
penyuluhan pertanian; dan kelembagaan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan 
sebagian kebijakan yang terkait dengan indikator tersebut belum mendukung 
kebijakan nasional pembangunan pertanian berkelanjutan, peraturan perundang-
undangan yang diterapkan di Kabupaten Sukoharjo terkait kebijakan nasional 
pembangunan pertanian berkelanjutan masih memiliki beberapa kelemahan, 
sedangkan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo sudah mendukung kebijakan 
nasional pembangunan pertanian berkelanjutan. 
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SUKOHARJO. Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 
 Agricultural development in Indonesia is aimed at sustainable agriculture 
development. Sukoharjo is one of the regencies in Central Java Province which 
has available potensial agricultural area that should apply the sustainable 
agriculture development policy. In this research, however, researcher want to 
analize and explain the cases of the implementation, the harmony rules of law, 
vision and mission of Sukoharjo which supports the national sustainable 
agriculture development policy. This research belongs to a normative law research 
that is prescriptive with statutory approach. This research used secondary type 
research source consisted of primary and secondary law material. The techniques 
of collecting and analizing data are library research and deductive interpretative 
thingking. 
 This research used supporting indicators that is land farm; production 
equipments; farming infrastructures; farm trainer program; and farming 
institutions. The result of this research shows that part of the relationed policy 
connected with the last indicators haven’t matched with national sustainable 
agriculture development policy in Sukoharjo, the implementation rules of law in 
Sukoharjo especially related with the above policy has several weeknesses, while 
the Sukoharjo’s vision and mission has lead to success has done well. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 
17.508 pulau. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia 
adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Wilayah Indonesia 
terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 
Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² yang terdiri dari daratan non-air: 
1.829.570 km² dan daratan berair: 93.000 km² serta memiliki luas perairan 
3.257.483 km². Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh 
angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin 
bertiup dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan di kawasan 
Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara kering, 
membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 
23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun. Indonesia memiliki 
dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal 
musim pancaroba, yaitu musim diantara perubahan kedua musim tersebut. Curah 
hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat 
bervariasi untuk setiap daerah (http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia). 
Berdasarkan hal-hal tersebut maka Indonesia layak disebut negara besar 
yang memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan 
beragam. Ketersediaan potensi yang melimpah tersebut merupakan modal awal 
dan bekal yang potensial untuk mendukung pembangunan nasional di segala 
bidang. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan 
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nasional adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang 
dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa termasuk juga pembangunan di 
bidang pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. 
Batasan mengenai ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 
1996 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, merata dan terjangkau. Undang-undang tersebut mengamanatkan 
pemerintah untuk menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan 
penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak 
memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, 
merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. Ketahanan pangan merupakan 
salah satu bagian penting dari pembangunan pertanian di Indonesia dengan 
mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar 
sehingga membutuhkan ketersediaan pangan dari hasil pertanian yang mencukupi. 
Kondisi pertanian di Indonesia dalam perjalanannya dari masa ke masa  
mengalami pasang surut sejak orde lama, orde baru, orde reformasi hingga 
sekarang. Pembangunan pertanian pada masa orde lama menitikberatkan upaya 
peningkatan produksi beras yang dimulai dengan “Rencana Kasimo” pada periode 
1945-1950, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Komando Operasi 
Gerakan Makmur atau KOGAM pada tahun 1959, dan disempurnakan lagi 
melalui program intensifikasi pola Demonstrasi Massal (DEMAS) pada tahun 
1964/65, yang kemudian berkembang menjadi Bimbingan Massal (BIMAS) serta 
Intensifikasi Massal (INMAS). Program intensifikasi tersebut didukung dengan 
berbagai kebijaksanaan, antara lain: penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
produksi, penyediaan dan penyebaran benih unggul, penggunaan pupuk kimia, 
obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit. Selain itu dilaksanakan 
pengaturan harga beras yang dikenal dengan rumus tani, yang kemudian 
disempurnakan menjadi “Harga Dasar Gabah”. Puncaknya pada tahun 1960 
diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA) yaitu tanggal 24 September 1960. Kelahiran UUPA 
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melalui proses panjang, memakan waktu 12 tahun. Makna dikeluarkannya UUPA 
merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang 
menyatakan, "Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Selain itu, 
UUPA bermakna sebagai penjungkirbalikan hukum agraria kolonial dan 
penemuan hukum agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan 
rakyatnya. Tujuan diterbitkannya undang-undang ini semata-mata untuk 
mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, 
terutama rakyat tani, dalam menuju masyarakat adil dan makmur (PERHEPI, 
1996: 3).  
Pada masa orde baru, pembangunan pertanian mulai terencana dengan 
adanya program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) mulai tahun 1969 
yang merupakan pembangunan jangka panjang yang dibagi ke dalam 
pembangunan berjangka setiap lima tahun. Pembangunan di Indonesia sejak Pelita 
I, Pelita II, dan Pelita III diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan 
pertanian sebagai titik pusatnya. Pada Repelita IV, diletakkan titik  berat 
pembangunan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju 
swasembada pangan. Berkat rencana pembangunan ini, Indonesia berhasil 
mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Pembangunan pertanian juga 
mulai terstruktur dengan dibentuk Badan Litbang Pertanian di bawah Departemen 
Pertanian berdasarkan Keppres tahun 1974 dan 1979 serta pada sekitar tahun 
1980-an berdiri Departemen Koperasi yang secara khusus difungsikan untuk 
membantu golongan petani lemah di luar Jawa dan Bali untuk membangun usaha 
tani berskala lebih besar. Sesuai dengan Keppres Nomor 83 tahun 1993 dibentuk 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi 
Pertanian (LPTP) yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Pembangunan 
pertanian pada masa orde baru dikhususkan pada program perluasan tanah yang 
subur untuk daerah di luar jawa (ekstensifikasi pertanian), peningkatan produksi 
pertanian untuk lahan di jawa (intensifikasi pertanian), program perbaikan sarana 
irigasi, penelitian dan pengembangan pertanian 
(http://sejarahpertanian.blogspot.com/). 
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Pada masa pemerintahan orde baru, visi pembangunan pertanian adalah 
terwujudnya pertanian tangguh yang mampu memenuhi kebutuhan pangan, 
menghasilkan bahan baku industri, menghasilkan devisa, dan menyerap tenaga 
kerja. Namun implementasinya, dalam pembangunan nasional Pelita I sampai VI 
sektor pertanian hanya sedikit diperhatikan, yakni Pelita I dan II. Pada Pelita III 
dan IV, pembangunan sektor pertanian dikalahkan atau ditangguhkan oleh 
pembangunan sektor lainnya. Sebagai negara agraris, seharusnya pembangunan 
sektor pertanian di Indonesia diposisikan sejajar dengan sektor-sektor lainnya. 
Pada perkembangannya, era reformasi memberikan harapan-harapan baru bagi 
sektor pertanian. Desakan reposisi sektor pertanian menjadi sektor unggulan, 
reformasi sistem pertanian, proteksi terhadap petani menjadi wacana yang tiada 
henti-hentinya disuarakan oleh komunitas akademisi, aktivis dan masyarkat tani 
lainnya yang cukup lama memperjuangkan hak-hak kaum tani dan sektor 
pertanian.  Jargon back to nature, gerakan kembali ke desa, dan jargon lainnya 
menyemarakkan pergulatan sektor pertanian dalam mendapatkan tempat dalam 
era keterbukaan, awal mula menapaki era reformasi.  
Arah pembangunan Indonesia di segala bidang dapat dilihat dari rencana 
yang sudah disusun oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 yang terbagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) periode lima tahunan. Saat ini kita tengah memasuki periode RPJMN 
ke-2 (2010-2014) yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali 
Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Pada RPJMN 2004-2009 
dapat dilihat arah dan prioritas pembangunan yang ingin dilakukan oleh 
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) tahun 2006 diprioritaskan untuk menyelesaikan reformasi 
menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. RKP tahun 2007 untuk 
meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memprioritaskan percepatan 
15 15 
pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran pada 
tahun 2008. Sedangkan RKP tahun 2009 mempunyai tema peningkatan 
kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Khusus untuk RKP tahun 
2005, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan rencana 
yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri  pada awal 
2004. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
2005-2025, yang menyatakan bahwa untuk menghindari kekosongan rencana 
pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir 
pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode 
pemerintahan presiden berikutnya. Untuk melaksanakan perintah undang-undang 
tersebut, RKP tahun 2010 juga telah disusun oleh Pemerintahan Kabinet 
Indonesia Bersatu. Pemerintah telah menetapkan temanya yaitu pemulihan 
perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Sedangkan 
prioritasnya berturut-turut sebagai berikut. 
1. Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan 
pelaksanaan sistem perlindungan sosial; 
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;  
3. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang didukung oleh 
pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi;  
4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan 
perubahan iklim (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com). 
Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture). Konsep pertanian 
berkelanjutan (sustainable agriculture) merupakan implementasi dari konsep 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada sektor pertanian. 
Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980’an 
sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang terfokus pada 
tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi 
kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Konsep pertama 
dirumuskan dalam Laporan Bruntland (Bruntland Report) yang merupakan hasil 
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kongres Komisi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan (World 
Commission on Environment and Development) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 
tahun 1987 yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah 
pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi 
kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Konsep 
pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: 
keberlanjutan usaha ekonomi (profit), keberlanjutan  kehidupan sosial manusia 
(people), keberlanjutan ekologi alam (planet). Selanjutnya konsep kedua adalah 
Konferensi Dunia di Rio de Jeneiro pada tahun 1992 yang memuat pembahasan 
agenda 21 dengan mempromosikan program Sustainable Agriculture and Rural 
Development (SARD) yang membawa pesan moral kepada dunia bahwa “without 
better environmental stewardship, development will be undermined”. Visi 
pembangunan (pertanian) berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi ideal skenario 
kondisi zaman keemasan, yang dalam bahasa konstitusi Indonesia disebut adil dan 
makmur, dan mencegah terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi ideal 
tersebut diterima secara universal sehingga pertanian berkelanjutan (sustainable 
agriculture) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, 
termasuk di Indonesia. Oleh karena itulah pengembangan sistem pertanian menuju 
usaha tani berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian 
di Indonesia (Karwan A. Salikin, 2003: 5). 
Perjalanan pembangunan pertanian selama ini, sektor pertanian lebih 
ditempatkan sebagai faktor pendorong pembangunan nasional, bukan sebagai 
landasan utama pembangunan nasional. Sebagai bangsa yang besar dengan 
potensi lahan pertanian yang luas, seharusnya pembangunan bidang pertanian 
menjadi sektor unggulan atau sektor utama penyokong pembangunan nasional. 
Usaha untuk mereposisi sektor pertanian menjadi landasan utama pembangunan 
nasional diakomodasi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan  antara lain Undang-Undang  
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan 
17 17 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan.  
Usaha pemerintah untuk mereposisi sektor pertanian menjadi landasan 
utama pembangunan nasional dengan mengeluarkan  berbagai kebijakan tersebut 
sudah seharusnya diiringi dengan upaya penerapan secara menyeluruh baik di 
tingkat pusat maupun hingga ke daerah-daerah. Berbagai kebijakan pemerintah 
pusat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang seharusnya dapat 
diimplementasikan secara efektif hingga tingkat daerah. Berdasarkan fakta 
tersebut dan sejalan dengan semangat otonomi daerah maka Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang 
memiliki potensi lahan pertanian yang memadai dan potensial serta sebagai salah 
satu kawasan yang menjadi lumbung padi di Jawa Tengah sudah seharusnya 
menerapkan kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 
Berdasarkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2010, lokasi Kabupaten Sukoharjo terletak di 
bagian tenggara Propinsi Jawa Tengah dengan batas sebelah utara Kota Surakarta 
dan Kabupaten Karanganyar, sebelah timur juga dengan Kabupaten Karanganyar, 
sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul 
(Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta), dan sebelah barat dengan Kabupaten 
Boyolali dan Kabupaten Klaten. Wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo 
terdiri dari 12 Kecamatan, 150 Desa dan 17 Kelurahan. Di kabupaten Sukoharjo, 
bidang pertanian termasuk bidang yang mendapat prioritas. Dengan luas wilayah 
46.666 Ha diusahakan untuk pertanian berupa tanah sawah seluas 21.178 Ha; 
tegalan 5.353 Ha; pekarangan 15.627 Ha; kolam 30 Ha; karamba 2,8 Ha; dan 
perairan umum 921,22 Ha. Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang cukup 
besar di dalam pembangunan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan 
holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Namun karena adanya 
perubahan kebijakan sistem pemerintahan, peningkatan kebutuhan akan tanah dan 
ruang maka pembangunan pertanian di Kabupaten Sukoharjo mengalami berbagai 
tantangan dan masalah. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hal-hal tersebut 
yang mendasari dan melatarbelakangi penulis untuk menyajikan penulisan hukum 
18 18 
dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL 
PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN 
SUKOHARJO”. 
  
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 
merumuskan ke dalam tiga pokok permasalahan yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo ? 
2. Apakah terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 
pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Kabupaten Sukoharjo ? 
3. Apakah visi dan misi Kabupaten Sukoharjo sudah mendukung kebijakan 
nasional pembangunan pertanian berkelanjutan ? 
 
B. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu 
penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan 
penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan  
pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. 
b. Untuk mengetahui berbagai upaya  hukum yang dilakukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung 
pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan  pertanian 
berkelanjutan. 
c. Untuk mengetahui visi dan misi Kabupaten Sukoharjo yang  
mendukung pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan  pertanian 
berkelanjutan. 
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2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang Hukum 
Administrasi Negara dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional di 
Kabupaten Sukoharjo. 
b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori ilmu 
hukum, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta 
pengetahuan yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis 
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hal pelaksanaan 
kebijakan nasional di Kabupaten Sukoharjo. 
c. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar akademik 
sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat pada 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 
umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
dalam dunia kepustakaan tentang pelaksanaan kebijakan di daerah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir 
dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama bangku kuliah. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan 
masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan 
masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang 
berminat pada permasalahan yang sama. 
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E. Metode Penelitian 
 
Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian hukum dilakukan 
untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian 
hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. 
Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan 
masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:41).  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian 
ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 
Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian 
doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya 
pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder 
(Johny ibrahim, 2006:44). Sejalan dengan pendapat tersebut, maka penulis 
dalam penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan kebijakan nasional 
pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.  
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu 
sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, 
artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari 
tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2005:22). Dalam penelitian ini penulis akan 
memberikan saran mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan kebijakan 
nasional pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.  
3. Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 
21 21 
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan histories ( historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). 
Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan 
undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami 
hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2005:93). 
4. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud 
Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak 
mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum 
dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif 
, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 
perundangundangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam 
pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan 
hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 
2) Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan 
Tanaman;  
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk 
Budidaya Tanaman; 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan 
Mesin Budidaya Tanaman;  
8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 
9) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
Nomor: 4 Tahun 1990 Tentang Biaya Perubahan Penggunaan 
tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat 
II Sukoharjo; 
10) Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 
Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan 
Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo. 
12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
52/Permentan/SR.120/7/2007 tentang Perubahan Kedua 
Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
23/Permentan/SR.120/2/2007. 
13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum 
Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 
Melalui Bantuan Benih Tahun 2007. 
14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pendaftaran Pestisida. 
15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42 / Permentan / SR.140 / 5 
/ 2007 tentang Pengawasan Pestisida.  
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16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan 
Penyuluh Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta. 
17) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 
tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pertanian.  
18) Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian Ke 
Non Pertanian Yang Tidak Terkendalikan. 
19) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 6 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Irigasi 
Kabupaten Sukoharjo Dan Penyelenggaraan Koordinasi Daerah 
Irigasi.  
20) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
Dan Kehutanan.  
21) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang 
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi 
untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 
2010. 
22) Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 521.3/94/2009 tentang 
Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dan 
Pestisida (KP3) Kabupaten Sukoharjo. 
b. Bahan Hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 
2005:141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang 
digunakan dalam penelitian ini ini yaitu buku-buku teks yang ditulis 
para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya 




5. Teknik Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan 
jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi 
maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang 
dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis 
dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini, serta ada 
beberapa data yang dimintakan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang 
dari instansi terkait yaitu:   
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo; 
b. Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo; 
c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo; 
d. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; 
e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.  
 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir 
deduktif. Pola berpikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip 
dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak 
diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan 
deduktif menurut yang diajarkan Aristoteles yaitu berpangkal dari 
pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua 
premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion ( Peter 
Mahmud Marzuki, 2005:46-46). 
Teknik berfikir deduksi dilakukan penulis dengan berfikir dari 
premis mayor bahwa adanya kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Sebagai premis minor, penulis akan mengkaji apakah 
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selama ini telah 
mendukung tercapainya kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Dengan cara berfikir dari premis mayor ke premis minor 
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tersebut, penulis akan sampai pada suatu simpulan apakah kebijakan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selama ini telah turut  
mendukung tercapainya kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan atau tidak. 
Mengutip pendapat dari Von Savigny, interpretasi merupakan suatu 
rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkapkan di dalam undang-undang. 
Untuk kajian akademis, seorang peneliti hukum juga dapat melakukan 
interpretasi. Bukan tidak mungkin hasil penelitian itu akan digunakan oleh 
praktisi hukum dalam praktek hukum. Dalam hal demikian, penelitian 
tersebut telah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan 
praktek hukum. Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan 
kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk 
undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi histories, interpretasi 
teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern ( Peter 
Mahmud Marzuki, 2005:106-107). 
Adapun metode interpretasi yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah : 
a. Interpretasi berdasarkan kata undang-undang 
Interpretasi ini beranjak dari makna kata-kata yang tertuang di dalam 
undang-undang. Interpretasi ini akan dapat dilakukan apabila kata-
kata yang di gunakan dalam undang-undang itu singkat artinya tidak 
bertele-tele, tajam, artinya akurat mengenai apa yang dimaksud dan 
tidak mengandung sesuatu yang bersifat dubious atau makna ganda. 
Hal itu sesuai dengan karakter undang-undang sebagai perintah atau 
aturan ataupun larangan. 
b. Interpretasi sistematis 
Menurut pendapat P.W.C. Akkerman, interpretasi sistematis adalah 
interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam 
suatu undang-undang yang saling bergantung. Di samping itu juga 
harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga 
harus dilihat asas yang melandasinya. Landasan pemikiran 
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interpretasi sistematis adalah undang-undang merupakan suatu 
kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di dalam undang-undang 
merupakan aturan yang berdiri sendiri ( Peter Mahmud Marzuki, 
2005:111-112).  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 
Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat (4) 
bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Selain itu 
ditambah dengan daftar pustaka. Adapun sistematika yang terperinci adalah 
sebagai berikut. 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan hukum. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori 
dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literature-
literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 
yang diangkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua (2) 
yaitu : 
1. Kerangka teori, yang berisikan tinjauan mengenai 
kebijakan, tinjauan mengenai pembangunan 
berkelanjutan, tinjauan mengenai pertanian 
berkelanjutan, dan teori hukum mengenai efektivitas 
peraturan perundang-undangan. 
2. Kerangka pemikiran, yang berisikan gambaran alur 
berpikir dari penulis berupa konsep yang akan 
dijabarkan dalam penelitian ini. 
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BAB III : PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan 
hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak 
dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini 
penulis akan membahas tiga (3) pokok permasalahan yaitu 
pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo, upaya hukum yang 
dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk 
mendukung pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan 
pertanian berkelanjutan, serta visi dan misi Kabupaten 
Sukoharjo yang  mendukung pelaksanaan kebijakan 
nasional pembangunan pertanian berkelanjutan. 
 
BAB IV : PENUTUP 
 Pada bab ini penulis mengemukakan simpulan dari hasil 
penelitian serta memberikan saran yang yang relevan 




















BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Tentang Kebijakan 
a. Pengertian Kebijakan 
  Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan 
untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu 
kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam 
suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita 
gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan 
biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan 
yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik 
(Budi Winarno, 2002: 14-15). 
  Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih 
berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil 
analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara 
kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Harbani Pasolong, 2008: 38). 
  Sedangkan pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan 
cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-
cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen 
dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. 
b. Pengertian Kebijakan Publik 
   Pada dasarnya banyak para ahli yang memberikan definisi tentang 
kebijakan publik. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli 
mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, 
pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan 
menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. 
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  Para ahli yang memberikan definisi mengenai kebijakan publik 
antara lain (Budi Winarno, 2002: 15-16) : 
1) Robert Eyestone, mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik 
dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan 
lingkungannya; 
2) Thomas R. Dye, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun 
yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan; 
3) Richard Rose, menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami 
sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta 
konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada 
sebagai suatu keputusan tersendiri; 
4) Carl Friedrich, memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan 
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan 
kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, 
atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu; 
5) James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai 
maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam 
mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan; 
6) Chaizi Nasucha, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 
kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang 
digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut 
bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang 
akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan 
sosial yang harmonis; 
7) Shriftz & Russel, mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana 
dan menyebut “is whatever government dicides to do or not to do”; 
8) William N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu 
rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 
lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 
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menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, 
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, 
perkotaan, dan lain-lain.  
  Secara konseptual ditinjau dari Kamus Administrasi Publik, 
Chandler dan Plano menegaskan bahwa kebijakan publik adalah 
pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk 
memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano 
beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi 
yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak 
berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi 
dalam pemerintahan. 
  Dari berbagai definisi kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan 
bahwa : 
1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-
tindakan pemerintah, 
2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan 
3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi 
kepentingan publik. 
  Jadi idealnya, kebijakan publik yang dicita-citakan bersama  adalah  
1) Kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk 
sekedar dilaksanakan, 
2) Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena 
didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri (Harbani Pasolong, 
2008: 38-39). 
c. Jenis-Jenis Kebijakan Publik 
 Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-
undangan sebagai berikut. 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
3) Peraturan Pemerintah, 
4) Peraturan Presiden, 
5) Peraturan Daerah. 
 Menurut  Nugroho, kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok 
yaitu: 
1) Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang 
bersifat umum seperti UUD 1945, UU, Perpu, dan seterusnya; 
2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat 
menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, 
Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota; 
3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat 
mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, 
seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah 
Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Harbani Pasolong, 2008: 
40). 
 Sedangkan Anderson membagi jenis-jenis kebijakan menjadi : 
1) Kebijakan subtantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan subtantif 
adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, 
seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan 
kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan subtantif tersebut 
dapat dilaksanakan; 
2) Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-
distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan 
atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan 
regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan 
terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan re-
distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan 
pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok 
dalam masyarakat; 
32 32 
3) Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah 
kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada 
kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan 
yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran; 
4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) 
dan barang privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah 
kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau 
pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah 
kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk 
pasar bebas (Harbani Pasolong, 2008: 40-41). 
d. Proses Pembuatan Kebijakan 
 Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William 
Dunn, yaitu : 
1) Fase Penyusunan Agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat 
menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang 
tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu 
lama. 
2) Fase Formulasi Kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif 
kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat 
perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan 
tindakan legislatif. 
3) Fase Adopsi Kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan 
dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur 
lembaga, atau keputusan peradilan. 
4) Fase Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 
sumber daya finansial dan manusia. 
5) Fase Penilaian Kebijakan, unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam 
pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, 
dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam 
33 33 
pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan (William N. Dunn, 2003: 
24-25).  
e. Implementasi kebijakan Publik 
 Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 
merupakan alat administrasi hukum dan berbagai aktor, organisasi, 
prosedur, dan teknik untuk bekerja sama menjalankan kebijakan guna 
meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002: 101).  
 Menurut Lester dan Stewart, implementasi pada sisi yang lain 
merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami 
sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Sementara itu, 
Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk 
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 
dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-
usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 
ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi 
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran 
ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi 
kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2002: 101-102). 
  Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna 
implementasi ini dengan mengatakan bahwa : “memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan timbul sesudah disahkannya 
pedoman-pedoman kebijakan negara, mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 
34 34 
nyata pada masyarakat/kejadian-kejadian” (Solichin Abdul Wahab, 2004: 
65). 
f. Konsep atau Model Implementasi Kebijakan 
1) Model Meter dan Horn 
Implementasi merupakan proses yang dinamis, Van Meter dan Van 
Horn membuat ikatan (linkages) yang dibentuk antara sumber-
sumber kebijakan dan tiga komponen lainnya. Menurut mereka tipe 
dan tingkatan sumber daya yang disediakan oleh keputusan 
kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan. 
Pada sisi lain, kecenderungan para pelaksana dapat mempengaruhi 
secara langsung oleh tersedianya sumber daya (Budi Winarno, 2002: 
119). 
2) Model Grindle 
Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) didasarkan oleh isi 
kebijakan dan konteksnya. Ide dasar Grindle muncul setelah 
kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek 
individual dan biaya telah disediakan maka implementasi kebijakan 
dilaksanakan (Samodra Wibawa, 1994: 22). 
3) Model Sabatier dan Mazmanian 
Menurut Sabatier dan Mazmanian, implementasi kebijakan 
mempunyai fungsi dari tiga variabel yaitu (1) karakteristik masalah, 
(2) struktur manajemen program tercermin dalam berbagai macam 
peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan (3) faktor-faktor 
diluar aturan. Implementasi akan efektif apabila dalam 
pelaksanaanya mematuhi apa yang sudah digariskan oleh peraturan 
atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Samodra Wibawa, 
1994 : 25). 
g. Pendekatan Implementasi 
  Menurut Solichin Abdul Wahab, ada empat pendekatan dalam 
implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi 
yaitu : 
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1) Pendekatan Struktural 
Pendekatan ini ada dua bentuk yaitu struktur yang bersifat organis 
dan pendekatan struktur matrik. 
2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial 
Perlu dibedakan antara merencanakan perubahan dan merencanakan 
untuk melakukan perubahan. Dalam hal pertama, implementasi 
dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah 
manajerial, prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya 
menyangkut penjadwalan (scheduling), perencanaan (planning), dan 
pengawasan (control). 
Teknik manajerial merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah 
perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (network planning and 
control-MPC) yang menyajikan suatu kerangka kerja, proyek dapat 
dilaksanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara 
identifikasi tugas-tugas dan urutan-urutan logis, sehingga tugas 
tersebut dapat dilaksanakan. 
3) Pendekatan Keperilakuan 
Ada dua bentuk pendekatan ini : pertama, OD (organisitional 
development/pengembangan organisasi). OD adalah suatu proses 
untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam 
suatu organisasi melalui penerapan dalam ilmu-ilmu kepribadian; 
Kedua, bentuk management by objectives (MBO). MBO adalah suatu 
pendekatan penggabungan unsur-unsur yang terdapat dalam 
pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur yang termuat 
dalam analisa keperilakuan. Jelasnya MBO berusaha menjebatani 
antara tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan 
implementasinya. 
4) Pendekatan Politik 
Pendekatan politik secara fundamental menentang asumsi yang 
ditengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu khususnya pendekatan 
perilaku. Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung 
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pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok 
dominan/berpengaruh. Situasi tertentu, distribusi kekuasaan 
kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat 
implementasi kebijakan, walaupun sebenarnya kebijakan tersebut 
secara formal telah disahkan (Solichin Abdul Wahab, 2004 : 110). 
 
2. Tinjauan Tentang Pembangunan Berkelanjutan 
a. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi 
progresif terhadap struktur sosial dan politik untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat dalam memenuhi kepentingan saat ini tanpa 
mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 
kepentingan mereka (Imam Supardi, 2003: 204). 
Menurut Brundtland, pembangunan berkelanjutan didefinisikan 
sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 
mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan 
untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan yang 
manusiawi. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati adalah kebutuhan 
paling esensial yang meliputi udara, air dan pangan yang harus tersedia 
dalam jumlah dan kualitas memadai untuk dapat hidup sehat. Sedangkan 
kebutuhan untuk kehidupan manusiawi mempunyai arti untuk menaikkan 
martabat dan status sosial manusia (Imam Supardi, 2003 : 205). 
Tidak jauh dari esensi dua pengertian pembangunan berkelanjutan 
tersebut, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), jelas 
mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan 
hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk 
menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi hidup masa 
kini dan generasi masa depan. 
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b. Sejarah Pembangunan Berkelanjutan Global 
Asal-usul terciptanya komitmen global mengenai konsep 
pembangunan berkelanjutan, sebagai respon masyarakat dunia terhadap 
isu kemerosotan kualitas lingkungan hidup, tentunya tidak dapat 
dilepaskan dari perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan. 
Berawal dari pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB guna 
merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”, 
pada tanggal 28 Mei 1968, wakil negara Swedia telah mengusulkan untuk 
dijajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi 
internasional mengenai lingkungan hidup manusia.  
Usul ini pun lantas diterima baik oleh Sidang Umum PBB dengan 
mengadakan konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 
(Stockhlom, 5-16 Juni 1972) yang pada akhir sidang sukses mengesahkan; 
(1) Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang terdiri atas 
Preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration; (2) 
Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan), terdiri dari 109 
rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan 
dan Pengelolaan Pemukiman Manusia; dan (3) Rekomendasi tentang 
Kelembagaan dan Keuangan yang Menunjang Pelaksanaan Rencana Aksi 
tersebut di atas, terdiri dari Dewan Pengurus (Governing Council) 
Program Lingkungan Hidup (UN Environmental Programme, (UNEP)), 
Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif, Dana 
Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup (Koesnadi 
Hardjasoemantri, 2002: 8-9).  
Pada tahun 1980, International Union For The Conservation of 
Nature and Natural Source (IUCN), bersama- sama dengan United 
Nations Environment Programme (UNEP) dan World Wildlife Fund 
(WWF) menerbitkan World Conversation Strategy (WCS) dalam 
upayanya memenuhi kebutuhan konservasi, yang meliputi pengelolaaan 
sistem produksi yang ekologis tepat dan pemeliharaan kelangsungan 
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lingkungan hidup dan keanekaragamannya (Koesnadi Hardjaasoemantri, 
2002 : 10). 
World Conversation Strategy (WCS) merupakan pernyataan 
transisi, tidak dimaksudkan sebagai kerangka definitif untuk pembangunan 
berekelanjutan. Berbagai masalah yang mendesak tentang berbagai isu 
pembangunan belum dicantumkan, diantaranya mengenai sebab-sebab 
pembangunan yang tidak maju serta eksploitasi dan degradasi lingkungan. 
Isu- isu ini kemudian ditangani oleh World Commision on Environmental 
and Development (WCED) (Koesnadi Hardjasoemantri, 2002: 11). 
Pada peringatan 20 tahun konferensi Stockhlom 1972 diadakan 
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED) yang diadakan oleh PBB di Rio 
de Jeneiro pada tanggal 3-14 Juni 1992. Dihadiri tidak kurang 177 kepala-
kepala negara, wakil-wakil pemerintah, wakil-wakil badan di lingkungan 
PBB dan lembaga lain-lainnya konferensi ini membahas laporan WCED 
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai realitas. Uniknya, 
konferensi ini bukanlah semata-mata sebuah konferensi negara-negara, 
akan tetapi juga konferensi rakyat. Bersamaan dengan konferensi resmi, di 
Flamengo Park yang letaknya berdekatan dengan tempat konferensi resmi, 
diadakan pertemuan yang disebut the ‘92 Global Forum’, yang dihadiri 
kurang lebih 10.000 orang yang mewakili 9000 organisasi dan telah 
menarik 20.000 pengunjung (Koesnadi Hardjaasoemantri, 200:19-20). 
Pada akhir konferensi UNCED berhasil mengambil tiga konsensus 
mengenai bidang yang sangat penting, yaitu: (1) konsensus tentang “The 
Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development” yang 
menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan 
pembangunan; (2) konsensus tentang “Non-Legally Binding Authoritive 
Statement of Principles for a Global Consensus on he Management, 
Consercvation and Sustainable Development of all ypes of Forest 
(Forestry Principles)”, yaitu prinsip-prinsip kehutanan yang merupakan 
konsensus internasional yang terdiri dari 16 pasal yang mecakup aspek 
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pengelolaan, aspek konservasi, serta aspek memanfaatan dan 
pengembangan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan berlaku untuk 
semua jenis tipe hutan; (3) Konsensus tentang “Agenda 21”, yang pada 
dasarnya mengambil kerangka kerja dari suatu rencana kerja yang 
disepakati oleh masyarakat internasional, yang bertujuan mencapai 
pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21 (Koesnadi Hardjaasoemantri, 
2002: 20-22). Sepuluh tahun sesudah Rio de Janeiro, wakil-wakil 
masyarakat dunia bertemu kembali di Johannesburg pada pertemuan 
World Summit on Suistainable Development (WSSD) pada tahun 2002. 
Pertemuan ini bertujuan untuk mengkaji ulang pelaksanaan agenda 21, 
membahas tantangan-tantangan baru dan menggelorakan kembali 
komitmen-komitmen politik dalam pembangunan berkelanjutan (KLH, 
2004: 57). 
c. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Global 
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki 
dua dimensi penting yaitu pemanfaatan dan pemeliharaaan. Keserasian dua 
dimensi penting ini wajib dijaga dalam setiap langkah–langkah 
pembangunan di negara manapun, baik di negara maju, negara 
berkembang, bahkan negara terbelakang sekalipun yang berkeinginan 
menyejahterakan warga negaranya. Namun demikian dengan 
kecenderungan jumlah penduduk yang terus meningkat, permasalahan 
baru pada bidang pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan juga 
semakin bertambah. Akibatnya pola-pola pembangunan konvensional 
yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara massal dan 
membabi buta tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan masih terus 
berlanjut di berbagai negara di dunia. Padahal jika pola pembanguann 
konvensional ini berulang, maka dampaknya semakin besar pada 
kerusakan lapisan ozon, pemanasan suhu bumi, kenaikan permukaan laut, 
perubahan iklim, turunnya hujan asam dan menyempitnya 
keanekaragaman hayati. Ini semua mengancam keberlanjutan fungsi 
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ekosistem, dan jika ekosistem berhenti berfungsi, maka tatanan kehidupan 
akan kolaps .  
Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip-prinsip untuk 
diketahui dan ditaati agar tujuan peningkatan kualitas hidup manusia 
sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem. Berdasarkan Deklarasi 
Rio 1992 ada 27 prinsip dengan garis-garis besar prinsip tersebut sebagai 
berikut. 
1) Manusia merupakan sasaran utama pembangunan berkelanjutan. 
Manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak dan produktif 
yang serasi dengan alam; 
2) Setiap negara berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum 
internasional, diakui memiliki kedaulatan penuh untuk memanfaatkan 
sumber daya alam mereka, sesuai dengan kebijakan bidang 
lingkungan dan pembangunan masing-masing dan juga berkewajiban 
menjaga agar kegiatan yang berlangsung di dalam wilayahnya atau 
berada di bawah pengawasannya tidak menimbulkan kerusakan 
lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas wilayah nasional 
negara-negara; 
3) Hak membangun harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga 
memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup, baik bagi 
generasi masa kini dan masa depan; 
4) Perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian 
terpadu proses pembangunan, tidak dapat dipandang sebagai suatu 
yang terpisah; 
5) Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan kemiskinan, 
prasyarat perwujudan pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi 
kesenjangan batas hidup layak (standart of living); 
6) Prioritas dan perlakuan utama bagi negara-negara berkembang dan 
negara-negara terbelakang dan rawan lingkungan hidupnya; 
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7) Tingkat tanggung jawab negara-negara dalam usaha pelestarian, 
perlindungan dan pemulihan kondisi dan keterpaduan ekosistem 
bumi, berbeda-beda sesuai dengan perusakan yang ditimbulkannya; 
8) Penghapusan pola produksi maupun konsumsi yang tidak layak dan 
peningkatan kependudukan yang tepat; 
9) Kerjasama antar pemerintah dalam rangka peningkatan penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pembangunan, 
penyesuaian, pemberesan dan alih teknologi; 
10) Peningkatan kesempatan masayarakat untuk memperoleh informasi 
lingkungan, termasuk konsumsi bahan berbahaya di sekitar mereka, 
serta partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan; 
11) Pemberlakuan ketentuan lingkungan secara efektif. Penetapan 
persyaratan baku mutu lingkungan dan standar lain yang seimbang 
antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, sesuai kondisi 
setempat; 
12) Pembebanan persyaratan lingkungan dalam bidang pedagangan, yang 
bertujuan memperbaiki lingkungan, tidak boleh dianggap sebagai 
perdagangan tidak jujur; 
13) Penyusunan hukum tentang denda dan ganti rugi, baik secara nasional 
maupun internasioanal oleh setiap pemerintah Negara untuk 
keperluan perlindungan hak-hak korban pencemaran atau kerusakan 
lingkungan hidup lainnya; 
14) Pencegahan peralihan bahan perusak lingkungan dari satu negara ke 
negara lainnya oleh setiap pemerintah; 
15) Penerapan pendekatan preventif dalam masalah lingkungan hidup 
sesuai kemampuan masing-masing negara; 
16) Penerapan prinsip “pencemar harus menanggung kerugian yang 
timbul akibat pencemaran yang dibuatnya“ untuk meningkatkan 
swadaya biaya-biaya lingkungan; 
17) Penerapan wajib AMDAL terhadap setiap kegiatan yang potensial 
dampak; 
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18) Setiap pemerintah hendaknya memberitahu secara dini kemungkinan 
bahaya lingkungan yang bersifat tiba-tiba. Setiap negara berusaha 
membantu negara lainnya dalam mengatasi masalah tersebut; 
19) Setiap pemerintah hendaknya memberi peringatan dini dan setepat 
mungkin serta informasi yang sepatutnya kepada negara-negara 
tetangganya yang terancam dampak negatif yang bersifat antar 
wilayah; 
20) Pengakuan peran serta wanita dalam pembangunan berkelanjutan; 
21) Penggalangan semangat dan kreativitas generasi muda dalam rangka 
menumbuhkan kemitraan global; 
22) Kewajiban pemerintah untuk menghormati tradisi, pengetahuan dan 
peran penduduk asli dalam pengelolaan lingkungan dan 
pembangunan, memelihara jatidiri, kebudayaan dan kepentingan 
mereka; 
23) Keharusan perlindungan lingkungan hidup milik bangsa tertindas atau 
terjajah; 
24) Perlindungan lingkungan hidup pada masa perang; 
25) Perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan merupakan 
masalah saling berkaitan; 
26) Kewajiban penyelesaian sengketa lingkungan secara damai; 
27) Pelaksanaan prinsip-prinsip deklarasi berdasarkan kerjasama 
pemerintah dan anggota masyarakat berdasarkan itikad baik serta 
semangat kemitraan bersama (N.H.T. Siahaan, 2003: 145-147). 
d. Rencana Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 
Dalam upaya menindaklanjuti hasil KTT Pembangunan 
Berkelanjutan (World Summit on Suistainable Development-WSSD) di 
Johannesburg, Afrika Selatan, Indonesia telah melaksanakan Konferensi 
Nasional Pembangunan Berkelanjutan-KNPB atau Indonesian Summit on 
Suistainable Development (ISSD) pada tanggal 21 Januari 2004 di 
Yogjakarta. 
43 43 
Tujuan dilaksanakannya KNPB adalah untuk membangun 
komitmen dan tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan 
(pemerintah dan masyarakat) dalam pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan. Sedangkan sasarannya adalah : 
1) terumuskannya Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak 
Pembangunan Berkelanjutan Indonesia;  
2) terserasikannya komitmen yang dihasilkan dalam WSSD dengan 
prioritas pembangunan berkelanjutan indonesia; 
3) terbangunnya jejaring kerja (networking) dalam pelaksanaan 
Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan 
Berkelanjutan; 
4) tertampungnya ide, peran dan kepentingan para pihak terkait 
(pemerintah dan masyarakat) dalam merumuskan Kesepakatan 
Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan.  
Salah satu hasil KNPB yaitu Rencana Tindak Pembangunan 
Berkelanjutan (terdiri atas 12 butir) yang disepakati untuk dijadikan 
pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan. Agar rencana tindak tersebut dapat dilaksanakan dan diukur 
keberhasilannya juga disusun indikator keberhasilan serta diturunkannya 
ke dalam program dan kegiatan. Dengan adanya indikator keberhasilan, 
program dan kegiatan diharapkan pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik, terarah dan dapat diukur 
keberhasilannya. Kedua belas butir Rencana Tindak Pembangunan 
Berkelanjutan tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1) Penurunan tingkat kemiskinan 
Pada butir pertama ini ada sembilan subbutir rencana tindak 
pembangunan berkelanjutan yang digariskan. Kesembilan subbutir 
tersebut yaitu: a) penurunan angka kemiskinan dari 18% menjadi 
7,5% pada tahun 2015 antara lain dengan menciptakan kesempatan 
kerja dan kompetensi kerja dalam upaya meningkatkan pendapatan 
masyarakat; b) membentuk sistem jaminan sosial sesuai dengan 
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harkat dan martabat Indonesia, kebijakan ekonomi makro yang 
berpihak pada rakyat miskin; c) meningkatkan pelayanan dan 
perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial dan masyarakat 
rentan; d) mengusahakan pendidikan formal 12 tahun untuk 
menghasilkan lulusan yang kompenten sehingga mampu menangkap 
peluang kerja yang ada; e) menyediakan pilihan-pilihan teknologi 
tepat guna yang ramah lingkungan dan sesuai kemampuan 
masyarakat; f) meningkatkan jaminan layanan kesehatan untuk ibu 
dan anak di setiap kecamatan pada tahun 2010; g) meningkatkan 
kemampuan masyarakat melalui program yang meliputi daya 
lingkungan; h) mewujudkan perbaikan pemukiman pada masyarakat 
penghuni kawasan kumuh dan pembangunan perumahan bagi 
masyarakat miskin; dan i) mewujudkan kondisi perbandingan ideal 
antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan 
pada tahun 2015 melalui upaya pengendalian kelahiran, penurunan 
angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk. 
2) Pemerintahan yang baik dan masyarakat madani 
Guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan masyarakat madani 
pada butir kedua rencana tindak pembangunan berkelanjutan ini ada 
empat sub butir lagi yang harus dipenuhi. Keempat sub butir tersebut 
yaitu: a) Membagun pemerintahan yang baik termasuk good 
corporate governance pada semua tingkatan dengan menerapkan 
prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektif dan efesien, 
pengawasan, penegakan disiplin, kepastian dan penegakkan hukum 
serta Hak Asasi Manusia (HAM) yang konsisten dan berkeadilan; b) 
mengembangkan masyarakat madani yaitu masyarakat yang 
mempunyai akses informasi, partisipasi dan keadilan, kearifan dalam 
pengambilan keputusan dan kemampuan inisiatif serta inovasi dalam 
teknologi; c) membangun wawasan kebersamaan dan interaksi secra 
sinergis antara pusat dan daerah dalam suatu kerangka sosial-budaya, 
ekonomi dan lingkungan hidup khususnya melalui perimbangan 
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keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel; dan d) 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang 
bertanggungjawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 
3) Pendidikan 
Ada enam subbutir dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan 
pada sektor pendidikan, yaitu : a) mengintegrasikan prinsip 
pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap proses pendidikan yang 
berlangsung di masyarakat; b) memberikan pengetahuan, pemahaman 
dan wawasan mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai salah 
satu komponen pengembangan sistem kependidikan yang berorientasi 
global; c) menjamin agar anak laki-laki maupun perempuan dapat 
menyelesaikan pendidikan dasar dan akses yang sama pada semua 
jenis dan tingkatan pendidikan; d) melaksanakan wajib belajar 12 
tahun secara konsisten dan tidak memperkerjakan anak usia sekolah 
(kurang dari 18 tahun); e) melindungi dan mengembangkan nilai-nilai 
kearifan lingkungan hidup yang ada di masyarakat; dan f) 
mengembangkan kebudayaan nasional yang sadar lingkungan hidup 
dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. 
4) Tata Ruang 
Ada sembilan subbutir dalam rencana tindak pembangunan 
berkelanjutan pada tata ruang, yaitu: a) menyempurnakan kebijakan 
tata ruang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar 
sesuaidengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b) 
melaksanakan kebijakan tata ruang wilayah secara konsisten untuk 
kepentingan masyarakat banyak pada tingkat pulau, provinsi, 
kabupaten/kota dan desa melalui penerapan sanksi tegas terhadap 
pelanggaran tata ruang mulai tahun 2004; c) mengelola secara terpadu 
pulau-pulau kecil serta wilayah pesisir dan lautan dengan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan; d) mengelola secara terpadu kawasan 
perbatasan; e) mengendalikan keberadaan hutan untuk 
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memperhatikan fungsinya sebagai penyangga kehidupan; f) 
mengendalikan penguasaan kepemilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota 
termasuk penataan perubahan fungsi ruang; g) meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 
dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengintegrasian nilai-
nilai lokal; h) meningkatkan akses informasi bagi masyarakat tentang 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang mulai tahun 2004; i) mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi geografis dalam 
penataan ruang. 
5) Sumber Daya Air 
Ada enam subbutir dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan 
pada sumber air, yaitu : a) menetapkan kebijakan di bidang 
pengelolaan sumberdaya air pada tahun 2004; b) menyediakan akses 
air bersih dan sanitasi lingkungan bagi 50 % penduduk yang tidak 
terjangkau akses air bersih pada tahun 2015; c) meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air mulai tahun 
2004; d) memulihkan siklus hidrologi yang rusak selambat-lambatnya 
pada tahun 2015 dengan perbaikan DAS melalui perlindungan hutan, 
konservasi air tanah, pengendalian konversi hutan termasuk 
pemberantasan illegal logging, pencegahan kebakaran hutan dan 
penegakkan hukum; e) mengendalikan pencemaran air yang efektif 
sesuai dengan baku mutu air masing-masing daerah dan melakukan 
penegakkan hukum terhadap pelanggar pencemaran air; dan f) 
mengendalikan secara terpadu daya rusak air. 
6) Energi dan Sumber Daya Mineral 
Ada sepuluh subbutir dalam rencana tindak pembangunan 
berkelanjutan pada energi dan sumber daya mineral, yaitu: a) 
meninjau kembali kebijakan bidang energi agar selaras dengan 
pembangunan berkelanjutan dengan mengefektifkan koordinasi antar 
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instasi nasional dan pendukung; b) mengembangkan pemanfatan 
energi alternatif dengan pendekatan teknologi bersih dan pemanfatan 
energi terbarukan secara signifikan; c) memetakan kembali potensi 
pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya energi yang dimulai tahun 
2005; d) meningkatkan kontribusi pertambahan sumber daya mineral 
terhadap pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan perlindungan 
lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan; e) 
meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan untuk berperan 
aktif dalam kegiatan pertambangan sumberdaya mineral sesuai 
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; f) meningkatkan akses 
masyarakat untuk memperoleh layanan energi yang handal, 
terjangkau dan layak secara ekonomi serta dapat diterima secara 
sosial dan lingkungan hidup; g) meningkatkan kesadaran dan peran 
serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi termasuk 
gerakan hemat energi; h) menyediakan akses informasi kepada 
masyarakat tentang ketersediaan, kandungan, dan kualitas bahan 
bakar minyak, gas serta sumber daya energi lainnya mulai tahun 
2004; i) meningkatkan pengadaan bahan bakar minyak tanpa timbal 
dan bahan baku gas secara signifikan pada tahun 2005; dan j) 
mewujudkan pola transportasi yang berwawasan lingkungan melalui 
pengembangan model transportasi ramah lingkungan, penurunan 
emisi kendaraan bermotor dan perbaikan lingkungan pelabuhan dan 
bandar udara. 
7) Kesehatan 
Ada enam subbutir dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan 
pada sektor kesehatan yaitu: a) menjamin akses yang sama bagi 
seluruh masyarakat atas layanan kesehatan yang berkualitas pada 
tahun 2010; b) meningkatkan kemampuan menyediakan sarana 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan efesien secara adil dan 
merata, murah dan terjangkau mulai tahun 2005; c) meningkatkan 
kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terhadap penyakit-
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penyakit yang ditimbulkan oleh kualitas lingkungan yang buruk; d) 
meningkatkan perilaku proaktif masyarakat dalam memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan, mencegah resiko terjadinya 
penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi 
aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat; e) meningkatkan 
pengembangan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan yang sesuai 
dengan nilai-nilai dan etika; dan f) mengarahkan penelitian dan 
menerapkan hasilnya pada isu kesehatan masyarakat melalui 
pengembangan vaksin dan obat-obat baru. 
8) Pertanian 
Ada enam subbutir dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan 
pada sektor pertanian yaitu : a) meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan pelaku pertanian; b) menyediakan akses pada sumber 
daya pertanian bagi masyarakat dengan penataan system penguasaan 
dan kepemilikan; c) meningkatkan produktivitas lahan dan media 
lingkungan serta merehabilitasi tanah-tanah rusak untuk 
meningkatkan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan 
dengan tetap berpihak pada petani; d) membangun dan merehabilitasi 
prasarana dasar pedesaan, mengembangkan diversifikasi usaha dan 
perbaikan saran transportasi dan teknologi pertanian serta menjamin 
akses pada informasi pasar dan permodalan; e) mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan 
minimal 5 % pertahun; f) melaksanakan alih pengetahuan dan 
ketrampilan pertanian berkelanjutan untuk petani dan nelayan skala 
kecil dan menengah dengan melibatkan para pemangku kepentingan. 
9) Keanekaragaman Hayati 
Ada sembilan subbutir dalam rencana tindak pembangunan 
berkelanjutan pada keanekaragaman hayati, yaitu : a) menurunkan 
laju kemerosotan/kerusakan keanekaragaman hayati secara nyata 
melalui peningkatan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem 
sehingga tercapai pemulihan kelestarian keanekaragaman hayati pada 
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tahun 2010; b) meningkatkan efesiensi dan keberlanjutan 
pemanfaatan serta mengurangi degradasi sumber daya 
keanekaragaman hayati; c) mengefektifkan upaya konservasi 
(perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma 
nutfah, pemanfatan berasaskan pelestarian), pengawasan peredaran 
keanekaragaman hayati secara terus menerus serta pemberian sanksi 
yang tegas pada setiap pelanggaran; d) mengefektifkan keterlibatan 
masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan keanekaragaman 
hayati; e) memetakan potensi dan ketersediaan keanekaragaman 
hayati dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan yang 
berkelanjutan mulai tahun 2004; f) mengintegrasikan pendekatan 
ekosistem dalam pembuatan kebijakan pengelolaan keanekaragaman 
hayati sejak tahun 2003; g) menyediakan pembiayaan bagi investasi 
dan pengelolaan bank genetik melalui mekanisme dan dana amanah 
(trust fund) mulai tahun 2004; h) mengembangkan balai kliring, riset, 
teknologi rekayasa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dini dan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual bagi individu dan 
kelompok mulai tahun 2004; i) menyusun legislasi nasional untuk 
menjamin akses dan pembagian keuntungan yang berkeadilan dalam 
pengelolaan keanekaragaman hayati. 
10) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup 
Ada sebelas subbutir dalam rencana tindak pembangunan 
berkelanjutan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
yaitu : a) meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya 
pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, pentaatan dan 
penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya 
rehabilitasi lingkungan; b) meningkatkan peran antar individu, 
kelompok-kelompok masyarakat dan jejaring dalam pengendalian 
dampak lingkungan; c) mengembangkan kemampuan masyarakat 
dalam melakukan inisiatif dan inovasi lokal di bidang pelestarian 
lingkungan, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan 
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lingkungan sejak dini serta peningkatan kegiatan riset dan 
pengembangan; d) melindungi dan mengembangkan nilai-nilai 
kearifan lingkungan; e) mengembangkan dan menguatkan 
kelembagaan lingkungan hidup baik pemerintah maupun non 
pemerintah di semua tingkatan untuk pelestarian fungsi lingkungan; f) 
meningkatkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat antara lain melalui penerapan prinsip tanggung jawab 
sosial korporasi dan tanggung gugat korporasi; g) meningkatkan 
keikutsertaan dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam 
upaya pelestarian fungsi lingkungan global tanpa mengabaikan 
kepentingan pengelolaan lingkungan lokal dan nasional; h) 
meningkatkan pengelolaan kapasitas perikanan serta mencegah, 
menghentikan dan menghapuskan pola penangkapan ikan yang ilegal, 
tidak diatur, tidak dilaporkan pada tahun 2004 melalui pemantauan, 
pelaporan dan pengawasan efektif terhadap kegiatan penangkapan 
ikan; i) meningkatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan guna 
menurunkan kemiskinan, mengurangi penggundulan hutan, menahan 
punahnya keanekaragaman hayati hutan serta degradasi lahan dan 
meningkatkan daya dukung sumber daya alam; j) mengembangkan 
pariwisata secara berkelanjutan termasuk non konsumtif dan 
ekoturisme guna meningkatkan manfaat sumber daya pariwisata bagi 
penduduk serta melestarikan integritas budaya dan lingkungan 
masyarakat setempat dan memperkuat perlindungan daerah-daerah 
serta warisan alam yang sensitif secara ekologis; k) menerapkan 
prinsip kehati-hatian dini (precautionary approach) dalam 
pengelolaan lingkungan. 
11) Pola Produksi dan Konsumsi 
Ada empat subbutir dalam rencana tindak pembangunan 
berkelanjutan pada pola produksi dan konsumsi, yaitu: a)menerapkan 
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pola-pola produksi dan 
konsumsi; b) mencegah pencemaran dengan meminimalkan limbah 
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dan memaksimalkan penggunaan kembali, daur ulang, penggunaan 
teknologi alternatif pengolahan dan bahan-bahan alternatif ramah 
lingkungan; c) melibatkan pemerintah dan para pemangku 
kepentingan dalam upaya untuk meminimalkan dampak negatif bagi 
lingkungan dan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber 
daya alam; d) menurunkan secara signifikan penggunaan dan 
produksi bahan berbahaya dan beracun. 
12) Pendanaan dan Kelembagaan 
Ada sembilan subbutir dalam rencana tindak pembangunan 
berkelanjutan pada pendanaan dan kelembagaan, yaitu: a) 
menerapkam prinsip-prinsip pencemar dan atau perusak 
bertanggungjawab serta mekanisme insentif dan disinsentif dalam 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; b) meningkatkan 
penyediaan dana yang memadai bagi kegiatan pelestarian fungsi 
lingkungan dari berbagai sumber (pemerintah pusat dan daerah serta 
sumber-sumber lain yang tidak mengikat) dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan; c) meningkatkan partisipasi dunia usaha 
dan masyarakat dalam mendukung pendanaan yang dibutuhkan bagi 
pembangunan berkelanjutan; d) mengembangkan pendanaan 
berjangka panjang dalam upaya menyediakan alternatif pendanaan 
bagi pembangunan berkelanjutan; e) meningkatkan peran dan 
kerjasama lembaga dan komunitas internasional dalam pendanaan 
yang tidak mengikat bagi pembangunan berkelanjutan; f) 
mengupayakan peningkatan akses pasar, mendorong system 
perdagangan dan invesyasi global yang non diskriminatif serta 
menguntungkan semua pihak dan meningkatkan perlindungan 
konsumen; g) mengembangkan bentuk-bentuk kelembagaan yang 
mengelola pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan termasuk 
kelembagaan keuangan non bank; h) membentuk dewan nasional 
pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, 
kelompok utama, tokoh masyarakat dan agama, asosiasi terkait yang 
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dikukuhkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
tujuan antara lain untuk mendorong dan koordinasi pelaksanaan 
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan 
paling lambat tahun 2005; i) membentuk dewan daerah pembangunan 
berkelanjutan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, kelompok 
utama, tokoh masyarakat dan agama, asosiasi terkait setidaknya 
melalui keputusan kepala daerah denga tujuan antara lain untuk 
mendorong dan koordinasi pelaksanan pembangunan berkelanjutan 
paling lambat tahun 2005. 
 
3. Tinjauan Tentang Pertanian Berkelanjutan  
a. Pengertian Pertanian 
 Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan 
proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam 
arti sempit dinamakan pertanian rakyat sedangkan pertanian dalam arti 
luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, dan 
perikanan. Semua itu merupakan hal yang penting. Secara garis besar, 
pengertian pertanian dapat diringkas menjadi proses produksi, petani dan 
pengusaha, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian (farm business). 
Pertanian yang baik ialah pertanian yang dapat memberikan produk jauh 
lebih baik daripada apabila tanaman, ternak, atau ikan tersebut dibiarkan 
secara alami. Ilmu pertanian ialah ilmu yang mempelajari bagaimana 
mengelola tanaman, ternak, ikan, dan lingkungannya agar memberikan 
hasil semaksimal mungkin (Soetriono, Anik Suwandari, Rijanto, 2006:1-
2). 
Pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta 
produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya 
tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya ini terutama berarti budi 
daya (http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian). 
Pertanian berarti suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanian berarti perihal 
bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam); segala sesuatu  
yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dsb).  
b. Visi Pembangunan Pertanian 
Visi pembangunan pertanian masa mendatang atau tepatnya abad 
ke-21 merupakan kondisi ideal yang diinginkan didasarkan pada 
pengalaman historis pembangunan pertanian sebelumnya, potensi sumber 
daya  yang dimiliki, dan kecenderungan perubahan luar yang berlaku saat 
ini maupun yang akan datang. Visi pembangunan pertanian abad ke-21 
yang pernah disusun oleh Tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 
tahun 1998 yaitu (Djumali Mangunwidjaya dan Illah Sailah, 2000: 99): 
1) Menciptakan produk dan jasa pertanian yang berdaya saing tinggi; 
2) Memelihara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan 
pertanian; 
3) Meningkatkan dan meratakan kesejahteraan bangsa dan rakyat 
Indonesia pada umumnya dan pelaku pertanian pada khususnya; 
4) Meningkatkan kontribusi pertanian dalam ekonomi nasional. 
Berdasarkan visi tersebut, tujuan penting yang menjadi sasaran 
kegiatan pembangunan pertanian dirumuskan sebagai berikut (Djumali 
Mangunwidjaya dan Illah Sailah, 2000: 99). 
1) Meningkatkan taraf hidup petani, khususnya petani kecil melalui 
peningkatan pendapatan dan kegiatan usaha pertaniannya; 
2) Meningkatkan kemampuan petani serta daya saing produk dan jasa 
pertanian nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas; 
3) Mencegah degradasi lingkungan akibat kegiatan pertanian dan 
kegiatan sector lain sehingga dapat menjaga keseimbangan dan 
keberlanjutan ekologis; 
4) Menjamin ketahanan pangan nasional yang dinamis secara 
proporsional, bermutu, dan aman; 
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5) Memanfaatkan sumber daya alam secara rasional guna menjamin 
kegiatan pembangunan pertanian secara berkelanjutan. 
c. Pengertian Pertanian Berkelanjutan 
 Menurut Technical Advisory Committee of the CGIAR (TAC-
CGIAR, 1988), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya 
yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia 
yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas 
lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam (Coen Reijntjes, Bertus 
Haverkort, dan Ann Waters-Bayer, 1999: 2). 
 Menurut SPI (Serikat Petani Indonesia), Pertanian berkelanjutan 
ialah suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek 
lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu 
mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria (1) keuntungan 
ekonomi; (2) keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan (3) 
konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya 
pertanian berkelanjutan identik dengan pertanian organik 
(http://www.spi.or.id/?page_id=549.). 
Menurut FAO (Food and Agriculture Organization) dari PBB 
(Perserikatan bangsa-Bangsa),  pertanian berkelanjutan merupakan 
pengelolaan sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan 
kelembagaan yang dilaksanakan sedemikian rupa dapat menjamin 
pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi 
generasi sekarang dan mendatang. Pembangunan di sektor pertanian, 
kehutanan dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, 
tanaman dan sumber genetik binatang, tidak merusak lingkungan, secara 
teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima 
(http://www.starfarmagris.co.cc/2009/05/pertanian kerakyatan-yang-
berkelanjutan.html.). 
Menurut SAREP (1998), pertanian berkelanjutan adalah suatu 
pendekatan sistem yang memahami keberlanjutan secara mutlak. Sistem 
ini memahaminya dari sudut pandang yang luas, dari sudut pertanian 
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individual, kepada ekosistem lokal, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh 
system pertanian, baik lokal maupun global. Mary V. Gold (1999) 
menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) 
memadukan tiga tujuan yang meliputi: pengamanan lingkungan, pertanian 
yang menguntungkan dan kesejahteraan masyarakat petani. Tujuan-tujuan 
tersebut telah didefinisikan secara beragam oleh berbagai disiplin, tetapi 
kata kuncinya adalah: manfaat/keuntungannya bagi petani dan konsumen. 
Francis dan Youngberg (1990) memberikan batasan bahwa pertanian 
berkelanjutan adalah suatu filosofi yang berbasis pada tujuan-tujuan 
manusia dan atas pemahaman terhadap dampak jangka panjang dari 
aktivitas-aktivitas kita atas lingkungan dan spesies-spesies lainnya. Sistem 
ini menekan degradasi lingkungan, memelihara produktivitas pertanian, 
meningkatkan kelayakan ekonomi, baik dalam jangka pendek dan jangka 
panjang, serta memelihara kemantaban komunitas dan mutu hidup (Totok 
Mardikanto, 2009: 21-22). 
 Secara operasional, Turner et al. (1993) mendefinisikan 
pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memaksimalkan manfaat 
bersih pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan 
meningkatkan jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam sepanjang 
waktu. Selanjutnya the Agricultural Research Service (USDA) 
mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai pertanian yang pada waktu 
mendatang dapat bersaing, produktif, menguntungkan, mengkonservasi 
sumber daya alam, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesehatan, 
kualitas pangan, dan keselamatan (Saptana dan Ashari, 2007: 12). 
Pertanian berkelanjutan adalah suatu model dari organisasi sosial 
ekonomi yang berbasis pada visi pembangunan yang merata dan 
partisipatif, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dan lingkungan 
adalah dasar dari aktivitas ekonomi. Pertanian akan berkelanjutan 
manakala memperhatikan ekologi, layak secara ekonomi, dapat 
dipertanggungjawabkan secara sosial dan  sesuai dengan budaya, yang 
berbasis pada pendekatan ilmiah yang holistik. Pertanian berkelanjutan, 
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adalah salah satu pendekatan sistem yang utuh tentang pangan, pakan, dan 
produk serat-seratan yang lain yang seimbang dengan keamanan 
lingkungan, kesetaraan sosial, dan kelayakan ekonomi antar semua sektor 
di masyarakat, termasuk masyarakat internasional dan lintas generasi. 
Melekat pada definisi ini adalah ide bahwa keberlanjutan harus diperluas 
tidak hanya pada tingkat global, tetapi juga dalam arti rentang waktu dan 
terhadap semua kehidupan organisme (termasuk manusia) (Totok 
Mardikanto, 2009: 22-23). 
Definisi komprehensif bagi pertanian berkelanjutan meliputi 
komponen-komponen fisik, biologi dan sosio ekonomi, yang 
direpresentasikan dengan sistem pertanian yang melaksanakan 
pengurangan input bahan-bahan kimia dibandingkan pada sistem pertanian 
tradisional, erosi tanah terkendali, dan pengendalian gulma, memiliki 
efisiensi kegiatan pertanian (on-farm) dan bahan-bahan input maksimum, 
pemeliharaan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi tanaman, dan 
penggunaan dasar-dasar biologi pada pelaksanaan pertanian 
(http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sust.htm.). 
d. Ciri-Ciri Pertanian Berkelanjutan 
 Ciri-ciri pertanian berkelanjutan yaitu (Coen Reijntjes, Bertus 
Haverkort, dan Ann Waters-Bayer, 1999: 2-3): 
1) Mantap secara ekologis, yang berarti kualitas sumberdaya alam 
dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan – 
dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah 
ditingkatkan. Dua hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola dan 
kesehatan tanaman dan hewan serta masyarakat dipertahankan 
melalui proses biologis (regulasi sendiri). Sumberdaya lokal 
digunakan secara ramah  dan yang dapat diperbaharui. 
2) Dapat berlanjut secara ekonomis, yang berarti petani mendapat 
penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, sesuai dengan 
tenaga dan biaya yang dikeluarkan, dan dapat melestarikan 
sumberdaya alam dan meminimalisasikan resiko. 
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3) Adil, yang berarti sumberdaya dan kekuasaan disistribusikan 
sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota masyarakat 
dapat terpenuhi dan begitu juga hak mereka dalam penggunaan lahan 
dan modal yang memadai, dan bantuan teknis terjamin. Masyarakat 
berkesempatan untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan, di 
lapangan dan di masyarakat. 
4) Manusiawi, yang berarti bahwa martabat dasar semua makhluk hidup 
(manusia, tanaman, hewan) dihargai dan menggabungkan nilai 
kemanusiaan yang mendasar (kepercayaan, kejujuran, harga diri, 
kerjasama, rasa sayang) dan termasuk menjaga dan memelihara 
integritas budaya dan spiritual masyarakat. 
5) Luwes, yang berarti masyarakat desa memiliki kemampuan 
menyesuaikan diri dengan ubahan kondisi usahatani yang 
berlangsung terus, misalnya, populasi yang bertambah, kebijakan, 
permintaan pasar, dll.    
e. Aspek-Aspek Pelaksanaan Pertanian Berkelanjutan      
 Konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi 
keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi (profit), keberlanjutan 
kehidupan sosial manusia (people), keberlanjutan ekologi alam (planet). 
Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus 
diperhatikan secara berimbang. Ketiganya yaitu (Achmad Suryana, 2005: 
45-46) : 
1) Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran 
pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan 
asset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan 
tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi, 
dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah (termasuk 
laba), dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek 
pemenuhan kebutuhan ekonomi (material) manusia baik untuk 
generasi sekarang maupun generasi mendatang. 
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2) Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan 
kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh 
kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik 
sosial), preservasi keragaman budaya dan modal sosio-kebudayaan, 
termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Untuk itu, 
pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan 
pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial-budaya 
merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan 
dalam pelaksanaan pembangunan. 
3) Dimensi lingkungan alam menekankan kebutuhan akan stabilitas 
ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi 
alam. Termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati 
dan daya lentur biologis (sumberdaya genetik), sumberdaya tanah, air 
dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. 
Penekanan dilakukan pada preservasi daya lentur (resilience) dan 
dinamika ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan, bukan 
pada konservasi suatu kondisi ideal statis yang mustahil dapat 
diwujudkan.  
 Sistem pertanian berkelanjutan juga beisi suatu ajakan moral untuk 
berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan 
memepertimbangkan tiga matra atau aspek sebagai berikut (Karwan A. 
Salikin, 2003: 6-7). 
1) Kesadaran Lingkungan (Ecologically Sound), sistem budidaya 
pertanian tidak boleh mnyimpang dari sistem ekologis yang ada. 
Keseimbangan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem 
ekologis yang mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam. 
2) Bernilai ekonomis (Economic Valueable), sistem budidaya pertanian 
harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, baik bagi diri sendiri 
dan orang lain, untuk jangka pandek dan jangka panjang, serta bagi 
organisme dalam sistem ekologi maupun diluar sistem ekologi.  
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3) Berwatak sosial atau kemasyarakatan (Socially Just), sistem pertanian 
harus selaras dengan norma-noma sosial dan budaya yang dianut dan 
di junjung tinggi oleh masyarakat disekitarnya sebagai contoh 
seorang petani akan mengusahakan peternakan ayam di pekarangan 
milik sendiri. Mungkin secra ekonomis dan ekologis menjanjikkan 
keuntungan yang layak, namun ditinjau dari aspek sosial dapat 
memberikan aspek yang kurang baik misalnya, pencemaran udara 
karena bau kotoran ayam. Norma-norma sosial dan budaya harus 
diperhatikan, apalagi dalam sistem pertanian berkelanjutan di 
Indonesia biasanya jarak antara perumahan penduduk dengan areal 
pertanian sangat berdekatan. Didukung dengan tingginya nilai sosial 
pertimbangan utama sebelum merencanakan suatu usaha pertanian 
dalam arti luas.  
 Lima kriteria untuk mengelola suatu sistem pertanian berkelanjutan 
yaitu (Karwan A. Salikin, 2003: 8): 
1) Kelayakan ekonomis (economic viability) 
2) Bernuansa dan bersahabat dengan ekologi (accologically sound and 
friendly) 
3) Diterima secara sosial (Social just) 
4) Kepantasan secara budaya (Culturally approiate) 
5) Pendekatan sistem holistik (system and hollisticc approach). 
f. Indikator Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 
   Menggabungkan pendapat Milikan dan Hapgood (1973) serta 
pendapat Mosher (1966) tentang syarat pembangunan pertanian, maka 
dapat disimpulkan bahwa pembangunan pertanian yang diusahakan 
pemerintah Republik Indonesia sejak awal masa kemerdekaan 
mensyaratkan :  
1) Adanya kejelasan tentang kebijakan pembangunan pertanian; 
2) Adanya penyuluhan pertanian yang berkelanjutan, 
untukmengkomunikasikan program dan kegiatan pembangunan 
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pertanian, serta memberdayakan masyarakat agar mampu dan mau 
berpartisipasi secara aktif; 
3) Adanya pasar pemintaan hasil-hasil pertanian yang merangsang 
petani untuk berproduksi secara berkelanjutan; 
4) Tersedianya paket teknologi yang diperlukan untuk memproduksi 
sesuai dengan (permintaan) pasar; 
5) Tersedianya kredit bagi petani, baik utamanya berupa kredit produksi 
dan biaya hidup; 
6) Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan 
inovasi teknologi; 
7) Adanya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 
pembangunan pertanian, utamanya untuk pengairan dan 
pengangkutan ( Totok Mardikanto, 2009: 119). 
 Menurut Hadisapoetro (1972), usaha tani yang modern 
memerlukan ketrampilan, sarana produksi, alat-alat pertanian, dan kredit 
untuk dapat menerapkan teknologi yang selalu berkembang. Untuk 
mengembangkan usaha tani modern, akan memerlukan bantuan dari pihak 
luar yang berupa penyuluhan, penyediaan sarana produksi, alat-alat 
pertanian dan kredit, dan kesempatan pemasaran dari usaha taninya, dan 
lain-lain (Totok Mardikanto, 2009: 117-118). 
 Cara dan tujuan di dalam peningkatan produksi tanaman pertanian 
ada tiga  macam yaitu sebagai berikut (Soetriono, Anik Suwandari, 
Rijanto, 2006: 65). 
1) Perluasan areal (ekstensifikasi); 
2) Peningkatan Teknologi (intensifikasi); 
3) Penganekaragaman komoditi (diversifikasi). 
 Disamping ketiga faktor tersebut, ada suatu cara penunjang untuk 
peningkatan produksi pertanian, yakni Panca Usahatani yang berarti Lima 
Usahatani. Panca usaha tani tersebut akan dijelaskan sebagai berikut 
(Soetriono, Anik Suwandari, Rijanto, 2006: 65-69). 
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1) Penggunaan bibit varietas unggul. 
Ciri-ciri suatu bibit varietas unggul antara lain: berproduksi tinggi, 
tahan hama dan penyakit, berkualitas baik, beradaptasi tinggi 
terhadap lingkungan. 
2) Mengusahakan kultur teknik 
Mengusahakan kultur teknik merupakan cara bercocok tanam yang 
baik, sebab varietas akan menyesuaikan diri terhadap tanah serta 
iklim. Cara bercocok tanam tersebut misalnya umur bibit yang akan 
dipindahkan ke tempat lapang, jarak tanam, pemangkasan, dan lain-
lain. 
3) Proteksi Tanaman 
Proteksi tanaman merupakan suatu cara pencegahan terhadap 
serangan hama dan penyakit. Untuk itu diperlukan adanya perawatan 
secara seksama dan teliti agar tidak mengakibatkan kegagalan. 
Sebagai upaya pencegahan, pada umumnya, digunakan obat-obatan 
pestisida. 
4) Penggunaan Pupuk 
Pupuk merupakan makanan bagi tanaman. Dengan pemberian pupuk 
yang cocok, tanaman akan tumbuh baik dan subur. Apabila 
kekurangan pupuk, tanaman bisa tumbuh terlambat dan kurus. Akan  
tetapi, ada pula pemberian pupuk yang berlebihan menjadikan hasil 
panen menjadi menurun. Hal tersebut merupakan pemborosan di 
samping juga merangsang adanya perubahan fisiologis tanaman. 
5) Pengairan 
Kebutuhan air sangat mutlak bagi pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman pertanian. Seperti pemberian pupuk, pemberian air yang 
berlebihan bisa mematikan tanman. Air yang menggenang 
menyebabkan sirkulasi udara tidak berjalan lancar dan tanaman 
mudah terserang penyakit akar. 
 Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, penulis mengambil 
beberapa faktor yang akan penulis jadikan indikator dalam pelaksanaan 
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pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo yaitu 
: lahan pertanian; sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, bibit, dan 
pestisida; sarana prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan) 
dan irigasi; program penyuluhan pertanian; dan kelembagaan pertanian. 
 
4.   Teori Hukum Mengenai Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. 
a. Teori Fuller 
Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada 
suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran 
tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan principles of 
legality, yaitu (Satjipto Rahardjo, 2000: 51-52) : 
1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang 
dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar 
keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 
2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 
3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila 
yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk 
menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara 
berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk 
berlaku bagi waktu yang akan datang. 
4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
dimengerti. 
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung  peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
apa yang dapat dilakukan. 
7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga 
menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi. 
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari. 
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 Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang 
diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya 
suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap 
sistem hukum yang mengandung  suatu moralitas tertentu. Kegagalan 
untuk menciptakan sistem yang demikian  itu tidak hanya melahirkan 
sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut 
sebagai sistem hukum sama sekali. 
 Prinsip kelima yang berbunyi “Suatu sistem tidak boleh 
mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain” 
paralel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan 
adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif 
tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada 
dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan  yaitu (Bambang Sunggono, 
2006: 94): 
a. Vertikal  
Apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau 
dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. 
b. Horizontal 
Ditinjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat 
dan yang mengatur bidang yang sama. 
b. Teori J.B.J.M. Ten Berge 
Ten Berge menyebutkan mengenai beberapa aspek yang harus 
diperhatikan atau dipertimbangkan  dalam rangka penegakan hukum, yaitu 
sebagai berikut (Ridwan H.R., 2006: 310). 
a) Een regel moet zo weinig mogelijk ruimte laten voor 
interpretatiegeschillen; 
b) Uitzonderingsbepalingen moeten tot een worden beperkt; 
c) Regels moeten zo veel mogelijk zijn gericht op zichtbare dan wel 
objectief constateerbare feiten; 
d) Regels moeten werkbaar zijn voor degenentot wie de regels zijn 
gericht en voor de personen die met handhaving zijn belast. 
64 64 
Terjemahannya : 
a) Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi 
perbedaan interpretasi; 
b) Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal; 
c) Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang 
secara objektif dapat ditentukan; 
d) Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena 
peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan 
(hukum). 
Teori yang dikemukakan J.B.J.M. Ten Berge pada huruf a tersebut 
diatas paralel atau ekuivalen dengan prinsip keempat  dari Prinsip-Prinsip 
Legalitas (Principles Of Legality) teori Fuller yaitu, “Peraturan-peraturan 
harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”. Keparalelan dari 
teori tersebut terletak pada bagaimana suatu peraturan hukum dapat 
menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. 
Berkaitan dengan hal di atas, Satjipto Rahardjo mengemukakan 
bahwa suatu peraturan hukum merupakan pembadanan dari norma hukum. 
Peraturan hukum menggunakan berbagai unsur atau kategori sarana untuk 
menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. 
Unsur-unsur peraturan hukum tersebut meliputi; Pengertian Hukum atau 
Konsep Hukum, Standar Hukum, dan Asas Hukum (Satjipto Rahardjo, 
2000: 41). 
Peraturan hukum menggunakan pengertian-pengertian atau konsep-
konsep untuk menyampaikan kehendaknya. Pengertian-pengertian tersebut 
merupakan abstraksi dari barang-barang yang pada dasarnya bersifat 
konkrit dan individual, ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan 
ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian teknik 
(Satjipto Rahardjo, 2000: 42-43). 
Pengertian hukum mempunyai isi dan batas-batas yang jelas serta 
dirumuskan secara pasti. Dalam hal pengertian hukum memiliki kadar 
kepastian yang relatif kurang, maka pengisiannya untuk menjadi pasti 
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diserahkan kepada praktek penafsiran, terutama oleh pengadilan. 
Pengertian hukum yang mempunyai kadar kepastian yang kurang itu 
disebut sebagai Standar Hukum. Menurut Paton  standar tersebut 
merupakan suatu sarana bagi hukum untuk berkembang sesuai dengan 
perkembangan masyarakatnya (Satjipto Rahardjo, 2000: 43-45). 
Unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum adalah Asas 
Hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 
suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu 
pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum 
bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami 
tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, karena hal 
inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta 
tata hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 45-47). 
c. Teori Hans Kelsen (Prinsip Validitas) 
Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa 
orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum, 
bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum (Hans 
Kelsen, 2007: 47). Norma hukum satuan tetap valid selama norma tersebut 
merupakan bagian dari suatu tata hukum yang valid. Jika konstitusi yang 
pertama ini valid, maka semua norma yang telah dibentuk menurut cara 
yang konstitusional adalah valid juga. 
Untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan dapat 
mendorong alih pengetahuan digunakan indikator validitas kewajiban 
hukum dan sanksi. Konsep kewajiban merupakan suatu konsep khusus 
dari lapangan moral yang menunjuk kepada norma moral dalam 
hubungannya dengan individu terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan 
atau dilarang oleh norma tersebut, konsep ini pun tidak lain kecuali 
sebagai pasangan dari konsep norma hukum (Hans Kelsen, 2007: 72). 
Kewajiban hukum semata-mata merupakan norma hukum dalam 
hubungannya dengan individu yang terhadap perbuatannya sanksi 
dilekatkan di dalam norma hukum tersebut (Hans Kelsen, 2007: 73). 
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Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk 
menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat 
undang-undang. Sanksi hukum memiliki  karakter sebagai tindakan 


















































































Implementasi Kebijakan Nasional 




- lahan pertanian 
- sarana produksi 
- sarana prasarana 
- penyuluhan pertanian 
- kelembagaan pertanian 
- Principles of Legality  
( Teori Fuller) 
- Aspek-aspek penegakan hukum 
(Teori J.B.J.M. Ten Berge) 
- Validitas 
(Teori Hans Kelsen) 
 
Peraturan Perundang-undangan 
- UU No. 16 Tahun 2006 
- UU No. 26 Tahun 2007 
- UU No. 41 Tahun 2009 
 
1. Pelaksanaan kebijakan nasional 
pembangunan pertanian di Kabupaten 
Sukoharjo 
2. Harmonisasi peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan 
kebijakan nasional pembangunan 
pertanian di Kabupaten Sukoharjo 
3. Visi dan misi Kabupaten Sukoharjo 
pendukung kebijakan nasional 




Kebijakan nasional pembangunan pertanian 





Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis dalam 
mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan 
jawaban atas permasalahan hukum yaitu implementasi kebijakan nasional 
pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa 
pembangunan nasional adalah agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh 
pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera 
sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk 
meraih cita-cita mulia bangsa tersebut, diperlukan upaya maksimal melalui 
pembangunan nasional yang berkelanjutan yaitu pembangunan nasional yang 
berkesinambungan secara merata dan menyeluruh di segala aspek kehidupan 
masyarakat, berbangsa, dan bernegara, tak terkecuali di sektor pertanian. 
Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi alam yang sangat besar 
seharusnya menjadikan sektor pertanian sebagai dasar atau landasan dalam 
melaksanakan pembangunan nasional berkelanjutan. 
Pembangunan nasional berkelanjutan di sektor pertanian atau disebut 
pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang 
berdaya guna bagi usaha pertanian guna membantu mencukupi kebutuhan 
manusia sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan 
melestarikan sumberdaya alam. Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan 
implementasi dari pembangunan nasional berkelanjutan. Pembangunan 
berkelanjutan di sektor pertanian ini, oleh pemerintah pusat dijadikan sebuah 
kebijakan nasional dengan didukung dengan hukum nasional. 
Namun undang-undang itu tidak sempurna. Tidak mungkin undang-
undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada 
kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu 
tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus 
dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 1999: 147). Sehingga perlu adanya 
pengkajian peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teori hukum 
yaitu : 
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1. Principles of Legality (Teori Fuller); 
2. Aspek-aspek penegakan hukum  (Teori J.B.J.M Ten Berge); 
3. Validitas (Teori Hans Kelsen). 
Ketiga teori ini kemudian dijadikan landasan bagi penulis untuk 
menganalisis indikator-indikator dalam implementasi kebijakan nasional 
pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo hingga nantinya 
akan muncul beberapa fakta hukum yang mengarahkan penulis kepada  




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 
di Kabupaten Sukoharjo 
 
2. Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 
Indonesia adalah negara agraris, yakni suatu negara yang sebagian besar 
penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal tersebut patut disadari mengingat 
Indonesia adalah negara besar yang memiliki luas lahan pertanian dan potensi 
sumber daya alam yang melimpah dan potensial. Sudah saatnya  pemerintah 
menempatkan sektor pertanian sebagai landasan utama pembangunan nasional. 
Upaya untuk menuju ke arah tersebut tentunya harus disertai pembanguan 
pertanian yang mumpuni dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat 
undang-undang  yakni pembanguan pertanian yang diharapkan dapat memberikan 
hasil pertanian yang melimpah baik untuk generasi sekarang dan juga mendatang, 
namun juga tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber 
daya alam. Konsep inilah yang oleh para ahli disebut dengan pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan. 
Secara tertulis Indonesia telah menganut konsep pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Hal ini termuat dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 menyatakan bahwa "perekonomian 
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional”. Salah seorang pakar ekonomi lingkungan Indonesia, Emil 
Salim (1993) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan yang 
melatarbelakangi konsep pembangunan pertanian yang ramah lingkungan atau 
berkelanjutan yaitu (Karwan A. Salikin, 2003: 34-35): 
a. Keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Jeneiro 
tahun 1992. Dalam KTT tersebut, pada umumnya negara-negara sepakat 
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untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui 
pengurangan limbah industri dan eksploitasi sumber daya alam secara 
bertanggung jawab. Keputusan KTT tersebut merupakan cerminan 
keinginan masyarakat dunia untuk menganggap bahwa bumi adalah milik 
bersama. 
b. Semakin membaiknya kesejahteraan ekonomi masyarakat dunia 
dibandingkan dengan kondisi 25 tahun yang lalu sehingga masyarakat 
semakin sadar akan kualitas hidup yang lebih baik.indikator kesejahteraan 
hidup dapat dilihat dari kenaikan pendapatan per kapita msing-masing 
Negara, tolok ukur lain adalah jumlah penduduk buta huruf, jumlah dokter 
per seribu orang, jumlah penduduk per satuan sambungan telepon, dan 
sebagainya. 
c. Masyarakat semakin sadar akan arti kesehatan  sehingga sangat 
memperhatikan kualitas produk makanan dan minuman yang dikonsumsi, 
baik dari segi proses produksi maupun mutu kandungan gizi.  
 Menurut pendapat dari Peter Goering (1993), terdapat empat (4) 
kecenderungan positif yang mendorong sistem budi daya pertanian harus 
berkelanjutan, yaitu perubahan sikap petani, permintaan pupuk organik, 
keterkaitan petani dan konsumen, serta perubahan kebijakan (Karwan A. Salikin, 
2003: 35). Menurut pendapat Youngberg and Harwood's (1989), 
 "We are yet a long way from knowing just what methods and 
systems in diverse locations will really lead to sustainability... In many 
regions of the country, however, and for many crops, the particular mix of 
methods that will allow curtailing use of harmful farm chemicals or 
building crop diversity, while also providing economic success, are not yet 
clear. The stage is set for challenging not only farm practitioners, but also 
researchers, educators, and farm industry” (Garth Youngberg and 
Richard Harwood, 1989 : 100). 
 
Terjemahan bebas oleh penulis yaitu “ Kita masih perlu waktu yang panjang  
untuk mengetahui metode dan sistem yang akan benar-benar membimbing menuju 
suatu keberlanjutan. Namun demikian, di beberapa daerah pada sebuah negara, 
dan untuk beberapa jenis tanaman, kombinasi metode yang istimewa yang akan 
memperbolehkan pengurangan unsur kimia tanah yang berbahaya atau 
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menumbuhkembangkan keanekaragaman tanaman, sementara itu keberhasilan di 
bidang ekonomi belum nampak. Hal tersebut menjadi tantangan tidak hanya bagi 
pelaku usaha tani, namun juga untuk para peneliti, pendidik, serta industri 
pertanian”. 
 Sementara itu, menurut pendapat dari Young dan Burton (1992) pada 
hakikatnya kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah 
memformulasikan persoalan kerusakan lingkungan dan kemunduran sumber daya 
yang mengakibatkan biaya sosial atau eksternalitas dalam kebijakan pertanian; 
dan diinternalisasikan dalam kebijakan ekonomi. Beberapa cara yang dapat 
ditempuh yaitu (Karwan A. Salikin, 2003: 84-87) : 
a. Pendekatan Penyuluhan 
Yaitu pendekatan kehalusan moralitas melalui metode pendidikan dan 
penyuluhan yang diharapkan mampu mengubah perilaku orientasi petani 
dan anggota keluarganya. Prioritas kajian pertanian yang dibutuhkan 
adalah mengubah pendekatan dari pola tanam ke tanaman lain dengan 
fokus perhatian dalam sistem usaha tani, diperlukan pula pengembangan 
teknologi baru dan produksi campuran yang dapat mempertemukan 
kebutuhan rumah tangga petani skala kecil dan kesadaran ekologis yang 
mengacu pada keberlanjutan. Sehingga perlu adanya perubahan reorientasi 
metodologi penyuluhan yang secara konsisten menerapkan praktek-
praktek manajemen lingkungan yang terpadu dengan metode produksi 
pertanian. 
b. Regulasi dan Intensif Ekonomi 
Intensif ekonomi adalah bagaimana mengubah sinyal pasar ke dalam suatu 
cara sehingga para pelaku ekonomi mau menanggung biaya sosial dalam 
setiap aktivitasnya. Instrumen yang sering digunakan antara lain adalah 
subsidi, regulasi, perpajakan, dan pemberdayaan kelembagaan. 
1) Subsidi 
Kebijakan subsidi pertanian pada umumnya dimaksudkan untuk 
menolong petani agar mampu membeli sarana produksi (saprodi) 
dengan harga lebih murah sehingga mereka akan menikmati indeks 
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nilai tukar yang relatif besar, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada masa orde baru, kebijakan 
subsidi pupuk dan pestisida dimaksudkan untuk meningkatkan 
produktivitas hasil panen padi sehingga tercipta swasembada namun 
ternyata hal tersebut menimbulkan dampak kerusakan lingkungan 
serta mematikan kreativitas dan kemandirian petani. Selain itu pada 
praktek di lapangan, kebijakan ini sering diselewengkan oleh para 
pengusaha agrobisnis skala besar, dengan memainkan harga dan 
ketersediaan barang subsidi yang dibutuhkan oleh petani kecil. 
2) Regulasi 
Peraturan hukum dapat secara langsung digunakan sebagai alat untuk 
membatasi penggunaan sarana produksi yang berpeluang merusak 
lingkungan, pelarangan terhadap praktek-praktek pertanian yang 
merusak lingkungan, atau memaksimalkan pembatasan emisi polusi, 
juga peraturan yang melindungi penggunaan lahan, mencegah alih 
fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai rencana tata ruang, dan lain 
sebagainya. 
3) Perpajakan 
Pengenaan pajak pada input yang digunakan dapat meningkatkan 
kualitas lingkungan  karena akan terjadi subsitusi input yang dapat 
menekan kerusakan, perubahan komposisi produk yang dijual karena 
kenaikan biaya input, dan penggantian input dengan teknologi 
alternatif. Secara teoritis, kebijakan perpajakan merupakan kebijakan 
yang lebih tepat dibandingkan dengan kebijakan regulasi. Namun 
pada realitasnya tidak mudah mengimplementasikan kebijakan pajak 
yang optimal, apalagi di bidang pertanian. 
4) Pemberdayaan Kelembagaan 
Keberadaan status kepemilikan atau perasaan memiliki bersama 
terhadap suatu sumber daya  alam yang dapat diperbaharui, dapat 
mendorong upaya pelestarian lingkungan yang berkesinambungan. 
Kejelasan status kepemilikan atau penguasaan tanah berdampak pada 
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perilaku petani terhadap upaya pengelolaan konservasi lahan; yakni 
meningkatkan rasa tanggung jawab, baik untuk masa sekarang dan 
masa mendatang (keberlanjutan). 
 Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat 
berbagai macam model kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung 
terciptanya pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Namun pada prinsipnya 
model kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatur sarana dan prasarana 
pendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Sarana prasarana pendukung 
itu adalah : lahan pertanian; sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, bibit, dan 
pestisida; sarana prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan 
irigasi; program penyuluhan pertanian; dan kelembagaan pertanian. Berbagai 
sarana pendukung tersebut apabila dikelola dan diatur dengan baik maka akan 
menghasilkan produksi pertanian yang melimpah. Apabila dikelola dengan 
mengedepankan prinsip dan azas pertanian yang berwawasan lingkungan maka 
akan menghasilkan pertanian yang berkelanjutan. 
 Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan pertanian 
berkelanjutan telah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan 
pemerintah antara lain : Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman; Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman; Peraturan 
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman; 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah 
otonom diberi kewenangan yang seluas luasnya untuk mengurus dan mengatur 
sendiri urusan pemerintahan sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
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tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 
sebagai salah satu bagian dari daerah otonom mempunyai kewajiban 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, meliputi urusan wajib dan urusan 
pilihan, yang menjadi kewenangannya dalam rangka pelaksanaan otonomi yang 
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 
Urusan wajib dan pilihan Kabupaten Sukoharjo dijelaskan dalam Pasal 3 
angka (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 
Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo yang menyebutkan bahwa : 
(4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a.  pendidikan; 
b.  kesehatan; 
c.  lingkungan hidup; 
d.  pekerjaan umum; 
e.  penataan ruang; 
f.  perencanaan pembangunan; 
g.  perumahan; 
h.  kepemudaan dan olahraga; 
i.  penanaman modal; 
j.  koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
k.  kependudukan dan catatan sipil; 
l.  ketenagakerjaan; 
m.  ketahanan pangan; 
n.  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o.  keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
p.  perhubungan; 
q.  komunikasi dan informatika; 
r.  pertanahan; 
s.  kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t.  otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 
daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 
u.  pemberdayaan masyarakat dan desa; 
v.  sosial; 
w. kebudayaan; 
x.  statistik; 
y.  kearsipan; dan 
z.  perpustakaan. 
(5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : 
a.  perikanan; 
b. pertanian; 
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c.  kehutanan; 
d.  energi dan sumber daya mineral; 
e.  pariwisata; 
f.  industri; 
g.  perdagangan; dan 
h.  ketransmigrasian. 
Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan 
Daerah tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan susunan organisasi dan tata 
kerja perangkat daerah.  
 
3. Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo 
Pertanian menjadi bagian dari urusan pilihan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan pertanian, 
instansi-instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk turut serta merumuskan 
kebijakan dan berkewajiban menjalankannya yaitu : 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo; 
b. Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo; 
c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo; 
d. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; 
e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.  
Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses 
pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit 
dinamakan pertanian rakyat sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi 
pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, dan perikanan (Soetriono, 
Anik Suwandari, Rijanto, 2006:1). Dalam penelitian ini, penulis akan 
menggunakan pengertian pertanian dalam arti sempit yang berarti pertanian yang 
diusahakan oleh rakyat dengan konsentrasi pada tanaman pangan. Tanaman 
pangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan 
pangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk sehingga mendorong 
peningkatan kebutuhan akan produksi pangan guna terciptanya ketahanan pangan. 
Sarana prasarana pendukung pertanian berkelanjutan yang digunakan penulis 
sebagai indikator pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo adalah : lahan pertanian; sarana produksi 
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(saprodi) seperti pupuk, bibit, dan pestisida; sarana prasarana pertanian seperti alat 
mesin pertanian (alsintan) dan irigasi; program penyuluhan pertanian; dan 
kelembagaan pertanian. 
a. Lahan Pertanian 
Di Kabupaten Sukoharjo, bidang pertanian termasuk bidang yang 
mendapat prioritas. Dengan luas wilayah 46.666 Ha, jenis penggunaan lahan 
di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut. 
   Tabel 1. Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2009 

















1. Sawah, terdiri dari: 21.119  21.096  21.111 21.121 21.257 
 Irigasi Teknis 14.799 14.798 14.813 14.823 14.900 
 Irigasi ½ Teknis   2.139   1.897   1.897   1.897   1.902 
 Sederhana   1.952   1.937   1.937   1.937   2.021 
 Tadah Hujan   2.229   2.464   2.464   2.464   2.434 
2. Tegal   5.179   4.904   4.593   4.563   4.599 
3. Pekarangan 15.814 16.063 16.074 16.087 16.099 
4. Kolam        30        54        54        54        36 
5. Hutan   1.059   1.122   1.411   1.411   1.294 
6. Perkebunan (PTP)      759      708      708      708      708 
7. Lain-lain   2.706   2.719   2.715   2.722   2.673 
 JUMLAH 46.666 46.666 46.666 46.666 46.666 
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2009 terjadi penurunan jumlah luas sawah namun setelah tahun 
2006 sampai dengan tahun 2009 luas sawah di Kabupaten Sukoharjo selalu 
mengalami peningkatan jumlah luas. Sehingga pada tahun 2009, jumlah 
prosentase luas wilayah yang berupa sawah dibandingkan dengan jumlah luas 
wilayah Kabupaten Sukoharjo kurang lebih adalah 45,5 %. Sedangkan untuk 
wilayah tegal pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami 
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penurunan luas lahan, namun mengalami kenaikan luas lahan pada tahun 2008 
sampai dengan tahun 2009 dengan jumlah prosentase luas wilayah yang 
berupa tegal dibandingkan dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Sukoharjo 
kurang lebih adalah 9,8 %. Untuk lahan pekarangan, sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2009 selalu mengalami peningkatan dan jumlah prosentase luas 
pekarangan tahun 2009 dibandingkan dengan jumlah luas wilayah Kabupaten 
Sukoharjo kurang lebih adalah 34,5 %. 
Salah satu permasalahan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten 
Sukoharjo seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2006-2010 adalah berkurangnya lahan 
pertanian ke non pertanian rata-rata setiap tahun selama empat (4) tahun 
terakhir 57 Ha (0,21%). Data mengenai perubahan penggunaan lahan 
pertanian ke non pertanian adalah sebagai berikut. 
Tabel 2. Data Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2009 










1. Weru 1,7381 0,2322 0,8466 0,1090 0,1351 
2. Bulu 0,1960 0 0,5112 0.0914 0,1670 
3. Tawangsari 2,0790 1,0508 0,8359 0,0483 0 
4. Sukoharjo 7,8555 7,4996 3,7771 0,5353 0,6322 
5. Nguter 1,0167 1,1387 1,0805 0,2875 0,2202 
6. Bendosari 3,6525 4,2757 3,5975 1,1071 0,3279 
7. Polokarto 1,9035 2,3138 1,0577 0,4594 0,1055 
8. Mojolaban 12,2320 10,8972 3,8789 1,1181 0 
9. Grogol 10,1690 12,1718 6,2521 2,1396 0,2447 
10. Baki 9,6593 8,7844 3,0405 2,5664 1,0910 
11. Gatak 2,8319 3,2134 1,9239 1,7436 0,4282 
12. Kartasura 28,2774 10,1759 8,4631 4,4567 1,7005 
 JUMLAH 81,6109 61,7535 35,2650 14,6570 5,0523 
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 
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Permasalahan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota termasuk di 
dalamnya masalah alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian 
merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten dan Badan Pertanahan 
Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan setempat. Urusan penataan 
ruang di Kabupaten Sukoharjo merupakan urusan wajib daerah yang 
diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.    
Permasalahan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota termasuk di 
dalamnya masalah alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian selain 
dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah kabupaten juga dipengaruhi oleh ijin perubahan 
penggunaan tanah. Pada prinsipnya, perihal ijin perubahan penggunaan tanah 
dari tanah pertanian ke tanah non pertanian merupakan wewenang dari Badan 
Pertanan Nasional yang didelegasikan kepada Kantor Pertanahan Wilayah 
Propinsi dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam proses 
perijinannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tetap berkoordinasi 
dengan instansi terkait dari Pemda Kabupaten Sukoharjo. 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam hal melaksanakan  
kewenangan pemberian ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah 
mengacu pada Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional RI Propinsi Jawa Tengah Nomor : 460/2759/33/2009 Tentang 
Pemberian Petunjuk Atas laporan Kepala Pertanahan Kabupaten Kendal 
Berkaitan Pelaksanaan Ijin Lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 
melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT), antara lain berisi dua (2) petunjuk 
penting yaitu : 
1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2473-
170 tanggal 2 Agustus 2007 perihal pengelolaan Pertanahan dengan 
terbitnya PP No.38 Tahun 2007, bahwa 9 (Sembilan) kegiatan 
kewenangan pertanahan yang masuk dalam kewenangan Kabupaten/Kota 
adalah kewenangan yang bersifat medebewind. Tugas medebewind adalah 
tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang 
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah Tingkat Atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan 
kepada yang menugaskan; 
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2. Dengan demikian maka semua kegiatan pertanahan bukan merupakan 
urusan yang diserahkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Oleh karena 
itu maka penyelenggaraan perijinan ijin lokasi maupun ijin perubahan 
penggunaan tanah tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu 
(UPT), dengan alasan sebagai berikut : 
a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah 
daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota tetap menjadi 
tanggung jawab BPN RI, hanya dalam penyelenggaraannya 
Pemerintah Daerah turut serta dalam melaksanakannya (azas 
medebewind) dengan tetap mengacu pada Norma, Standard an Kriteria 
(NSK) dari BPN RI; 
b. Ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah bukan merupakan 
produk pelayanan public biasa. Ijin Lokasi dan ijin perubahan 
penggunaan tanah prosesnya memerlukan kecermatan persyaratan 
subyek dan obyek baik kondisi fisik maupun yuridis yang nantinya 
menjadi landasan penerbitan dan pemberian hak atas tanah, sehingga 
hak yang selanjutnya lahir dari ijin tersebut memenuhi ketentuan 
pertanahan meliputi keabsahan yuridis dan prosedural; 
c. Keabsahan menyangkut pejabat yang berwenang menandatangani, 
karena medebewind berarti hanya Bupati/Walikota yang berhak tanda 
tangan. Pejabat UPT tidak berwenang. Sedangkan dalam hal 
persyaratan prosedural medebewind adalah permohonan ditujukan 
kepada bupati/Walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan; 
d. Berkaitan juga dengan arkaiving (pengarsipan) dokumen, maka berkas 
asli ijin lokasi merupakan bagian dari warkah tanah yang 
pengarsipannya menjadi satu kesatuan dengan warkah tanah yang ada 
di Kantor Pertanahan sebagai arsip abadi/hidup. UPT hanya bertindak 
sebagai penerima berkas saja, sedangkan prosesnya mulai penerimaan 
berkas permohonan, penyiapan rapat koordinasi hingga siap 
ditandatangani Bupati/walikota dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 
sehingga terpenuhinya prinsip medebewind. 
 
Sedangkan prosedur dalam ijin perubahan penggunaan tanah pertanian 
ke non pertanian yang dijalankan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 
mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut. 
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 593/1879 tertanggal 10 Februari 
2000 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian/Sawah Irigasi 
Teknis Untuk kegiatan Non Pertanian; 
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa 
Tengah Nomor 500/1766/33/99 tertanggal 22 November 1999 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); 
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3. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 188.4-590/542/1995 tentang 
Pembentukan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1990 tentang 
Biaya Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 
503/964/1989 tentang Retribusi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 
Pertanian Ke Non Pertanian (Pekarangan) Di Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
PertanianYang Tidak Terkendalikan; 
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa 
tengah Nomor 590/266/1985 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985; 
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 
593/467/1991 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo Nomor: 4 Tahun 1990 Tentang Biaya Perubahan 
Penggunaan tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo 
Tata cara pemberian ijin perubahan penggunan lahan mengacu pada 
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa 
tengah Nomor 590/266/1985 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 yang ditujukan 
kepada seluruh Bupati/Walikota di Jawa Tengah. Sedangkan Panitia 
Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah untuk Kabupaten Sukoharjo 
diatur dalam Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 188.4-590/542/1995 
tentang Pembentukan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.  
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Untuk susunan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tertuang dalam Lampiran Surat 
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 188.4-590/542/1995 tentang 
Pembentukan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Sedangkan untuk mencegah 
perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendalikan maka 
Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan 
Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Yang Tidak Terkendalikan. Terkait dengan 
biaya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten 
Sukoharjo diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Biaya Perubahan Penggunaan tanah 
Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 
Selain dipengaruhi oleh rencana tata ruang wilayah dan ijin perubahan 
penggunaan tanah, tingginya tingkat alih fungsi tanah pertanian ke tanah non 
pertanian disebabkan tingginya fragmentasi (pemecahan) tanah di Kabupaten 
Sukoharjo. Adanya payung hukum berupa Undang Undang Nomor 56 PRP 
Tahun 1960 tentang Redistribusi Tanah, dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan 
"Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang 
apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya 
pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar...". Pembagian warisan 
tersebut mengakibatkan jumlah petani “gurem” yang menguasai tanah 
pertanian di bawah 0, 5 hektar semakin meningkat. Keadaan ini tidak kondusif 
karena meningkatkan resiko untuk alih fungsi menjadi tanah non pertanian. 
Upaya Pemerintah Daerah kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi hal ini 
adalah dengan program pensertifikatan lahan sawah secara gratis serta 






b. Sarana Produksi (Saprodi) 
Sarana produksi yang akan diulas dalam penelitian ini meliputi : 
pupuk, bibit, dan pestisida. 
1) Pupuk 
Pengertian pupuk menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman adalah “bahan kimia 
atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan 
tanaman secara langsung atau tidak langsung.” 
Dalam pertanian modern saat ini, pupuk yang mendominasi dalam 
budidaya pertanian adalah pupuk kimia buatan atau pupuk an-organik 
meskipun pupuk alami atau pupuk organik tetap dikembangkan. Pupuk an-
organik menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 
tentang Pupuk Budidaya Tanaman adalah pupuk hasil proses rekayasa secara 
kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik 
pembuat pupuk”. Sedangkan pengertian pupuk organik menurut Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang Alokasi Dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten 
Sukoharjo tahun Anggaran 2010 adalah “pupuk yang sebagian besar atau 
seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau 
hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair 
yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, 
kimia, dan biologi tanah“. Peranan Bupati/Walikota dalam kebijakan 
pemenuhan pupuk an-organik sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman adalah 
fungsi pengadaan dan pembinaan.  
Untuk menjamin penyediaan pupuk dengan harga yang wajar dan 
untuk meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk maka 
pemerintah mengeluarkan kebijakan Pupuk Bersubsidi. Pupuk bersubsidi 
disalurkan hingga petani dengan pola distribusi tertutup melalui sistem 
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengertian Rencana 
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menurut Pasal 1 angka (17) 
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Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang Alokasi Dan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di 
Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2010 adalah “perhitungan rencana 
kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi 
pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar 
teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, 
peternak, pembudidaya ikan atau udang“.  
Untuk penyaluran subsidi pupuk bisa diberikan ke pabrikan pupuk 
sehingga mereka menjual ke petani dengan harga yang telah ditetapkan 
pemerintah.Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Kabupaten 
Sukoharjo diatur dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 
tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk 
Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2010. Peraturan 
Bupati ini melampirkan data mengenai jumlah kebutuhan pupuk dibanding 
dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan tahun 

















a) Jenis Pupuk Urea Dalam Satuan Ton 
Tabel 3. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 










1. Weru 1689,80   65,10 277,00 2031,90 2099,00 
2. Bulu   876,75 194,70     6,00 1077,45 1843,00 
3. Tawangsari 1559,60 227,40 167,40 1954,40 2274,00 
4. Sukoharjo 2221,45   13,50     5,60 2240,55 2870,00 
5. Nguter 1841,70 195,00 156,00 2192,70 2902,00 
6. Bendosari 1942,50 117,00   10,00 2069,50 2915,00 
7. Polokarto 2162,30 276,80 - 2438,90 3013,00 
8. Mojolaban 2268,70   38,40 - 2307,10 3032,00 
9. Grogol   900,20   17,40 -   917,60 1202,00 
10. Baki   981,75   72,00     0,80 1054,55 1306,00 
11. Gatak 1008,00   82,50 - 1090,50 1323,00 
12. Kartasura   448,00   24,00 -   472,00   621,00 
 JUMLAH 17900,75 1323,60 622,80 19847,15 25400 
Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang 
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor 












b) Jenis Pupuk NPK (Phonska dan Pelangi) Dalam Satuan Ton 
Tabel 4. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 










1. Weru   724,20   21,70   69,25   815,15    915,00 
2. Bulu   375,75   64,90     1,50   442,15    530,00 
3. Tawangsari   668,40   75,80   41,85   786,05    891,00 
4. Sukoharjo   952,05     4,50     1,40   957,95 1.269,00 
5. Nguter   792,30   65,00   39,00   896,30 1.053,00 
6. Bendosari   832,50   39,00     2,50   874,00 1.110,00 
7. Polokarto   926,70   92,20     0,00 1018,90 1.102,00 
8. Mojolaban   972,30   12,80     0,00   985,10 1.437,00 
9. Grogol   385,80     5,80     0,00   391,60    510,00 
10. Baki   420,75   24,00     0,20   444,95    306,00 
11. Gatak   432,00   27,50     0,00   459,50    573,00 
12. Kartasura   192,00     8,00     0,00   200,00    128,00 
 JUMLAH 7674,75 441,20 155,70 8.271,65 9.824,00 
Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang 
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor 












c) Jenis Pupuk SP-36 Dalam Satuan Ton 
Tabel 5. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 










1. Weru    482,80    21,70   138,50    643,00    467,00 
2. Bulu    250,50    64,90       3,00    318,40    245,00 
3. Tawangsari    445,60    75,80     83,70    586,00    449,00 
4. Sukoharjo    634,70      4,50       2,80    642,00    622,00 
5. Nguter    528,20    65,00     78,00    671,20    513,00 
6. Bendosari    555,00    39,00       5,00    599,00    542,00 
7. Polokarto    617,80    92,20       0,00    710,00    604,00 
8. Mojolaban    648,20    12,80            -    661,00    632,00 
9. Grogol    257,20      5,80            -    263,00    241,00 
10. Baki    280,50    24,00       0,40    304,90    265,00 
11. Gatak    288,00    27,50            -    315,50    274,00 
12. Kartasura    128,00      8,00            -    136,00    114,00 
 JUMLAH 5.116,50  441,20   311,40 5.850,00 4.968,00 
Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang 
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor 












d) Jenis Pupuk ZA Dalam Satuan Ton 
Tabel 6. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 










1. Weru    482,80            -             -    482,80    484,00 
2. Bulu    250,50            -             -    250,50    261,00 
3. Tawangsari    445,60            -             -    445,60    448,00 
4. Sukoharjo    634,70            -             -    634,70    664,00 
5. Nguter    528,20            -             -    528,20    567,00 
6. Bendosari    555,00            -             -    555,00    560,00 
7. Polokarto    617,80            -             -    617,80    685,00 
8. Mojolaban    648,20            -             -    648,20    653,00 
9. Grogol    257,20            -             -    257,20    258,00 
10. Baki    280,50            -             -    280,50    292,00 
11. Gatak    288,00            -             -    288,00    298,00 
12. Kartasura    128,00            -             -    128,00    128,00 
 JUMLAH 5.116,50            -             - 5.116,50 5.298,00 
Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang 
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2010. 
Jumlah kebutuhan pupuk dihitung berdasarkan luas lahan pertanian 
dengan perbandingan antara luas lahan pertanian dan jumlah kebutuhan pupuk 
adalah 1 Ton pupuk untuk setia lahan pertanian seluas 100 m². Dari data yang 
tersaji dapat diketahui dari berbagai macam pupuk bersubsidi yang beredar di 
Kabupaten Sukoharjo sebagian besar telah dapat memenuhi kebutuhan petani 
akan pupuk bersubsidi bahkan hingga surplus, hanya jenis pupuk SP-36 yang 






 Kebijakan Kabupaten Sukoharjo terkait benih untuk sektor pertanian 
berbeda dengan kebijakan dalam hal pupuk. Perbedaan itu disebabkan karena 
tidak adanya subsidi dari pemerintah untuk benih. Berbeda dengan pupuk 
yang disubsidi oleh pemerintah, pada dasarnya pengadaan benih diusahakan 
sendiri (swadaya) oleh petani. Namun untuk mendukung program ketahanan 
pangan nasional, pemerintah memberikan berbagai bantuan benih kepada 
petani ketika datangnya masa tanam untuk mencegah kekosongan tanam.  
Bantuan benih yang beredar di Kabupaten Sukoharjo tidak hanya berasal dari 
APBN tapi juga ada bantuan langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 
Bantuan benih yang ditujukan langsung kepada petani melalui 
kelompok tani di Kabupaten Sukoharjo berasal dari berbagai sumber yaitu : 
bantuan langsung dari Kementerian Pertanian, bantuan dari Pemerintah 
Propinsi Jawa Tengah, bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, 
melalui Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Sekolah 
Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT). Bantuan dari berbagai 
sumber tersebut digunakan untuk mendukung Program Nasional Peningkatan 
Produksi Beras Nasional (P2BN) Kabupaten Sukoharjo. 
Data Alokasi Bantuan Bibit Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo 












Tabel 7. Alokasi Bantuan Bibit Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2009 








1. Bantuan Langsung Bibit 
Unggul (BLBU) APBN Tahun 
2009 
Padi Hibrida 64 600 9.000 
2. Bantuan Langsung Bibit 












3. Sekolah Lapang Pengelolaan 
Tanaman Terpadu (SLPTT) 
bantuan Benih Varietas 
Unggul. 
Non Hibrida 140 3.500 87.500 
4. Bantuan Langsung Bibit 
Unggul (BLBU) APBNP 
Tahun 2009 
Hibrida - 600 9.000 
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo 
Pelaksanaan kebijakan bidang benih berdasarkan kepada Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman. Sedangkan 
alur kebijakan pelaksanaan pengadaan benih bantuan oleh Bupati/Walikota 
berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
04/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota 
Dalam Pengelolaan Dan tanggung Jawab Dan Tugas Pembantuan 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor : 34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan 
Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih 
Tahun 2007 yang kemudian mengalami beberapa perubahan hingga 
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dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
52/Permentan/SR.120/7/2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman 
Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 
Melalui Bantuan Benih Tahun 2007. 
Bantuan bibit yang nantinya turun ke daerah akan dibagikan kepada 
kelompok tani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 
Selain mengandalkan bantuan bibit langsung, kelompok tani/Gabungan 
Kelompok Tani (GAPOKTAN) juga mengusahakan pengadaan bibit secara 
swadaya karena jumlah bantuan bibit yang ada belum mencukupi kebutuhan 
petani. 
3) Pestisida 
Pengertian Pestisida menurut  Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, 
Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida adalah sebagai berikut. 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan: 
a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan  virus 
yang dipergunakan untuk: 
- Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit 
yang  merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil 
pertanian; 
- Memberantas rerumputan; 
- Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak 
diinginkan; 
- Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-
bagian tanaman tidak termasuk pupuk; 
- Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan 
piaraan dan ternak; 
- Memberantas atau mencegah hama-hama air; 
- Memberantas atau mencegah binatang binatang dan jasad-jasad 
renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat 
pengangkutan; 
- Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat 
menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu 
dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. 
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Tata cara permohonan bantuan pestisida di Kabupaten Sukoharjo pada 
prinsipnya sama dengan permohonan bantuan benih yaitu melalui kelompok 
tani dengan menyusun RDKK lalu diajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten 
yang diteruskan ke Dinas Pertanian Propinsi lalu diteruskan ke  Direktorat  
Jenderal Tanaman Pangan. Bantuan pestisida yang nantinya turun ke daerah 
akan dibagikan kepada kelompok tani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok (RDKK). Selain mengandalkan bantuan bibit langsung, kelompok 
tani/Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) juga mengusahakan pengadaan 
bibit secara swadaya mengingat kebutuhan pestisida harus selalu disesuaikan 
dengan kondisi tanaman, hama/penyakit, dan lingkungan. 
Mengingat bahwa pestisida dapat memberikan manfaat yang besar 
bagi masyarakat, namun dapat pula membahayakan kesehatan manusia, 
kelestarian sumber daya alam hayati lingkungan hidup maka pemerintah 
berupaya mengawasi dengan ketat peredaran serta penggunaan pestisida. 
Upaya tersebut diwujudkan dengan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan 
Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida; Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor : 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara 
Pendaftaran Pestisida; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42 / Permentan / 
SR.140 / 5 / 2007 tentang Pengawasan Pestisida;dan Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor : 276 /Kpts / OT.160 / 4 / 2008 tentang Komisi Pestisida. 
Secara garis besar, pengawasan untuk pestisida berjalan seiring  
dengan pengawasan terhadap pupuk dengan  pelaksana pengawasan pupuk 
dan pestisida dilakukan oleh unsur-unsur : 
1) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 
2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 
3) Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida; 




c. Sarana Prasarana Pendukung Pertanian 
Sarana prasarana pendukung pertanian yang akan dibahas dalam 
penelitian ini meliputi alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan 
Pengairan/Irigasi. 
1) Alat dan mesin pertanian (Alsintan) 
Pengertian Alat dan mesin pertanian (Alsintan) menurut Pasal 1 angka 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin 
Budidaya tanaman adalah “peralatan yang dioperasikan dengan motor 
penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman”. 
Alat dan mesin pertanian (Alsintan) pendukung pengelolaan tanaman pangan 
pada umumnya terdiri dari (Buletin Sarana Pertanian Edisi Desember 2004) :  
a) Alat Pengolahan Lahan 
(1) Traktor Roda Dua yaitu traktor yang digunakan untuk mengolah 
lahan atau menarik peralatan yang mempunyai roda sebanyak dua 
buah (Power Hekker) 
(2) Traktor Roda Empat yaitu traktor yang digunakan untuk mengolah 
lahan atau menarik peralatan yang mempunyai roda sebanyak empat 
buah. Berdasarkan sumber daya penggerak, traktor roda 4 dapat 
diklasifikasikan menjadi: 
(a) Traktor Mini (Traktor Kecil) yaitu traktor yang dilengkapi mesin 
penggerak dengan daya kurang dari 25 daya kuda (PK), 
(b) Traktor Sedang yaitu traktor yang dilengkapi mesin penggerak 
dengan daya antara 25 – 50 daya kuda (PK), 
(c) Traktor Besar yaitu suatu traktor yang dilengkapi mesin 
penggerak dengan daya lebih 50 daya kuda (PK) 
b) Alat Pemberantas Jasad Pengganggu 
(1) Hand Sprayer yaitu alat penyemprot dengan sistem udara yang 
dimampatkan tanpa menggunakan tenaga motor sebagai daya 
penggerak. Udara dapat dimampatkan dalam satu kali operasi 
(automatic sprayer) atau dimapatkan berturut-turut (semi automatic). 
(2) Knapsack Power Sprayer yaitu alat pengabut pestisida dalam bentuk 
cairan atau pengembus pestisida dalam bentuk tepung, digunakan 
dengan tenaga motor, pemakaiannya dengan digendong. 
(3) Skid Power Sprayer yaitu alat penyemprot pestisida dalam bentuk 
cairan digunakan dengan motor, tidak digendong tapi diangkat. 
(4) Swing Fog yaitu alat pengabut pestisida pekat dengan menggunakan 
poros dan tekanan gas. Pemakaiannya biasanya digendong dan perlu 
bantuan angin. 
(5) Emposan yaitu alat pengembus untuk mengembus asap beracun ke 
dalam liang tikus, alat ini digerakkan tenaga motor atau tenaga 
tangan. 
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c) Pompa Air yaitu alat untuk memanfaatkan air dengan memindahkan dari 
sumber air ke tempat yang membutuhkan air, biasanya ke tempat yang 
lebih tinggi. Berdasarkan prinsip kerja “impeller” untuk memindahkan air, 
pompa itu dibedakan atas :pompa axial, pompa sentrifugal dan mixed flow. 
d) Alat Panen 
(1) Sabit Bergerigi yaitu Alat yang digunakan untuk memanen padi atau 
kedelai. Berdasarkan variasi jumlah gerigi pada bilah pisau, sabit 
bergerigi dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu : Gerigi halus, Gerigi 
sedang, dan Gerigi kasar  
(2) Reaper yaitu Alat yang digunakan untuk memanen/memotong padi 
yang digerakkan oleh tenaga mekanis (traktor) 
(3) Combined Harvester yaitu Alat yang digunakan untuk memanen 
padi, merontokkan gabah dan memisahkan gabah dari kotoran-
kotoran yang dilakukan pada waktu mesin ini bekerja di lapangan. 
Ada 2 jenis combine harvester, yaitu : tipe operator berjalan di 
belakang dan tipe dikendarai. 
e) Alat Pengolah Padi 
(1) Thresher yaitu alat yang digunakan untuk merontokkan butiran padi 
dari tangkainya dan juga dapat digunakan untuk merontokkan kedelai 
maupun jagung. Berdasarkan penggeraknya thresher dibedakan atas : 
Pedal Thresher, jika digerakkan oleh tenaga manusia dan Power 
Thresher, jika digerakkan oleh tenaga mekanik (motor) 
(2) Paddy Cleaner yaitu alat untuk memisahkan gabah dari kotoran-
kotoran yang tidak diinginkan seperti potongan jerami, kerikil, dan 
benda-benda asing lainnya. 
(3) Dryer yaitu alat yang dapat menurunkan kadar air gabah atau biji-
bijian lainnya dengan menggunakan udara yang dipanaskan. 
(4) Rice Milling Unit (RMU) atau Rice Unit (RU) yaitu penggilingan Padi 
yang merupakan satu unit antara pemisah kulit (husker) dan pemutih 
(polisher) menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan sehingga proses 
dari gabah langsung keluar dalam bentuk beras. 
(5) Perusahaan Penggilingan Padi Besar (PPB) yaitu penggilingan padi 
yang mempunyai Kapasitas giling lebih besar 1500 kg beras/jam. 
(6) Perusahaan Penggilingan Padi Skala Kecil (PPK) yaitu penggilingan 
padi yang mempunyai kapasitas giling sampai dengan 1500 kg 
beras/jam. 
(7) Penggilingan Padi Engelberg (PPE) yaitu alat pengolahan padi dengan 
cara giling tanpa menggunakan “rubber roll” untuk mengolah biji 
padi (gabah) menjadi beras. 
(8) Penyosoh Beras Pecah Kulit (Polisher) yaitu alat yang berfungsi untuk 
menyosoh beras pecah kulit menjadi beras putih. 
(9) LDM yaitu singkatan dari Lumbung Desa Modern, merupakan 
kelembagaan yang mengelola pengeringan, penyimpanan gabah, 
pengolahan dan pemasaran hasil yang dikelola secara profesional. 
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Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam 
kebijakan alat dan mesin pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman terkait dengan 
pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan. Bantuan pengadaan alat 
mesin pertanian untuk petani di Kabupaten Sukoharjo diajukan oleh Dinas 
Pertanian dengan alokasi dana APBD, APBN dan, Dana Alokasi Khusus 
(DAK) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010. Selain itu terdapat juga 
bantuan dari Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT).  
Selain itu terdapat bantuan dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan 
berupa Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 untuk Usaha 
Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Bantuan Kepemilikan Alsintan 
(BAKAL) Peralatan Bengkel untuk Bengkel Alsintan. Prosedur pelaksanaan 
kedua program bantuan tersebut diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan 
Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 untuk UPJA dan Bantuan 
Kepemilikan Alsintan (BAKAL) Peralatan Bengkel untuk Bengkel Alsintan 
Tahun Anggaran 2009 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Tanaman 
Pangan. Secara umum pola kedua bantuan tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Traktor Roda 2 untuk Usaha 
Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 
Bantuan uang muka alsintan (BUMA) yang dilaksanakan pada 
tahun 2009 merupakan upaya Pemerintah dalam membantu UPJA melalui 
pemberian uang muka untuk pembelian alsintan traktor roda 2. Pemberian 
uang muka pembelian traktor roda 2 dilaksanakan melalui pola Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) yang dananya langsung ditransfer ke 
rekening UPJA penerima bantuan berdasarkan DIPA yang telah 
dialokasikan pada Kab/Kota sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta 
rupiah) per unit. Agar keberhasilannya lebih optimal, diperlukan dana 
pendamping pembinaan (sosialisasi, identifikasi dan seleksi UPJA calon 
penerima BUMA serta evaluasi) di daerah yang bersangkutan 
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(Provinsi/Kabupaten/Kota) melalui APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota. 
BUMA ini diberikan kepada UPJA yang aktif dan telah diseleksi oleh 
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 
Mekanisme BUMA dilakukan sebagai berikut : 
(1) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan identifikasi calon 
penerima bantuan uang muka kepemilikan alsintan (traktor roda 2) 
dan menganalisa serta melakukan verifikasi secara obyektif bahwa 
calon penerima bantuan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. 
(2) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan calon UPJA atas dasar 
hasil verifikasi yang telah dilakukan tersebut. 
(3) Dinas Pertanian Provinsi bersama-sama Dinas Pertanian 
Kabupaten/Kota agar memfasilitasi kerjasama antara pihak terkait 
dan UPJA dalam penyerapan BUMA tersebut. 
b) Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) Peralatan Bengkel untuk 
Bengkel Alsintan Tahun Anggaran 2009 
Pola bantuan kepemilikan peralatan bengkel alsintan merupakan 
program pendukung bagi operasional alsintan yang pengadaannya dari 
program BUMA/BAKAL seperti traktor, pompa air dan APPO. Program 
tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam mengembangkan 
bengkel alsintan terpilih. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan 
bengkel alsintan ini diharapkan adanya partisipasi Pemerintah Daerah 
(Propinsi/ Kabupaten/Kota) berupa pembinaan dan bimbingan secara 
manajemen maupun teknis dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah 
Pusat. Pengadaan peralatan bengkel alsintan dilaksanakan melalui pola 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dananya langsung ditransfer 
ke rekening bengkel alsintan penerima bantuan berdasarkan DIPA yang 
telah dialokasikan pada Kab/Kota, dengan pagu per paket Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah). 
Penerima bantuan kepemilikan peralatan bengkel alsintan ini 
diberikan kepada bengkel alsintan yang masih aktif dan berkinerja dengan 
baik dalam mengembangkan usaha pelayanan jasa perawatan dan 
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pemeliharaan alsintan didalam suatu wilayah kerja UPJA yang terkait 
langsung maupun di luar wilayah kerja UPJA. Untuk mendapatkan 
Bengkel alsintan yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, 
diharapkan proses seleksi dilaksanakan secara obyektif oleh Dinas 
Pertanian Kabupaten/Kota serta ditetapkan oleh Dinas Pertanian Propinsi 
setempat. 
Mekanisme pemberian dapat dilakukan sebagai berikut. 
(1) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan identifikasi calon 
penerima bantuan kepemilikan peralatan bengkel alsintan APBN 
2009 dan menganalisa serta verifikasi secara obyektif bahwa calon 
penerima memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. 
(2) Dinas Pertanian Kab/Kota menetapkan calon Bengkel Alsintan atas 
dasar hasil verifikasi yang telah dilakukan tersebut. 
(3) Daftar calon tetap segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan c.q. Direktorat Sarana Produksi untuk dialokasikan 
sebagai penerima bantuan kepemilikan peralatan bengkel alsintan 
APBN 2009. 







Tabel 8. Daftar Inventaris Alat Dan Mesin Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 
 Jenis Alsin  
 Pompa Air   Dryer  No Kecamatan  Traktor 
Roda 



















 APPO  
1 Weru           68         -  
    
110         -         -         -         -            7      1,355              -          -          -          1          36          36            -            -  
2 Bulu           45      61  
      
11        5         -         -         -            9          95              -          -          -          -          23          23            -            -  
3 Tawangsari           44        8  
      
74        2      11      11        8          21         245              -          -         1          -          42          47            -            -  
4 Sukoharjo         134      86  
      
50      27        3        3        4          76         153              -          -          -        28          63            -            -            1  
5 Nguter         109        9  
      
98        2        2        2         -          14      1,158              -          -         1          -          40          40            -            1  
6 Bendosari         155      19  
    
156      70        9        9        1          33         325              -          -         1        86          13            8            1            -  
7 Polokarto         136      88  
    
153      48        9        9        1          25         291              2          -          -          1          66            -            -            2  
8 Mojolaban         161      14  
    
425      42         -         -         -         196         346              -          -         1          -          76          78            -            -  
9 Grogol           76        1  
    
183        3        3        3      13          29          48              -         1         1          -          28          29            -            -  
10 Baki         141      25  
    
291        4         -         -         -          64          85              3          -          -          -          53          41            -            -  
11 Gatak         101      39  
      
99      15         -         -         -          36          75              1          -          -          -            -            -            -            1  
12 Kartasura           24         -  
      
26      46         -         -         -            9          11              -          -          -          -          15          14            -            -  
Jumlah      1,194  




   
264      37      37      27         519      4,187              6         1         5      116        455        316            1            5  






Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo tersebut, 
hingga saat ini Sukoharjo masih kekurangan seribuan traktor lebih. 
Berdasarkan perkiraan kebutuhan oleh pejabat Dinas Pertanian Kabupaten 
Sukoharjo, idealnya traktor yang dimiliki Sukoharjo sebanyak 1.416 unit 
dengan perhitungan setiap 10 hektar lahan pertanian menggunakan satu 
traktor. Sementara jumlah traktor yang dimiliki saat ini baru sekitar 1.100 unit. 
Setiap desa setidaknya membutuhkan lima sampai 10 traktor, tergantung pada 
luas lahan pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan traktor di Sukoharjo, maka 
program pemberian bantuan traktor gratis rencananya akan dilaksanakan 
secara bertahap. Untuk tahun 2010, setidaknya ada alokasi 165 unit traktor 




Pengertian Irigasi menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi adalah “usaha penyediaan, pengaturan, 
dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi 
irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan 
irigasi tambak”. Wewenang dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan 
irigasi dijelaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 2006 tentang Irigasi juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk 
membentuk Komisi Irigasi. Oleh karena amanat peraturan tersebut, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 
Dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo Dan Penyelenggaraan 
Koordinasi Daerah Irigasi. 
Kondisi umum mengenai sumber daya air dan penggunaanya di 
Kabupaten Sukoharjo dapat diketahui dari Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003-2012 sebagai berikut. 
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Sistem Neraca Air 
Secara umum Kabupaten Sukoharjo mempunyai wilayah yang melandai 
kearah barat dan utara. Dimana bagian selatan (Kecamatan Bulu dan 
Kecamatan Weru) mempunyai curah hujan >1650 mm/th lebih tinggi 
dibandingkan wilayah utara (1200-1500 mm/th), yang selanjutnya dialirkan ke 
arah utara baik melalui sungai (air permukaan) maupun aliran bawah tanah. 
a. Sumber air. 
Sumber air di Kabupaten Sukoharjo meliputi : air hujan(air hujan 
tampungan dan air hujan limpahan) dan air permukaan (mata air, air 
sungai dan air danau/waduk) 
b. Kegunaan air 
Kegunaan sumber air di kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut. 
- untuk irigasi ± 60-120 lt/hari/jiwa. 
- untuk kebutuhan industri sekitar 10% dari kebutuhan untuk manusia. 
- Untuk kebutuhan sumber energi atau tenaga. 
Diasumsikan bahwa semua kebutuhan untuk manusia dipenuhi dari air tanah, 
mata air dan air tanah dangkal sehingga perhitungan neraca air di kabupaten 
Sukoharjo adalah sebagai berikut. 
a. Pemasukan air meliruti : air hujan, air permukaan/sungai dan air tanah 
dangkal 
b. Pengeluaran air, meliputi : domestik, irigasi, industri, dan lain-lain. 
Kebutuhan air bersih di Kabupaten Sukoharjo samapai dengan tahun 2012 
mencapai 54.264.992 lt/hari. 
A. Rekomendasi Pengembangan Sumber Air 
Di Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa sungai yang cukup besar, yaitu 
Bengawan Solo, Dengkeng, Brambang, Jlantah, Samin dan Panjing. Keadaan 
ini sedikit banyak mempengaruhi pola tata air di daerah khususnya  kegiatan 
pertanian. Selain itu di kabupaten Sukoharjo juga terdapat waduk  Mulur yang 
mempunyai debit cukup besar yaitu kapasitasnya sebesar ± 2.500.000m³. 
Dari data yang terdapat di dalam NSAD tahun 2001, maka dapat diketahui 
bahwa sumber daya air efektif di kabupaten sukoharjo adalah sebagai berikut : 
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- Potensi air efektif 
a. Curah hujan efektif   : 643.640.805 m³ 
b. Mata air     :        284.824 m³ 
c. Air waduk mulur   :     8.822.542 m³ 
d. Air permukaan tanah(oleh PDAM) :     3.149.812 m³ 
e. Air dari saluran induk Colo  : 221.683.687,7 m³ 
Jumlah     : 877.580.670,7 m³ 
Keterangan : 
- air dari saluran colo timur yang masuk ke areal irigasi 
Sukoharjo : 162.217.770,76 m³ 
- air dari saluran colo barat yang masuk ke areal irigasi 
Sukoharjo : 59.465.916,96 m³ 
- Penggunaan potensi air 
a. Domestik    :   20.974.272,6 m³ 
b. Industri     :     1.749.600 m³ 
c. Pertanian dan Perkebunan  : 664.941.866 m³ 
d. Peternakan    :     1.847.214,2 m³ 
e. Perikanan    :     1.800.000 m³ 
f. Lain-lain     :     1.500.000 m³ 
Jumlah     : 692.812.952,8 m³ 
 
Jadi air yang termanfaatkan : 692.812.952,8 m³ 
Sisa air yang tidak termanfaatkan : 
- Potensi air   : 877.580.670,72 m³ 
- Air yang termanfaatkan : 692.812.952,8 m³ 
 Total sisa   : 184.767.717,92 m³ 
Sisa air tersebut mengalir ke 27 anak sungai Bengawan Solo yang 
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo menuju ke laut melalui 
alur Sungai Bengawan Solo. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 
sisa air sebesar 184.767.717,92 m³ perlu ditanggulangi dengan 
memperbanyak kawasan hutan di daerah selatan dan timur. 
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Hal ini dimaksudkan untuk menyimpan air agar daerah bawah tidak akan 
mengalami defisit meskipun pada musim kering. Pada kawasan ini, 
terutama pada daerah selatan dan timur disarankan untuk ditangani 
dengan memperbanyak vegetasi yang dapat menjaga fungsi lindung 
daerah selatan (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2003-2012, 2003: VII-14-VII-15). 
Sedangkan kondisi  sistem irigasi di Kabupaten Sukoharjo seperti yang 
tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2003-2012 adalah sebagai berikut. 
Penggunaan air permukaan untuk irigasi pertanian yang ada mampu mengaliri  
sawah baik yang setahun dua kali panen seluas 17. 178 ha maupun yang 
setahun sekali panen seluas 4.559 ha dengan prasarana yang ada yaitu saluran 
irigasi. Jaringan irigasi di wilayah kabupaten Sukoharjo merupakan bagian 
dari jaringan irigasi Wonogiri yang bersumber dari waduk Gajah Mungkur 
Wonogiri, mengalir melalui bendung Colo. 
Jaringan irigasi Wonogiri di daerah Kabupaten Sukoharjo seluas 9.675 ha 
dengan perincian : 
a. Sebagian besar yaitu seluas 8.228 ha telah mendapatkan air dari saluran 
induk Colo Timur (SICT) 
b. Daerah irigasi seluas 1.447 ha yang mendapatkan air dari Saluran Induk 
Colo Barat (SICB). 
Secara lebih rinci data mengenai luas daerah irigasi dan jumlah 










Tabel 9. Luas Daerah Irigasi Kabupaten Sukoharjo 
NO. Saluran Kecamatan Jumlah (Ha) 
1. Saluran Induk Colo Timur Nguter   1.314,06 
  Sukoharjo   2.719,94 
  Bendosari   1.444,00 
  Grogol      743,00 
  Mojolaban   1.282,60 
  Polokarto      724,40 
2. Saluran Induk Colo Barat Bulu      605,00 
  Tawangsari      842,00 
  Weru   1.300,00 
 JUMLAH 10.975,00 
Sumber : Dinas PU Pengairan Proyek Bengawan Solo, Surakarta. 
Tabel 10. Daftar Inventaris Jaringan Irigasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 -
2009 dalam Satuan Unit 
NO Jenis Jaringan Irigasi 2006 2007 2008 2009 
1 Pembangunan Jaringan Irigasi 
Tersier Utama (JITUT) 
15 15 17 21 
2 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa 
(JIDES) 
15 12 15 16 
3 Pembangunan Jalan Usaha Tani 
(JUT) 
0 12 12 0 
4 Pembangunan Embung 3 2 4 2 
5 Irigasi Air Tanah Dangkal 16 2 6 0 
6 Irigasi Air Tanah Dalam  0 1 0 2 
7 Irigasi Air Permukaan 0 0 0 3 
8 Sumur Resapan 0 0 15 2 
9 Pengolahan Irigasi Partisipatif (PIP) 0 1 0 1 
10 Reklamasi Lahan 0 1 0 0 
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 
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Wilayah irigasi Kabupaten Sukoharjo dilewati oleh aliran air dari 
Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri yang diatur melalui Bendung 
Colo yang ada di daerah Kecamatan nguter, Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan 
pengelolaan sarana irigasi tersebut menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah , dan Pemerintah 
Pusat. Penyelenggaraan koordinasi daerah irigasi dimungkinkan untuk 
dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi, dan 
pemerintah pusat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.  
Pasal 66 ayat (1) PP 20/2006 tentang irigasi menetapkan bahwa aset 
pengelolaan irigasi terdiri atas Jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan 
irigasi. Dan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah  tersebut disebutkan 
bahwa yang termasuk pendukung pengelolaan irigasi adalah kelembagaan 
pengelolaan irigasi, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung. Di 
Kabupaten Sukoharjo, peran kelembagaan pengelolaan irigasi yakni 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sangat nyata yaitu berkoordinasi aktif 
dengan Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Sukoharjo untuk menyusun  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 
di bidang pengairan lalu disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 
Proyek Bengawan Solo, Surakarta  untuk diatur pembagian air dari Waduk 
Gajah Mungkur Wonogiri lewat Bendung Colo yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo. Jumlah debit air yang diajukan oleh P3A melalui  Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Sukoharjo kepada pengelola Waduk Gajah Mungkur itulah 
yang akan menjadi pedoman jumlah debit air yang masuk ke wilayah 
Sukoharjo. Perhitungan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di 
bidang pengairan ini sangat penting terutama di bulan kemarau dimana tidak 
ada sumber pengairan lain selain dari irigasi teknis. 
Data mengenai dasar dan kondisi prasarana irigasi yang menjadi 
kewenangan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah 
Propinsi Jawa Tengah , dan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut. Dari 
data tabel 11 tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi prasarana untuk irigasi 
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yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo secara 





Tabel 11. Data Dasar Dan Kondisi Prasarana Irigasi Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
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Bangunan    Bangunan 
Bagi/Sadap  Lainnya 
1. Kabupaten 
Sukoharjo 
77   6.552   6.552 64           28            8 2.690    158.200        650      454              575 
2. Propinsi Jawa 
Tengah 
20   6.935   6.935 50           30          20 -              54.456     3.665 111              128 
3. Pusat 
 
19 10.917 10.917 -             -              -   -              65.484     2.192      237              336 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
d.   Program Penyuluhan Pertanian 
Penyuluhan pertanian menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan,dan 
Kehutanan adalah “proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha 
agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, 
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, 
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 
lingkungan hidup”. Sedangkan Program Penyuluhan Pertanian menurut Pasal 
1 angka (23) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan,dan Kehutanan adalah “rencana tertulis yang 
disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat 
pengendali pencapaian tujuan penyuluhan”. 
Pelaksanaan program penyuluhan pertanian di Kabupaten Sukoharjo 
dilaksanakan oleh penyuluh pertanian dari unsur Pegawai Negeri Sipil 
(Penyuluh PNS) dan penyuluh pertanian swasta yang dikontrak oleh Dinas 
Pertanian Kabupaten Sukoharjo dengan status Tenaga Harian Lepas- Tenaga 
Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) serta Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan 
Kehutanan. Penyuluh pertanian pegawai negeri sipil menurut Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman 
Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta 
adalah “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi 
lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan”. Sedangkan 
Penyuluh Swasta adalah “penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau 
lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan”. 
Jumlah Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 
Sukoharjo berjumlah 80 orang dan jumlah Tenaga Harian Lepas- Tenaga 
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Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 62 orang, sehingga jumlah total 
penyuluh pertaian di Kabupaten Sukoharjo adalah 142 orang. Bila 
dibandingkan dengan jumlah desa di Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 
167, dengan perkiraan kondisi ideal menurut pejabat Dinas Pertanian 
kabupaten Sukoharjo bahwa setiap desa dibina oleh seorang penyuluh maka di 
Kabupaten Sukoharjo masih kekurangan penyuluh pertanian sejumlah 25 
orang. Dengan kondisi yang ada sekarang, seorang penyuluh pertanian dapat 
memiliki daerah binaan hingga 2 desa. 
 
e. Kelembagaan Pertanian 
 Kelembagaan di bidang pertanian sangat banyak macamnya, dalam 
penelitian ini penulis akan mengkaji tentang kelembagaan pertanian yang 
berkaitan dengan tanaman pangan yaitu Kelompok Tani (POKTAN) serta 
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Perkumpulan Petani Pengguna 
Air (P3A). 
1) Kelompok Tani (POKTAN)/Gabungan Kelompok Tani 
(GAPOKTAN). 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang 
Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pertanian menyebutkan bahwa kelompok 
tani adalah “kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar 
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, 
sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 
anggota”. Dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) adalah “kumpulan 
beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk 
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha”. 
Dalam pengembangan kelompok tani, Pemerintah dan pemerintah 
daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangngnya 
prakarsa dan inisiatif para petani, memberikan bantuan kemudahan/fasilitas 
dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum. 
Pengembangan kelompok tani diselenggarakan di semua tingkatan mulai dari 
tingkat desa hingga tingkat pusat dengan penanggung jawab pejabat yang 
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berwenang di masing-masing tingkatan. Untuk mendapatkan legitimasi, 
kepengurusan POKTAN/GAPOKTAN dikukuhkan oleh pejabat wilayah 
setempat. 
Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo melalui penyuluh pertanian 
dalam membina dan mengupayakan pembentukan serta pemberdayaan 
POKTAN/GAPOKTAN berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan 
Pertanian. Peranan Pemerintah daerah melalui penyuluh pertanian lapangan 
(PPL) dalam pemberdayaan POKTAN/GAPOKTAN sesuai Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan 
Kelembagaan Pertanian yaitu dalam hal monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 
Data keberadaan kelompok tani di Kabupaten Sukoharjo hingga Maret 
2008 adalah sebagai berikut. 
Tabel 12. Data Kelompok Tani Kabupaten Sukoharjo 
Keadaan s/d Tanggal 31 Maret 2008 





1. Weru   13   64   6.766 
2. Bulu   12   48   3.032 
3. Tawangsari   12   49   4.573 
4. Sukoharjo   14   77   4.295 
5. Nguter   16   80   8.719 
6. Bendosari   14   50   5.803 
7. Polokarto   17   77   5.751 
8. Mojolaban   15   48   4.393 
9. Grogol   14   32   1.585 
10. Baki   14   48   4.368 
11. Gatak   14   31   3.729 
12. Kartasura   12   30   1.332 
 JUMLAH 167 634 54.346 
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo 
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Berdasarkan data tersebut, setiap desa di Kabupaten Sukoharjo rata-
rata memiliki 3 sampai 4 kelompok tani. Sedangkan untuk GAPOKTAN, pada 
umumnya kelompok tani yang melebur menjadi GAPOKTAN adalah 
kelompok tani dalam satu wilayah administrasi desa. Sehingga di Kabupaten 
Sukoharjo, GAPOKTAN kurang lebih berjumlah 167 dengan anggota rata-rata 
terdiri dari 3 sampai 4 kelompok tani. 
 
2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 
Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi menetapkan bahwa aset pengelolaan irigasi terdiri atas Jaringan irigasi 
dan pendukung pengelolaan irigasi. Dan dalam penjelasan Peraturan 
Pemerintah tersebut disebutkan bahwa yang termasuk pendukung pengelolaan 
irigasi adalah kelembagaan pengelolaan irigasi, sumberdaya manusia, dan 
fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang 
peralatan, lahan dan kendaraan. Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) yang 
termasuk kelembagaan irigasi, adalah perkumpulan petani pemakai air, 
instansi pemerintah yang membidangi irigasi dan komisi irigasi. Setelah itu 
disebutkan pula bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan 
pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. Dan berdasarkan Pasal 28 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi disebutkan bahwa 
Menteri yang membidangi irigasi mengeluarkan aturan pelaksanaan dan ini 
telah dilakukan dengan dikeluarkannya PERMEN PU no 33/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A 
Pengertian Perkumpulan petani pemakai air menurut Pasal 1 angka 
(21) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi adalah 
“kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air 
dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air 
sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi”. Sejak 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 
12 Tahun 1992 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) , 
maka pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi organisasi P3A dilakukan oleh 
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tiga departemen, yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian 
dan Departemen Dalam Negeri, yang masing-masing membawahi bidang 
teknologi irigasi, pertanian, dan institusi pengelola irigasi. Namun secara 
faktual Departemen Pekerjaan Umum lebih banyak berperan dalam 
pelaksanaannya. Bahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 2006, maka aturan pelaksanaan tentang pedoman pemberdayaan 
organisasi petani pemakai air di berbagai aras pengelolaan suatu Daerah 
irigasi (DI) dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam bentuk 
Peraturan Menteri (PERMEN) PU bernomor 33 /PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. 
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 
no 12 tahun 1992 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 
mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 
Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Perda ini 
menyebutkan bahwa P3A Dharma Tirta merupakan perkumpulan yang 
bersifat sosial dengan maksud mendapatkan hasil guna pengelolaan air pada 
Jaringan Irigasi Tertier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi 
Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya.  
Pada pelaksanaannya di lapangan, keberadaan P3A DHARMA TIRTA 
bergabung dengan lembaga pertanian yang lain yaitu Kelompok Tani 
(POKTAN) dalam hal kepengurusan. Jadi dalam sebuah kelompok tani 
terdapat dua lembaga yaitu Kelompok Tani itu sendiri dan P3A di tingkat 
desa. Penggabungan dua lembaga pertanian tersebut juga berlaku hingga 
tingkat Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan  Gabungan P3A 
(GP3A). P3A atau GP3A dalam pelaksanaan tugas berkoordinasidengan dinas 
teknis terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo 
melalui Sub Dinas Pengairan. Sedangkan untuk memberdayakan P3A/GP3A, 
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Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukoharjo selalu berkoordinasi 
dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 
 Keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo dapat diukur dengan pelaksanaan 
kebijakan terkait sarana prasarana pendukung yang penulis jadikan sebagai 
indikator yakni : lahan pertanian; sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, bibit, 
dan pestisida; sarana prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan) 
dan irigasi; program penyuluhan pertanian; dan kelembagaan pertanian yang 
meliputi : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A). Apabila kebijakan di bidang sarana prasarana pendukung 
tersebut mendukung atau mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan maka 
kebijakan nasional pembangunan pertanian berkelanjutan dapat terlaksana dengan 
baik. Berdasarkan paparan penulis diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan 
kebijakan di bidang  sarana prasarana pendukung pertanian berkelanjutan sebagai 
berikut. 
a. Lahan Pertanian 
  Salah satu permasalahan dalam pembangunan pertanian di 
Kabupaten Sukoharjo adalah berkurangnya lahan pertanian karena alih 
fungsi menjadi lahan non pertanian. Ada tiga hal yang menyebabkan alih 
fungsi tanah pertanian ke non pertanian yaitu Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Prosedur ijin alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, dan 
fragmentasi tanah pertanian. Perlindungan terhadap lahan pertanian 
diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 188.4-590/542/1995 tentang 
Pembentukan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Kedua peraturan tersebut telah 
menempatkan azas keberlanjutan,namun seiring perkembangan situasi dan 
kondisi diperlukan revisi terhadap kedua peraturan tersebut. Pengaturan 
yang masih sederhana, biaya yang masih sangat murah, serta perubahan 
dalam satuan organisasi tata kerja (SOTK) menuntut perubahan atas 
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peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga belum 
diakomodasi dalam suatu ketentuan yang tertulis. Upaya pencegahan yang 
paling efektif selama ini masih digantungkan kepada para pejabat yang 
terlibat langsung di lapangan. Oleh sebab itu, lahan pertanian di 
Kabupaten Sukoharjo belum mendukung pelaksanaan kebijakan nasional 
pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. 
b. Sarana Produksi (Saprodi) 
 Secara umum pelaksanaan kebijakan sarana produksi (saprodi) 
yakni pupuk, bibit, dan pestisida di kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan 
telah mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Hal tersebut 
terbukti dengan alokasi bantuan pupuk bersubsidi yang telah mencukupi 
kebutuhan petani, perlindungan subsidi pupuk hingga ke petani kecil 
dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Alokasi Dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk setiap tahunnya. 
Sama halnya dengan pupuk, bantuan untuk pengadaan bibit juga melimpah 
dari berbagai sumber, selain itu dikembangkan pula bibit secara mandiri 
melalui Balai Pembenihan dan Swadaya oleh kelompok tani. Dalam hal 
pestisida, bantuan untuk pengadaannya juga dikawal hingga ke petani. 
Selain itu untuk hama oganisme, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
mengembangkan program pemberantasa secara manual (gropyokan) dan 
melalui predator alaminya. 
c. Sarana Prasarana Pertanian 
 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal Alat Mesin 
Pertanian (Alsintan) dirasa masih belum mendukung pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan. Hal tersebut terbukti dengan masih 
kurangnya sarana Alsintan bagi petani. Petani masih harus menyewa alat 
pertanian (traktor, power thresher,dll) atau menggunakan Alsintan secara 
bergiliran bantuan dari pemerintah. Program bantuan pengadaan Alsintan 
dari pemerintah daerah yang dialokasikan setiap tahun dari dana APBD 
pun sampai saat ini belum mencukupi kebutuhan yang ada. 
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 Sedangkan dalam hal sarana irigasi/pengairan, kondisi geografis 
Kabupaten Sukoharjo diuntungkan dengan adanya Waduk Gajah mungkur 
di Kabupaten Wonogiri. Saluran irigasi teknis dari aliran Waduk Gajah 
Mungkur yang masuk melalui Bendung Colo telah dapat mencukupi 
kebutuhan air untuk areal persawahan, selain itu ditunjang dengan 
keberadaan sarana irigasi lain seperti embung, sumur resapan ,dan air 
tanah. Sehingga sarana irigasi/pengairan di Kabupaten Sukoharjo telah 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. 
d. Penyuluhan Pertanian 
 Program penyuluhan pertanian di kabupaten Sukoharjo masih 
terkendala dengan kondisi penyuluh pertanian yang belum mencukupi. 
Jumlah penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 80 orang 
dibandingkan jumlah desa yang ada yaitu 167. Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabpaten Sukoharjo memperbantukan Tenaga Harian Lepas- Tenaga 
Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sejumlah 62 orang. Total dari 
jumlah penyuluh yang ada pun masih kurang ideal dibanding dengan 
tuntutan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan,dan Kehutanan. Sehingga 
program penyuluhan pertanian yang ada di Kabupaten Sukoharjo belum 
mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 
e. Kelembagaan Pertanian 
  Keberadaan Kelompok Tani (POKTAN)/Gabungan POKTAN 
(GAPOKTAN) serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan 
P3A (GP3A) telah sesuai dengan harapan. Setiap desa di Kabupaten 
Sukoharjo rata-rata terdapat empat sampai dengan lima lembaga pertanian 
tersebut. Kontribusi dari lembaga tersebut juga nyata dengan penyusunan 
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang digunakan sebagai 
acuan dalam permohonan bantuan sarana produksi (saprodi) ataupun 
permohonan alokasi air irigasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
keberadaan lembaga pertanian di kabupaten Sukoharjo telah mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan.  
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B. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pelaksanaan 
Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian Berkelanjutan  
di Kabupaten Sukoharjo 
 
 Menurut Hadisapoetro (1972), usaha tani yang modern memerlukan 
ketrampilan, sarana produksi, alat-alat pertanian, dan kredit untuk dapat 
menerapkan teknologi yang selalu berkembang. Untuk mengembangkan usaha 
tani modern, akan memerlukan bantuan dari pihak luar yang berupa penyuluhan, 
penyediaan sarana produksi, alat-alat pertanian dan kredit, dan kesempatan 
pemasaran dari usaha taninya, dan lain-lain (Totok Mardikanto, 2009: 117-118). 
 Information Centre for Low-External-Input and Sustainable Agricultuure 
(ILEIA) menyatakan bahwa sistem pertanian di daerah tropis cenderung 
menggunakan input luar secara besar-besaran sebagai respon terhadap pengaruh 
asing da kebutuhan serta aspirasi yang semakin besar dari penduduk 
yangjumlahnya semakin meningkat. Input luar yang digunakan dalam sistem 
pertanian antara lain input kimia buatan (pupuk,pestisida), benih hibrida, 
mekanisasi dengan memanfaatkan bahan bakar minyak, irigasi dan juga 
pengetahuan ilmiah formal. Penggunaan input luar secara besar-besaran pada 
dasarnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, namun tidak 
dapat dipungkiri input luar memberikan produktivitas yang melimpah. Jadi suatu 
sistem usaha tani untuk dapat berkelanjutan harus menghasilkan suatu tingkat 
produksi yang memenuhi kebutuhan material (produktivitas) dan kebutuhan sosial 
(identitas) petani dalam batas-batas keamanan tertentu dan tanpa penurunan 
sumber daya dalam jangka panjang. Upaya relatif yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan itu akan bersifat lokal setempat (Coen Reijtjes, Bertus Haverkort, 
dan Ann Waters-Bayer, 2003: 36).  
 Menurut pendapat Jules N. Pretty,  
 “agricultural development policies and practices have successfully 
emphasized external inputs as the means to increase food production 
during the past 50 years. This has led to growth in global consumption of 
pesticides, inorganic fertilizer, animal feedstuffs, and tractors and other 
machinery. These external inputs have, however, tended to substitute for 
natural processes and resources, rendering them more vulnerable. 
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Pesticides have replaced biological, cultural and mechanical methods for 
controlling pests, weeds and diseases; inorganic fertilizers have been 
substituted for livestock manures, composts and nitrogen-tixing crops; 
information for management decisions comes from input suppliers, 
researchers and extensionists rather than from local sources; machines 
have replaced labor; and fossil fuels have been substituted for local 
energy sources. The basic technical challenge for those concerned with 
sustainable agriculture is to make better use of these internal resources. 
This can be done by minimizing the external inputs used, by regenerating 
internal resources more effectively, or by combinations of both”(Jules N. 
Pretty, 1995: 1247).   
 
Terjemahan bebas oleh penulis yaitu  “ Kebijakan-kebijakan pembangunan 
pertanian dan pelaksanaannya telah berhasil menekan input luar sebagai cara untk 
meningkatkan produksi pangan selama 50 tahun terakhir. Hal tersebut 
memperluas secara global penggunaan pestisida, pupuk an-organik, hama, traktor, 
dan alat pertanian yang lain. Namun demikian, input luar tersebut telah mampu 
menggantikan sumber daya alam,  membuatnya lebih sering digunakan. Pestisida 
telah menggantikan metode biologi, alami, dan mesin untuk mengendalikan hama, 
benih, maupun penyalit-penyakit tanaman; Pupuk an-organik telah menggantikan 
pupuk kandang, kompos, dan unsur hara tanaman; informasi untuk pengambilan 
kebijakan lebih banyak berasal dari pemasok input, peneliti dan para pemerhati 
daripada sumber lokal; mesin telah menggantikan buruh; dan bahan bakar fosil 
telah tergantikan oleh sumber energi lokal. Tantangan teknis mendasar bagi 
mereka yang tertarik pada pertanian berkelanjutan adalah untuk lebih 
mendayagunakan sumber daya internal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
meminimalkan penggunaan input luar, dengan cara regenerasi sumber daya 
internal secara lebih efektif, atau dengan mengkombinasikan keduanya”.  
 Berdasarkan pendapat tersebut, pembangunan pertanian di Indonesia yang 
cenderung juga menggunakan input luar (pupuk, bibit, pestisida, alat dan mesin 
pertanian, dan lain-lain) secara besar harus dibatasi dengan aturan atau kebijakan 
yang pasti dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan. 
 Analisis terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 
pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di 
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Kabupaten Sukoharjo yang akan penulis jabarkan untuk menjawab rumusan 
masalah yang kedua ini tetap mengacu kepada kebijakan pemerintah khususnya 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dikeluarkan untuk mengatur 
sarana dan prasarana pendukung pertanian (input luar). Sarana prasarana 
pendukung itu adalah : lahan pertanian; sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, 
bibit, dan pestisida; sarana prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian 
(alsintan) dan irigasi; program penyuluhan pertanian; dan kelembagaan pertanian. 
 Menurut pendapat Fuller, sistem hukum pertanian berkelanjutan akan 
terwujud apabila ada harmonisasi peraturan perundang-undangan dan pengertian 
yang jelas tentang pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan menurut pendapat 
Ten Berge, sistem hukum pertanian berkelanjutan dapat ditegakkan apabila 
peraturan perundang-undangan terkait pertanian berkelanjutan sedikit mungkin 
membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi. Dengan demikian, berdasarkan 
Fuller dan Ten Berge maka sistem hukum pertanian berkelanjutan dapat 
mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo 
dengan ditentukan oleh indikator-indikator harmonisasi peraturan perundang-
undangan sebagai berikut. 
 
1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 
 Undang-undang ini telah mengakomodasi upaya menuju pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan, hal tersebut termuat pada konsideran dan Pasal 1 
angka (2), (3), dan (22) serta Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 mengenai Asas, Tujuan, 
dan Fungsi. Konsideran undang-undang ini menyatakan bahwa pembangunan 
pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu 
keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; 
memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan 
rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, 
pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; 
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; 
meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan. 
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Kemudian untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan 
kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta 
berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku 
pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha 
dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan 
serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip 
pembangunan berkelanjutan. 
 Pasal 1 angka (2) undang-undang ini menyatakan bahwa: 
 ”Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya 
disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta 
pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 
permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup”.  
  
 Sedangkan Pasal 1 angka (3) memberikan definisi tentang pertanian yaitu: 
 ”Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah 
seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, 
pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati 
dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan 
teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”.  
 
 Pasal 1 angka (22) membatasi tentang bentuk materi penyuluhan yaitu 
“Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para 
penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang 
meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan 
kelestarian lingkungan”. Pasal 2 undang-undang ini yang mengatur tentang asas 
menempatkan “berkelanjutan” sebagai salah satu asasnya. Pasal 3 menyebutkan 
bahwa salah satu tujuan pengaturan sistem penyuluhan adalah memperkuat 
pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern 
dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan  Pasal 4 undang-
undang ini mengakomodasi pertanian berkelanjutan dalam tiga dari tujuh fungsi 
yang ada yaitu membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam 
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menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya 
saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan 
berkelanjutan; menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap 
kelestarian fungsi lingkungan; dan melembagakan nilai-nilai budaya 
pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi 
pelaku utama secara berkelanjutan. 
 Undang-undang ini juga mengamanatkan kepada daerah tingkat 
kabupaten/kota untuk membentuk badan penyuluhan, komisi penyuluhan, dan 
pembangunan balai penyuluhan. Sebagai pelaksanaan amanat undang-undang ini, 
Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor :18 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, Dan Kehutanan. 
 
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
 Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini adalah agar  kualitas 
ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya 
kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan 
kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan 
tersebut perlu diatur dengan undang-undang ini demi menjaga keserasian dan 
keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan 
kesenjangan antar daerah serta agar terwujud ruang yang aman, nyaman, 
produktif, 
dan berkelanjutan. 
 Asas dan tujuan dari undang-undang ini dijabarkan dalam Pasal 2 dan 
Pasal 3 sebagai berikut. 
Pasal 2 
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang 
diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. keterpaduan; 
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 
c. keberlanjutan; 
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d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 
e. keterbukaan; 
f.  kebersamaan dan kemitraan; 
g. pelindungan kepentingan umum; 
h. kepastian hukum dan keadilan; dan 
i.  akuntabilitas. 
Pasal 3 
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah 
nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan 
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber 
daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 
 
 Kaitannya dengan perlindungan ruang untuk kawasan pertanian dijelaskan 
dalam Pasal 51 sebagai berikut. 
Pasal 51 
(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 
(satu) atau beberapa wilayah kabupaten. 
(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: 
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan; 
b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat 
kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan; 
c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung 
dan kawasan budi daya; 
d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi 
program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan 
e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang 
berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan 
perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
 
 Berdasarkan ketentuan diatas maka kawasan pertanian masuk ke dalam 
kawasan budi daya yang berdasarkan asas otonomi daerah di berika kepada 
kabupaten. Kabupaten Dalam menyelenggarakan penataan ruang berpedoman 
pada ketentuan (Pasal 25 dan Pasal 26) sebagai berikut. 
Pasal 25 
(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada: 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah 
provinsi; 
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan 
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
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(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan: 
a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan 
ruang kabupaten; 
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; 
c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; 
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan 
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. 
Pasal 26 
(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: 
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di 
wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan 
prasarana wilayah kabupaten; 
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung 
kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; 
d. penetapan kawasan strategis kabupaten; 
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program 
utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 
ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan 
disinsentif, serta arahan sanksi. 
(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah 
kabupaten; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; 
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 
(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan 
perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. 
(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) 
tahun. 
(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana 
alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau 
perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten 
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 




 Kawasan untuk pertanian dalam undang-undang ini juga dimasukkan ke 
dalam klasifikasi penataan ruang kawasan perdesaan yang masuk ke dalam 
rencana tata ruang wilayah kabupaten. Arahan Perencanaan Tata Ruang Kawasan 
Perdesaan dijabarkan dalam Pasal 48 sebagai berikut. 
Pasal 48 
(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: 
a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; 
b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; 
c. konservasi sumber daya alam; 
d. pelestarian warisan budaya lokal; 
e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan 
f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan lahan abadi 
pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan 
Undang-Undang. 
(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: 
a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau 
b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. 
(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk 
kawasan agropolitan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur 
dengan peraturan pemerintah. 
 
 Kehadiran undang-undang ini memberikan arahan yang pasti dalam 
mengembangkan pola tata ruang wilayah di setiap wilayah di Indonesia agar dapat 
mewujudkan kemakmuran rakyat. Termasuk di dalamnya tentunya kawasan 
pertanian untuk menciptakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 
Undang-undang ini tentunya dapat berjalan efektif apabila segera ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana di bawahnya termasuk juga peraturan pelaksana di 
tiap-tiap daerah sesuai amanah Pasal 78 undang-undang ini sebagai berikut. 
Pasal 78 
(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan 
paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. 
(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling 
lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. 
(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling 
lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. 
(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini: 
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a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; 
b. semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi 
disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan 
c. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini diberlakukan. 
 
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimaksud dalam 
undang-undang ini termaktub dalam Pasal 1 angka (5) yaitu  ”Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan 
dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, 
dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan”. 
Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan yang jelas mendukung 
pembangunan pertanian yang berkelanjutan melalui upaya penjaminan terhadap 
penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, 
dan kesatuan ekonomi nasional seperti yang dijabarkan dalam konsideran. Pasal 3 
undang-undang ini menjelaskan tentang tujuan perlindungan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan yaitu : 
Pasal 3 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan 
tujuan:  
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;  
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;  
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;  
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;  
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;  
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;  
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;  
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan  
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.  
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 Sedangkan ruang lingkup jaminan perlindungan terhadap lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 4 sebagai berikut. 
Pasal 4 
Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: 
a. perencanaan dan penetapan;  
b. pengembangan;  
c. penelitian;  
d. pemanfaatan;  
e. pembinaan;  
f. pengendalian;  
g. pengawasan;  
h. sistem informasi;  
i. perlindungan dan pemberdayaan petani;  
j. pembiayaan; dan  
k peran serta masyarakat.  
 
 Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi secara tegas diatur 
dalam Pasal 44 undang-undang ini disertai dengan ancaman pidana yang termuat 
dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 sebagai berikut. 
Pasal 44 
(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.  
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:  
 a. dilakukan kajian kelayakan strategis;  
 b. disusun rencana alih fungsi lahan;  
 c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan  
d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang dialihfungsikan.  
(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk 
infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.  
(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
setelah alih fungsi dilakukan.  
(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai 




(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan 
keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari 
pidana yang diancamkan.  
Pasal 73 
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
Pasal 74 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).  
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat 
dijatuhi pidana berupa:  
 a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;  
 b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;  
 c. pemecatan pengurus; dan/atau  
 d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang 
usaha yang sama.  
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan 
kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.  
 
 Pasal 17 undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah propinsi 
dan pemerintah kabupaten/kota untuk memuat rencana perlindungan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana PembangunanJangka Panjang 
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). Sedangkan Pasal 20, mengamanatkan agar penetapan lahan 
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pertanian pangan berkelanjutan juga dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
propinsi dan kabupaten/kota. 
 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang 
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida. 
 Pemerintah menyadari bahwa pestisida mempunyai peranan yang penting 
dalam usaha meningkatkan poduksi pertanian. Namun penggunaan pestisida yang 
berlebihan dapat menimbulkan efek negatif bagi makluk hidup dan lingkungan. 
Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerntah ini untuk untuk 
melindungi keselamatan manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan 
flora alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan. Ruang lingkup dari 
peraturan pemerintah ini berkenaan dengan Pengawasan atas Peredaran, 
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. 
 Secara eksplisit memang peraturan pemerintah ini belum berorientasi 
kepada pembangunan pertanian yang berkelanjutan, namun secara implisit seperti 
yang tertuang dalam konsideran yakni ” bahwa untuk melindungi keselamatan 
manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk 
menghindari kontaminasi lingkungan, dipandang perlu segera mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan 
Penggunaan Pestisida”. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa peraturan pemerintah 
ini telah mencerminkan salah satu nilai dari pertanian yang berkelanjutan yaitu 
mantap secara ekologis, yang berarti bahwa kualitas sumber daya alam 
dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, 
tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. 
 Kelemahan dari peraturan ini adalah belum sejalan dengan prinsip otonomi 
daerah mengingat peraturan ini dikeluarkan pada tahun 1973 yang mana sistem 
pemerintahan masih terpusat. Sehingga pejabat yang berwenang dalam hal 
pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida yang 
dimaksud dalam peraturan ini hanya menteri pertanian dan pejabat yang ditunjuk 
olehnya. Peraturan ini belum memberikan batasan wewenang yang harus 
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dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, ataupun pemerintah 
daerah. 
 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan 
Tanaman. 
 Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah bahwa benih tanaman 
merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang 
sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya 
tanaman yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan 
kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sistem perbenihan tanaman harus 
mampu menjamin tersedianya benih bermutu secara memadai dan 
berkesinambungan. Berdasarkan latar belakang yang termuat dalam konsideran 
tersebut dapat ditafsirkan bahwa peraturan ini menjamin ketersediaan benih yang 
mampu mendukung pertanian yang berkelanjutan. 
 Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah (Pasal 2): 
a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan 
berkesinambungan; 
b. Menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya. 
Kelemahan dari peraturan ini adalah belum sejalan dengan prinsip otonomi 
daerah mengingat peraturan ini dikeluarkan pada tahun 1995 yang mana sistem 
pemerintahan masih terpusat. Sehingga pejabat yang berwenang dalam hal 
perizinan, sertifikasi, pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan benih ini hanya 
menteri pertanian dan pejabat yang ditunjuk olehnya. Peraturan ini belum 
memberikan batasan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah propinsi, ataupun pemerintah daerah. 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.  
 Pasal 2 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa “Irigasi berfungsi 
mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam 
rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya 
petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi“. Sistem irigasi yang 
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berkelanjutan sebagai salah satu sarana pendukung pertanian secara logika akan 
mendorong pencapaian pembangunan pertanian yang berkelanjutan pula. 
 Wewenang dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan irigasi 
dijelaskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2006 tentang Irigasi sebagai berikut :  
Pasal 18 
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi meliputi: 
a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan 
kabupaten/kota sekitarnya; 
b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah 
irigasi dalam satu kabupaten/kota; 
c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah 
irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha; 
d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah 
kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi; 
e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan 
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu 
kabupaten/kota; 
f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem 
irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota 
yang luasnya kurang dari 1.000 ha; 
g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam 
satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi; 
h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani 
atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; 
i. membentuk komisi irigasi kabupaten/kota; 
j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan 
k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau 
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer 
dan sekunder dalam satu kabupaten/kota. 
Pasal 19 
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama 
lain meliputi: 
a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh 
pemerintah desa; 
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem 
irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan 
 129 
c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem 
irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa. 
 
 Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi juga 
mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk Komisi Irigasi. Oleh karena 
amanat peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 
mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 6 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten 
Sukoharjo Dan Penyelenggaraan Koordinasi Daerah Irigasi. 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya 
Tanaman. 
 Pengertian pupuk menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
8 tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman adalah “bahan kimia atau 
organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman 
secara langsung atau tidak langsung”. Peraturan pemerintah ini lebih 
mengkhususkan paa pengaturan mengenai pupuk an-organik. Pasal 2 peraturan 
pemerintah ini menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini meliputi 
pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk an-organik. 
 Peranan Bupati/Walikota dalam kebijakan pemenuhan pupuk an-organik 
sesuai dengan peraturan pemerintah ini adalah fungsi pengadaan dan pembinaan 
yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 20 sebagai berikut : 
Pasal 4 
(1) Perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik 
harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau Walikota 
dengan memperhatikan pedoman teknis atau standar teknis yang ditetapkan 
oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 
Pasal 20 
(1) Pengawasan pupuk an-organik dilakukan sebagai berikut : 
 a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri; 
 b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun     
 pemasukan/impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan 
 Bupati atau Walikota setempat. 
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(2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan 
terkoordinasi. 
 
 Penggunaan pupuk dalam peraturan pemerintah ini diatur dalam Pasal 16 
ayat (1) yaitu ”Jenis dan penggunaan pupuk an-organik dilakukan dengan 
memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan”. Berdasarkan 
bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan pemerintah ini telah 
berupaya untuk mengatur penggunaan pupuk yang sejalan dengan prinsip 
pertanian berkelanjutan yaitu memperhatikan kesehatan masyarakat dan 
kelestarian lingkungan. 
  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin 
Budidaya Tanaman. 
 Pengertian Alat dan mesin pertanian (Alsintan) menurut Pasal 1 angka (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya 
tanaman adalah “peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun 
tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman”. 
 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam kebijakan 
alat dan mesin pertanian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 
2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman terkait dengan pengadaan dalam 
Pasal 6, peredaran dalam Pasal 14, penggunaan dalam Pasal 17, dan pengawasan 
dalam Pasal 19 sebagai berikut : 
Pasal 6 
(1) Perorangan atau badan hukum yang akan mengadakan alat dan atau mesin 
harus terlebih dahulu mendapat izin dariBupati/Walikota. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang 
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan 
perdagangan. 
Pasal 14 
(1) Perorangan atau badan hukum yang akan mengedarkan alat dan atau mesin 
baik produksi dalam negeri maupun impor harus memperoleh izin dari 
Bupati/Walikota. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang 
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan 
perdagangan. 
Pasal 17 
(1) Penggunaan alat dan atau mesin dilakukan dengan memperhatikan 
keselamatan dan kesehatan kerja, spesifik lokasi dan kelestarian lingkungan.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan 
memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.  
Pasal 19 
(1) Pengawasan alat dan atau mesin dilakukan untuk melindungi kepentingan 
pengguna, pengedar, produsen dan importir dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan alat dan atau mesin, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, 
serta kelestarian lingkungan hidup.  
(2) Perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan alat 
dan atau mesin harus melaporkan secara berkala kepada Bupati/Walikota.  
 
 Pasal 17 dan Pasal 18 tentang penggunaan dan pengawasan alat dan atau 
mesin pertanian diwujudkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 
Dalam Pasal 1 angka (6) tentang standar alat dan mesin budidaya tanaman yang 
berbunyi “Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk 
tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait 
dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, 
lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk 
memperoleh manfaat yangsebesar-besarnya” juga memperhatikan keselamatan 
lingkugan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini tentu sangat 
positif karena ketentuan tersebut mengakomodasi atau sejalan dengan konsep 
pembangunan pertanian yang berkelanjutan.  
 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor: 4 
Tahun 1990 Tentang Biaya Perubahan Penggunaan tanah Pertanian Ke 
Non Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 
 Terkait dengan biaya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian di Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan 
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Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Biaya Perubahan 
Penggunaan tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo yakni sebagai berikut : 
Pasal 3 
(1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Daerah ini, dikenakan biaya sebagai berikut : 
a. Untuk Perusahaan dan Industri 
- luas tanah 1 s/d 5000 m² sebesar   Rp 20,00/ m² 
  dengan ketentuan sekurang-kurangnya  Rp 75.000,00 
- luas tanah diatas 5000 s/d 10.000 m² sebesar Rp 25,00/ m² 
  dengan ketentuan sekurang-kurangnya  Rp 150.000,00 
b. Untuk pemukiman (bukan tanah kapling) dari tanah sawah : 
- luas tanah 1 s/d 1.000m² sebesar   Rp 25,00/ m² 
- luas tanah diatas 1.000 s/d 2.000 m² sebesar Rp 50,00/ m² 
- luas tanah diatas 2.000 s/d 5.000 m² sebesar Rp 75,00/ m² 
- luas tanah diatas 5.000 s/d 10.000 m² sebesar Rp 100,00/ m² 
c. Untuk pemukiman (bukan tanah kapling) dari tanah tegalan : 
- luas tanah 1 s/d 1.000m² sebesar   Rp 15,00/ m² 
- luas tanah diatas 1.000 s/d 2.000 m² sebesar Rp 20,00/ m² 
- luas tanah diatas 2.000 s/d 5.000 m² sebesar Rp 25,00/ m² 
- luas tanah diatas 5.000 s/d 10.000 m² sebesar Rp 50,00/ m² 
Untuk jasa dan sosial antara lain : kantor/instansi Pemerintah, Tempat 
ibadah sekolah, Apotik, Rumah Sakit dan Pelayanan Umum : 
- luas tanah 1 s/d 2.000 m² sebesar   Rp 10,00/ m² 
  dengan ketentuan sekurang-kurangnya  Rp 5.000,00 
- luas tanah diatas 2.000 s/d 5.000 m² sebesar Rp 15,00/ m² 
  dengan ketentuan sekurang-kurangnya  Rp 15.000,00 
- luas tanah diatas 5.000 s/d 10.000 m² sebesar Rp 20,00/ m² 
  dengan ketentuan sekurang-kurangnya  Rp 20.000,00 
(2) Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke 
Kas Daerah. 
 
 Peraturan daerah ini diundangkan pada tanggal 20 Februari 1990, sehingga 
belum mengakomodasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Petunjuk pelaksana dari 
peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Keputusan 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 593/467/1991 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor: 4 
Tahun 1990 Tentang Biaya Perubahan Penggunaan tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.  
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 Pada konsideran peraturan bupati ini, disebutkan bahwa luas tanah 
pertanian yang dirubah ke non pertanian perlu diperketat dalam rangka 
swasembada pangan serta agar peruntukkan dan penggunaan tanah menjamin 
asas-asas kelestarian, keserasian, dan keseimbangan optimal pemanfaatan tanah. 
Keputusan bupati ini dibuat untuk mengatur penertiban perubahan penggunaan 
tanah pertanian ke non pertanian berdasarkan kondisi daerah di Sukoharjo sambil 
menunggu peraturan tentang tata ruan dan tata guna tanah dari pusat. Dapat 
dipahami, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah berupaya 
melindungi lahan pertanian dengan asas kelestarian, keseimbangan, dan 
keserasian sebelum pemerintah mengeluarkan undang-undang penataan ruang dan 
undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. 
 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 
tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 
Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 
 Peraturan daerah ini menyebutkan bahwa P3A Dharma Tirta merupakan 
perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud mendapatkan hasil guna 
pengelolaan air pada Jaringan Irigasi Tertier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau 
Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya. Pengertian Perkumpulan Petani Pemakai Air 
DHARMA TIRTA dalam Pasal 1 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 
II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dan Pembinaan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo adalah “wadah perkumpulan dari petani atau kelompok petani yang 
mengelola air irigasi dalam suatu petak/blok tersier atau Daerah Irigasi pada 
jaringan irigasi pedesaan atau Daerah Irigasi pada jaringan irigasi pompa atau 
Daerah Irigasi pada jaringan irigasi kecil di Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sukoharjo”. 
 Pembentukan P3A DHARMA TIRTA di Kabupaten Sukoharjo ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat 
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serta disahkaoleh Bupati Kepala Daerah. Untuk memperoleh status Badan 
Hukum, P3A DHARMA TIRTA membuat akte pendirian di hadapan notaris dan 
selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengailan Negeri Setempat. Tugas P3A 
DHARMA TIRTA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo adalah sebagai berikut : 
Pasal 3 
(1) Tugas P3A DHARMA TIRTA adalah sebagai berikut : 
a. Mengelola air dan jaringan irigasi di Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi 
Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil agar air irigasi 
dapat diusahakan untuk dimanfaatkan  oleh para anggotanya secara tepat guna dan 
berhasilguna dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dengan 
memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota; 
b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara Jaringan Tersier atau Jaringan 
Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan Irigasi Kecil yang 
pengurusannyasudah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA sehingga 
jaringan irigasi tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya; 
c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggotanya yang berupa uang, hasil 
panen atau tenagauntuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan 
Jaringan Tersier atau Jaringan Irigasi Pedesaan atau Jaringan Irigasi Pompa atau 
Jaringan Irigasi Kecil dan usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu 
organisasi; 
d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi suatu perauran 
yang ada hubungannya dengan pembagian air yang dikeluarkan oleh Pemrintah 
Pusat, Pemerintah Daerah dan P3A DHARMA TIRTA; 
e. Menerima aset dari Pemerintah  berupa jaringan Irigasi Pompa atau Jaringan 
Irigasi Kecil dan untuk dikelola secara bertanggung jawab. 
 
 Pada prinsipnya lembaga P3A dibentuk untuk turut serta menjaga 
kelangsungan/keberlanjutan fungsi sarana irigasi bersama pemerintah.  Pada Pasal 
32 ayat (1) peraturan daerah ini disebutkan mengenai salah satu syarat 
pembubaran P3A yaitu “ Pembubaran P3A DHARMA TIRTA hanya dapat 
dilakukan apabila lahan pertanian di daerah kerjanya beralih fungsi menjadi non 
pertanian atau sumber airnya tidak berfungsi lagi“. Syarat tersebut 
mengisyaratkan bahwa pembubaran P3A sangat sulit untuk dilakukan mengingat 
lahan pertanian yang ada saat ini sangat dilindungi untuk tidak dilakukan alih 
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fungsi menjadi lahan non pertanian. Hal tersebut tentunya berdampak positif bagi 
pembangunan pertanian berkelanjutan. 
 
 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.  
 Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu 
peraturan vital terhadap upaya perlindungan lahan pertanian menuju pertanian 
yang berkelanjutan. Peraturan daerah ini telah mengakomodasi prinsip 
keberlanjutan dalam Pasal 2 tentang asas, Pasal 3 tentang maksud, dan Pasal 4 
tentang tujuan sebagai berikut. 
Pasal 2 




RTRW Kabupaten dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah daerah dan 
masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah secara berencana, terarah, terpadu 
dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah yang 
berkelanjutan. 
Pasal 4 
Tujuan RTRW kabupaten adalah untuk terwujudnya pemanfaatan ruang daerah 
yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung 
lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan 
pembangunan daerah yang berkelanjutan. 
 
 Pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sukoharjo dikelompokkan 
dalam (Pasal 13) : 
Pola dan struktur RTRW Kabupaten dikelompokkan dalam : 
1. pembagian sub wilayah pembangunan; 
2. kawasan lindung; 
3. kawasan budidaya; 
4. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah; 
5. pengembangan kawasan prioritas. 
 
 Kawasan pertanian untuk tanaman pangan masuk ke dalam kelompok 
kawasan budidaya. Penjelasan beserta lokasinya dijelaskan dalam Pasal 19 dan 
Pasal 20 ayat (1) angka a dan angka b sebagai berikut. 
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Pasal 19 
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 meliputi : 
1. kawasan pertanian; 
2. kawasan non pertanian. 
Pasal 20 
(1) Lokasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 1 
adalah sebagai berikut : 
a. lokasi kawasan tanaman pangan lahan basah berada di seluruh Kecamatan se 
Kabupaten Sukoharjo; 
b. lokasi kawasan tanaman pangan lahan kering berada di Kecamatan Polokarto, 
Kecamatan Bendosari, Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan 
Nguter, dan Kecamatan Tawangsari; 
 
 Pengendalian pemanfaatan ruang dalam peraturan daerah ini 
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap 
pemanfaatan ruang. Untuk kegiatan pengawasan diatur dalam Pasal 28 yakni 
“Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin 
oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati”. Sedangkan penertiban diatur 
dalam Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut. 
Pasal 29 
(1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil 
pengawasan. 
(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Bupati. 
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian 
sanksi yang terdiri dari : 
a. sanksi administratif; 
b. sanksi pidana. 
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat   dilakukan 
melalui pencabutan izi pemanfaatan ruang yang telah diberikan.  
 
 Ada beberapa ketentuan dalam peraturan daerah in yang masih 
menimbulkan multi tafsir seperti pada Pasal 20 ayat (1) huruf a yaitu “ lokasi 
kawasan tanaman pangan lahan basah berada di seluruh Kecamatan se Kabupaten 
Sukoharjo“. Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa seluruh wilayah 
Kabupaten Sukoharjo diupayakan menuju lahan pertanian basah, tentu tidak 
sesuai dengan azas manfaat. Sedangkan pada Pasal 24 yang menjelaskan tentang 
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rencana pengembangan kawasan prioritas Kabupaten Sukoharjo di setiap 
kecamatan. Namun di kecamatan Sukoharjo, kecamatan Bulu, kecamatan Nguter, 
kecamatan Weru, dan kecamatan Polokarto tidak disebutkan rencana 
pengembangan tanaman pangan. Peraturan daerah ini masih berpedoman pada 
undang-undang penataan ruang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 1992. Selain itu, peraturan daerah ini juga belum mengakomodasi Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan serta peraturan ini juga belum merumuskan mengenai larangan alih 
fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian untuk kawasan yang telah beririgasi 
teknis. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 
2009 mengajukan Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010-2030. 
 Apabila dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo, kebijakan dan 
strategi dalam hal struktur dan pola ruang wilayah kabupaten disatukan dan dibagi 
menjadi lima kelompok maka dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, kebijakan 
dan strategi terkait penetapan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten 
dipisahkan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 6 dan Pasal 11 sebagai berikut  : 
Pasal 6 
Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten memuat : 
a) Kebijakan  dan strategi sistem pedesaan; 
b) Kebijakan dan strategi sistem perkotaan; 
c) Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pedesaan dan kawasan 
perkotaan; serta 
d) Kebijakan dan stretegi pengembangan prasarana wilayah. 
Pasal 11 
Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten memuat: 
a) Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; dan 
b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. 
 
Untuk perlindungan terhadap tanah pertanian diwujudkan dalam kebijakan 
dan strategi pengembangan kawasan budidaya pertanian yang termuat dalam Pasal 
13 huruf (a) sebagai berikut : 
Pasal 13 
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Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf b, memuat : 
a) Pengembangan kawasan pertanian, dengan strategi sebagai berikut : 
1. Luasan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan 
tidak boleh berkurang; 
2. Pada kawasan perkotaan yang alih fungsi sawah tidak dapat dihindari harus 
dilakukan pengembangan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi 
sawah beririgasi teknis sehingga secara keseluruhan luas sawah beririgasi 
teknis tidak berkurang; 
3. Saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase, dan 
penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari; 
4. Pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, 
pertanian tanaman pangan diberikan insentif dan tidak boleh alih fungsi untuk 
peruntukan lain; 
5. Pengembangan lumbung desa modern; 
6. Pengembangahn holtikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya 
eksport; 
7. Upaya pelestarian kawasan holtikultura dengan mengembangkan sebagian 
lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung; 
8. Pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan 
seperti semula; 
9. Peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan; 
10. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat; 
11. Melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan; 
12. Pengembangan breeding centre; 
13. Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat; 
14. Pengembangan sistem mina padi. 
 
 Untuk mengakomodasi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dalam 
Raperda ini ditetapkan pula kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai 
bagian dari kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dalam 
Pasal 9 huruf (a) angka (2) sebagai berikut. 
Pasal 9 
Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan perkotaan 
sebagaimana disebut dalam Pasal 6 huruf (c) meliputi : 
a. Penetapan kawasan perdesaan, yang meliputi : 
1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan strategi 
sebagai berikut: 
a) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai 
produktivitas pertanian; 
b) Pemberian intensif  pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan 
pertanian pangan berkelanjutan; serta  
 139 
c) Pengendalian secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai 
lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
 
Seiring dengan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan 
oleh pemerintah serta program sawah lestari sebagai pendukungnya, maka 
Raperda ini juga memuat pola rencana pengembangan kawasan budidaya 
pertanian terutama kawasan pertanian lahan basah dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) 
sebagai berikut. 
Pasal 36 
(1) Kawasan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
huruf b meliputi : 
a. Kawasan pertanian lahan basah; 
b. Kawasan pertanian lahan kering; serta 
c. Kawasan pertanian tanaman tahunan. 
(2) Kawasan pertanian lahan basah sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 
terdapat di kecamatan-kecamatan sebagai berikut : 
a. Kecamatan Sukoharjo; 
b. Kecamatan Bendosari; 
c. Kecamatan Polokarto; 
d. Kecamatan Mojolaban; 
e. Kecamatan Baki; serta 
f. Kecamatan Gatak. 
Terkait dengan program ketahanan pangan nasional, maka di Kabupaten 
Sukoharjo dialokasikan sawah lestari yang meliputi semua kecamatan yang 
ada si kabupaten Sukoharjo. Alokasi sawah Lestari dilihat dari status irigasi 
(irigasi teknis), indeks pertanaman (≥ 2x tanam) dan produktivitas (≥ 4,5 ton). 
Untuk kawasan pertanian lahan basah, pengelolaan kawasan meliputi : 
1. Perlu pengaturan dan pemeliharaan sumber air dan debit airnya, sehingga 
terjadi keseimbangan antara pemasokan dan pengeluaran air, untuk 
kelangsungan irigasi serta tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air pada 
saat dibutuhkan; 
2. Perlu adanya pola tanam dan pola tata tanam yang baik dan dipatuhi 
bersama bagi semua yang terkait dalam usaha tani lahan basah; 
3. perlu adanya pengendalian dan pemanfaatan lahan pertanian menjadi 
lahan bukan untuk pertanian, khususnya di lahan basah; 
4. Pada lereng lebih dari 8 % perlu memperhatikan pengelolaan teknis dan 
budidaya padi sawah sesuai SK Mentan No. 175/KPTS/RC.200/4/1987 
tentang pedoman Pola Pembangunan Pertanian di Daerah Aliran Sungai; 
5. Meningkatkan status tanah menjadi sawah irigasi teknis atau setengah 
teknis dengan usaha-usaha teknis yang efektif dan efisien; 
6. Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi; 
7. Mengendalikan pemnukiman dan budidaya lainnya; serta  
8. menetapkan wilayah-wilayah potensial untuk sentra-sentra pengembangan 
pertanian tanaman pangan dengan kriteria sebagai berikut : 
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a) Merupakan wilayah yang memiliki luas lahan sawah cukup luas; dan 
b) Produktivitas cukup besar. 
 
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam raperda ini mencakup 
empat hal yang termakub dalam Pasal 48 yang berbunyi “Pengendalian 
pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, 
pemberian insentif dan dis-insentif, serta pengenaan sanksi”. Selanjutnya 
mengenai ketentuan peraturan zonasi pada kawasan lahan pertanian basah terdapat 
dalam Pasal 58 ayat (3) sebagai berikut. 
Pasal 58 
(3) Ketentuan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah (sawah) 
adalah sebagai berikut :  
a. Pemantapan lahan sawah yang beririgasi teknis di seluruh kecamatan; 
b. Peningkatan produktivitas pertanian lahan basah; 
c. Pengembangan pertanian yang berbentuk kelompok tani; 
d. Pengembangan agrowisata pada daerah yang sesuai; 
e. Pengembangan kegiatan agroindustri; 
f. Pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan 
sawah yang sebagian telah beralih fungsi; serta 
g. Mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian sawah produktif 
untuk kegiatan budidaya lainnya. 
 
 Pada prinsipnya rancangan peraturan daerah ini telah mengakomodasi 
beberapa peraturan perundnag-undangan baru terkait penataan ruang dan 
perlindungan lahan pertanian untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan. 
 
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/SR.120/7/2007 
tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum 
Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai 
Melalui Bantuan Benih Tahun 2007. 
 Alur kebijakan pelaksanaan pengadaan benih bantuan oleh 
Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
04/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam 
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Pengelolaan Dan tanggung Jawab Dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 
34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas 
dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007 yang 
kemudian mengalami beberapa perubahan hingga dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/SR.120/7/2007 tentang Perubahan 
Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas 
dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007. 
 Peraturan tersebut menjelaskan mengenai alur permohonan bantuan bibit 
oleh kelompok tani yaitu sebagai berikut (Lampiran Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan 
Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih 
Tahun 2007) : 
a) Dinas melakukan sosialisasi program bantuan benih dan kelompok tani 
mengajukan permohonan bantuan, disertai dengan Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok (RDKK). 
b) RDKK yang disusun oleh kelompok tani harus ditanda-tangani oleh ketua 
kelompok tani dan diketuai oleh Kepala Desa serta disetujui Mantri 
Tani/KCD/PPL setempat. 
c) Selanjutnya RDKK dari setiap Desa direkap oleh Penyuluh/Petugas Pertanian 
setempat dan dilampirkan ke kecamatan selanjutnya disampaikan ke Dinas 
Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan. 
d) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan memberdayakan 
Tim Teknis yang ada atau membentuk Tim Teknis baru melakukan seleksi dan 
verifikasi terhadap keberadaan Kelompok Tani serta keberadaan data dan isian 
yang tertuang dalam RDKK. 
e) Tim Teknis Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan seleksi dan verifikasi 
terhadap kelompok tani dan RDKK. 
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f) Kelompok tani yang lolos seleksi dan verifikasi oleh Tim Teknis diajukan 
kepada Kepala Dinas Kabbupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan, 
untuk ditetapkan. 
g) Dinas kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan membuat rekap 
kelompok tani dan RDKK serta menyampaikankepada Kepala Dinas Provinsi 
yang membidangi tanaman pangan. 
h) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi tanaman pangan merekapitulasi 
kelompok tani penerima bantuan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya. 
i) Seluruh rekap kelompok tani dan RDKK per kabupaten, disampaikan oleh 
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi tanaman pangan kepada Direktur 
Jenderal Tanaman Pangan. 
 Pada dasarnya pengadaan benih untuk petani disahakan secara swadaya 
oleh para petani/kelompok tani itu sendiri, namun dalam upaya meningkatkan 
produktivitas nasional, menciptakan ketahanan pangan, dan upaya 
pemerintahmembangun pertanian berkelanjutan ada alokasi bantuan benih dari 
pusat. Peraturan tersebut adalah salah satu  pedoman dalam menyusun 
permohonan bantuan benih untuk mendukung pertanian berkelanjutan. 
 
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/SR.140/2/2007 
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida. 
 Peraturan ini disusun atas amanat Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, 
Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida guna  memberikan wewenang kepada 
daerah untuk mengeluarkan sertifikat penggunaan pestisida terbatas. Sertifikat 
tentang tata cara pnggunaan pestisida terbatas ini dimaksudkan untuk menekan 
penyalahgunaan pestisida yang akan berakibat negatif terhadap makluk hidup dan 
lingkungan di masa kini dan mendatang. Sertifikat penggunaan menurut Pasal 1 
angka (22) Permentan ini adalah “surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua 
Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang 
berwenang yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat telah mengetahui tata cara 
 143 
penggunaan pestisida terbatas”. Sedangkan pestisida terbatas menurut Pasal 5 
angka (5) adalah : 
Pasal 5 
(4) Pestisida yang berdasarkan cara penggunaannya diklasifikasikan sebagai 
pestisida terbatas, adalah pestisida yang memiliki kriteria sebagai berikut: 
a. formulasi pestisida korosif pada mata (menyebabkan kerusakan tak 
terkembalikan pada jaringan okular) atau mengakibatkan pengerutan 
kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih; 
b. formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan 
jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi 
berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih; 
c. bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang biasa 
dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata 
secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat 
pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau 
residunya; dan  
d. termasuk dalam golongan bahan perusak lapisan ozon. 
 
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42 / Permentan / SR.140 / 5 / 2007 
tentang Pengawasan Pestisida.  
 Pengertian Pengawasan pestisida dalam peraturan ini terdapat dalam Pasal 
1 angka (2) sebagai berikut : “Pengawas Peatisida adalah serangkaian kegiatan 
pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan 
pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan 
keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Petugas Pengawas 
Pestisida atau Pengawas Pestisida menurut Pasal 1 angka (18) adalah Pegawai 
Negeri Sipil tertentu baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas untuk 
melakukan pengawasan pestisida”. 
 Pengawas pestisida terdapat mulai di tingkat kabupaten/kota hingga 
tingkat pusat dengan aturan penunjukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 
ayat (1), (2), dan (3) peraturan ini sebagai berikut : 
Pasal 7 
(1) Pengawas Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditunjuk oleh 
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. 
(2) Penunjukan Pengawasan Pestisida sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
dilakukan sebagai berikut :  
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a. Pengawas pestisida Pusat ditunjuk oleh Menteri Pertanian atas usul dari 
Pimpinan instansi satuan administrasi pangkal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a;  
b. Pengawas Pestisida Provinsi ditunjuk oleh Gubernur atas usul dari 
pimpinan instansi satuan administrasi pangkal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a di provinsi; 
c. Pengawas pestisida Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas 
usul pimpinan instansi satuan administrasi pangkal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a di kabupaten/kota; 
(3) Penunjukan Pengawas Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku 
untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali atas usul 
pimpinan instansi satuan administrasi pangkal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) Huruf a.  
 
 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas amanah peraturan menteri tersebut 
mengeluarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 521.3/94/2009 tentang 
Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida (KP3) 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/11/2008 
tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya Dan 
Penyuluh Pertanian Swasta. 
 Latar belakang dikeluarkannya peraturan menteri pertanian ini berdasarkan 
amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 yang 
menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/atau Penyuluh Pertanian 
Swasta. Hal ini sebagai indikasi bahwa keterbatasan pemerintah dalam 
menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian memerlukan mitra kerja yang 
memadai sesuai azas-azas dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut. Pembinaan 
terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian khususnya bagi Penyuluh 
Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta selama ini dirasakan belum 
memiliki arah yang jelas, juga belum didayagunakan secara optimal untuk 
memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Dengan demikian perlu 
adanya Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh 
Pertanian Swasta. 
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 Pengertian penyuluhan pertanian yang termuat dalam lampiran peraturan 
menteri pertanian ini adalah 
 “Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan 
dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan 
sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi 
usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam 
pelestarian fungsi lingkungan hidup“. 
 
 Pengertian diatas mengamanatkan agar dalam kegiatan penyuluhan 
pertanian, penyuluh pertanian dapat meningkatkan kesadaran petani dalam 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kesadaran petani akan pentingnya menjaga 
kelestarian lingkungan hidup tentunya merupakan modal dasar dan penting dalam 
mengembangkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sayangnya, 
penjabaran kedudukan, tugas pokok, dan fungsi penyuluh pertanian dalam 
lampiran peraturan menteri pertanian ini tidak mencakup pedoman yang pasti 
dalam mewujudkan upaya kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut.  
Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi penyuluh pertanian dalam peraturan ini 
adalah sebagai berikut. 
V. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
A. Kedudukan 
Kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah 
sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan 
pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerja sama yang terintegrasi dalam 
programa penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan 
dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian 
Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk 
memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. 
B. Tugas Pokok 
Tugas pokok Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta adalah 
melakukan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
sesuai dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan 
programa penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. 
C. Fungsi 
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Pertanian Swadaya dan 
Penyuluh Pertanian Swasta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan 
dengan kelembagaan penyuluhan pertanian setempat; 
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja 
yang telah disusun; 
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3. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian PNS, pelaku 
utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja; 
4. Mengikuti kegiatan rembug, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama 
dan pelaku usaha; 
5. Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama; 
6. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya; 
7. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama; 
8. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku 
utama; 
9. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media 
penyuluhan seperti antara lain percontohan dan pengembangan model usaha 
agribisnis bagi pelaku utama; dan 
10. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. 
 
 Penyuluh pertanian swadaya dan/atau swasta dituntut untuk dapat bekerja 
membantu penyuluh pertanian PNS secara maksimal berdasarkan tugas pokok dan 
fungsi diatas, namun penghargaan yang diberikan oleh pemerintah sebagai balas 
jasa atas pengorbanan yang dilakukan penyuluh pertanian swadaya dan/atau 
swasta dinilai masih belum pantas. Balas jasa pemerintah dapat dinilai dari hak 
dan kewajiban penyuluh pertanian swadaya dan/atau swasta yang termuat dalam 
permentan ini sebagai berikut. 
VIII. HAK DAN KEWAJIBAN 
A. Hak Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta 
1. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang 
penyuluhan pertanian; 
2. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki 
oleh pemerintah dan pemerintah daerah; 
3. Dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan 
penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah 
mencukupi; 
4. Mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya; 
5. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
B. Kewajiban 
1. Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian; 
2. Mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian; 
3. Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji/honorarium sebagaimana 
Penyuluh Pertanian PNS; 
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Pertanian PNS dan 
kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayahnya; 
5. Membuat laporan. 
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 Salah satu hak yang diberikan oleh pemerintah adalah “Mendapat 
penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya“. Hak tersebut tidak 
menjelaskan dengan pasti apa bentuk dari penghargaan itu, sedangkan dalam salah 
satu kewajiban yang diberikan kepada penyuluh swadaya dan/atau swasta 
dinyatakan bahwa “Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima 
gaji/honorarium sebagaimana Penyuluh Pertanian PNS“. Apabila dipahami secara 
tekstual maka akan timbul pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut. 
Apabila para penyuluh tersebut menuntut hak atas penghargaan dari pemerintah, 
maka mereka akan dihadapkan pada kewajiban mereka untuk bekerja atas dasar 
sukarela dan tidak menerima gaji/honorarium. Hal tersebut dapat memberikan 
atau berdampak kurang baik terhadap kinerja para penyuluh swadaya dan/atau 
swasta tersebut. 
 
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang 
Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pertanian.  
 Kelembagaan pertanian yang dimaksud dalamperaturan ini adalah 
kelompok tani (POKTAN) dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Fungsi 
keberadaan POKTAN dan GAPOKTAN dijelaskan dalam Lampiran 1 Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan 
Kelembagaan Pertanian ini sebagai berikut. 
3) Fungsi Kelompok tani 
a. Kelas belajar ; Kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi 
anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) 
serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga 
produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang 
lebih sejahtera. 
b. Wahana kerjasama; Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat 
kerjasama diantara sesama petani dalam kelompoktani dan antar kelompoktani 
serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan 
lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan 
dan gangguan, 
c. Unit Produksi ; Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota 
kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan 
usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik 
dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. 
GAPOKTAN melakukan fungsi-fungsi, sebagai berikut: 
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a. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar 
(kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga); 
b. Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, kualitas, kontinuitas dan lainnya) 
serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya; 
c. Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para 
petani yang memerlukan; 
d. Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, 
pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah; 
e. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada 
pedagang/industri hilir. 
 
 Peranan Pemerintah daerah melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) 
dalam pemberdayaan POKTAN/GAPOKTAN sesuai Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan 
Pertanian yaitu dalam hal monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Lampiran 1 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman 
Pembinaan Kelembagaan Pertanian menjelaskan sebagai berikut. 
VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 
7.1. Monitoring 
Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistimatis 
untuk dapat melihat/menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau 
berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak, faktor apa yang 
menyababkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan 
tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Apabila 
sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut 
lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan 
lebih baik lagi. 
Monitoring di tingkat kecamatan dilakukan oleh balai penyuluhan pertanian, di 
tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian 
kabupaten/kota dengan mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah di 
kabupaten/kota secara partisipatif, di tingkat provinsi dilakukan oleh kelembagaan 
penyuluhan pertanian provinsi dan mengikutsertakan organisasiorganisasi non 
pemerintah, sedangkan di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pengembangan 
SDM Pertanian cq Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan 
mengikutsertakan organisasi-organisasi non pemerintah. Secara khusus kegiatan 
monitoring mencakup hal-hal sebagai berikut : 
1). Aspek perencanaan, 
2). Keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian, 
3). Penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program, 
4). Kinerja petugas dalam pembimbingan, 
5). Peningkatan sumber daya manusia petani, 
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6). Pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika 
(kegiatan dan kepengurusan) serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota 
organisasi). 
7.2. Evaluasi 
Evaluasi merupakan upaya penilaian atas hasil sesuatu kegiatan melalui 
pengumpulan dan penganalisaan informasi/data secara sistematik serta mengikuti 
prosedur tertentu yang secara ilmu diakui keabsahannya. Evaluasi bisa dilakukan 
terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun pada hasil serta dampak suatu 
kegiatan. Evaluasi pembinaan kelompoktani perlu dilaksanakan secara teratur, 
baik evaluasi awal (pre-evaluation), evaluasi proses (ongoing evaluation) maupun 
evaluasi dampak (ex-post evaluation). 
7.3. Pelaporan 
Pencatatan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kelompok tani dari 
waktu ke waktu. Oleh karena itu penyuluh pertanian di lapangan dan petugas 
lainnya diharapkan membuat catatan catatan yang diperlukan sebagai bahan 
pertimbangan untuk perumusan perencanaan tahun berikutnya. Penyuluh 
pertanian dalam menyiapkan data dan informasi pembinaan dan pengembangan 
kelompoktani memerlukan catatan sebagai berikut : 
1) Nama dan alamat kelompoktani; 
2) Peningkatan kemampuan kelompoktani; 
3) Permasalahan yang dihadapi antara lain: sosial-ekonomi, dana, perorganisasian, 
metode pembinaan dan lain-lain; 
4) Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompoktani yang dilaksanakan 
serta hasilnya; 
5) Lain-lain sesuai program spesifik lokalita. 
Balai penyuluhan pertanian perlu menyusun catatan rekapitulasi dan 
perkembangan kelompoktani di wilayahnya, antara lain menyangkut : 
1). Jumlah kelompoktani dan GAPOKTAN; 
2). Jumlah anggota kelompok tani dan GAPOKTAN; 
3). Jumlah kelompoktani dan GAPOKTAN yang telah melakukan  mitra usaha; 
4). Lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi 
petani.  
Pelaporan terdiri dari data informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiataan 
penumbuhan dan pengembangan kelompoktani mencangkup input, pelaksanaan 
kegiatan dan out put yang dihasilkan. Pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh 
: 
1). Penyuluh pertanian di lapangan menyampaikan laporan kepada kepala balai 
penyuluhan pertanian/koordinator penyuluh pertanian di BPP atas dasar 
inventarisasi/pencatatan kegiatan di lapangan; 
2). Kepala balai penyuluhan pertanian/koordinator penyuluh pertanian di BPP 
menyampaikan laporan kepada kepala badan pelaksanaan penyuluhan pertanian 
kabupaten/kota atas dasar laporan penyuluh pertanian dan tembusannya 
disampaikan ke instansi terkait di tingkat kabupaten/kota; 
3). Kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten/kota menyampaikan 
kepada bupati/walikota yang bersangkutan atas dasar laporan dari kepala balai 
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penyuluhan pertanian/koordinator penyuluh pertanian BPP, tembusannya 
disampaikan kepada sekretaris badan koordinasi penyuluh pertanian provinsi. 
4). Sekretaris badan koordinasi penyuluhan pertanian provinsi menyampaikan 
laporan kepada Badan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pengembangan 
Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian, tembusannya ke instansi terkait di 
tingkat Pusat. 
 
17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian Yang Tidak Terkendalikan. 
 Latar belakang dikeluarkannya instruksi gubernur ini karena di Jawa 
Tengah disinyalir adanya kecenderungan terjadinya perubahan tanah pertanian ke 
non pertanian yang tidak terkendalikan, sehingga dapat mengganggu usaha 
peningkatan produksi pangan. Sehingga dikeluarkan instruksi ini yang berisi 
petunjuk teknis ijin perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang termakstub 
dalam lampiran instruksi tersebut sebagai berikut. 
II. Ijin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
1. Setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian, harus dengan izin dari : 
a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Kepala Direktorat 
Agraria bagi tanah yang luasnya lebih dari 10.000m2 ; 
b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah bagi tanah yang luasnya 10.000m2 
atau kurang. 
2. Dalam rangka penyelesaian permohonan izin Perubahan Tanah Pertanian Ke 
Non Pertanian, harus memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan 
Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang dibentuk oleh 
Bupati/Walikotamadya kepala daerah. 
3. Khusus pemberian izin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian oleh 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, diperlukan Rekomendasi 
dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang dibuat berdasarkan  
Pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian. 
4. Susunan keanggotaan Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian Ke 
Non Pertanian kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap 
anggota; 
b. Kepala bagian pemerintahan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. Seorang staf kantor Agraria Kabupaten/kotamadya sebagai sekretas 
merangkap anggota; 
d. Ketua BAPPEDA sebagai anggota; 
e. Kepala Bagian Hukum dan Ortala sebagai anggota; 
f. Kepala Bagian Perekonomian sebagai anggota; 
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g. Kepala Cabang Dinas Pertanian Pangan sebagai anggota tidak tetap; 
h. Kepala Seksi Pengairan sebagai anggota tidak tetap; 
i. Kepala Cabang Dinas Perkebunan sebagai anggota tidak tetap; 
5. Tugas pokok Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian tersebut adalah membantu Bupati/Walikotamadya kepala daerah 
dalam menyelesaikan permohonan ijin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
Pertaniandengan menyajikan bahan-bahan pertimbangan tentang tanah yang 
dimohon, sebagai hasil kegiatan-kegiatan : 
a. Penelitian secara administrative atas permohonan ijin; 
b. Pem,bahasan-pembahasan dengan memperhatikan : 
1. Fatwa tata guna tanah; 
2. Planologi kot/daerah, khususnya perencanaan Pengembangan Irigasi 
(koordinasi dengan instansi terkait); 
3. Peraturan perundang-undangan/ketentuan-ketentuan yang berlaku; 
c. Mengadakan peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon yang 
bersangkutan, khususnya yang menyangkut status tanah, keadaan fisik 
tanah dan lingkungan hidup sekitar; 
6. Pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian dipakai juga sebagai bahan pertimbangan Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atas permohonan ijin 
lokasi dan pembebasan tanah untuk keperluan perusahaan; 
7. Permohonan ijin Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian diajukan 
dengan cara mengisi formulir  yang tersedia di kantor Agraria 
Kabupaten/Kotamadya setempat disertai kelengkapan sebagai lampiran, yang 
terdiri dari : 
a. Tanda bukti kepemilikan/penggarapan tanah; 
b. Rencana penggunaan tanah yang terperinci; 
c. Surat pernyataan untuk menggunakan tanah yang sesuai dengan 
permohonannya yang dibuat diatas kertas bermaterai seharga Rp 500,- 
Bahwa segala biaya yang timbul akibat penyelesaian permohonan ijin 
perubahan tanah pertanian ke non pertanian, dibebankan kepada pemohon. 
 
Tujuan yang hendak dicapai dengan dikeluarkannya instruksi ini adalah 
perlindungan tanah pertanian agar tidak dialihfungsikan, hal ini tentunya 
merupakan dukungan yang positif terhadap pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan. Atas instruksi ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa tengah Nomor 590/266/1985 tentang 
Petunjuk Teknis Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 590/107/1985 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah tingkat II di 
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Jawa Tengah. Pada angka 2 (dua) dari surat edaran tersebut mengatur tata cara 
pemberian ijin sebagai berikut. 
2. Tata Cara Pemberian Ijin 
Adapun tata cara pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 
pertanian diatur sebagai berikut ; 
1.1. Pemohon mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah 
pertanian ke non pertanian kepada Bupati/Walikotamadya  Kepala daerah 
Tingkat II setempat lewat Kepala kantor Agraria dengan mengisi formulir 
peronan dan pernyataan yang telah disediakan di kantor Agraria masing-
masing rangkap 3 (tiga). 
1.2. Pada saat megajukan permohonan, maka pemohon sudah membayar biaya 
untuk kebutuhan antara lain :  
- Pembelian blangko/pengertikan/pembukuan/administrasi. 
- Perjalanan/transport panitia dalam pemeriksaan tanah ke lapang. 
- Honorarium siding, peninjauan lapang panitia. 
1.3. Selambat-lambatnya enam hari setelah menerima permohonan dan telah 
membayar biaya sesuai butir 2.2. diatas maka panitia melakukan sidang dan 
pemeriksaan tanah  yang dimohon ke lapang. 
1.4. Dua hari setelah dilakukan peninjauan lapang seperti butir 2.3. diatas maka 
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapang sudah harus diajukan kepada 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat. 
1.5. Berdasarkan Berita  Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan 
Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan fatwa Tata 
Guna Tanah yang diterbitkan kantor Agraria setempat, maka 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan keputusan 
tentang diterima atau tideknya permohonan tersebut dan atau memberikan 
rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Up. Kepala 
Direktorat Agraria yang kewenangannya sesuai dengan luas tanahnya pada 
Propinsi. 
1.6. Surat keputusan dan Rekomendasi yang sebagaimana tersebut pada butir 2.5. 
sudah diterbitkan selambat-lambatnya 3 hari sesudah berita acara dimaksud 
telah diterima Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat. 
1.7. Selanjutnya dua hari setelah Surat keputusan diterima oleh Panitia 
Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah, maka sudah dikirim surat 
panggilan kepada pemohon, mengenai keputusan atas permohonan ijin 
perubahan penggunaan tanah.  
 
 Seiring dengan perubahan kebijakan otonomi daerah serta adanya 
perubahan struktur organisasi pemerintahan kabupaten maka perlu adanya 
penyesuaian terhadap struktur organisasi Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah 
Pertanian Ke Non Pertanian. Perihal pembentukanPanitia Pertimbangan 
Perubahan Penggunaan Tanah tersebut untuk Kabupaten Sukoharjo diatur dalam 
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Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 188.4-590/542/1995 tentang 
Pembentukan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo. 
 Diktum kedua dari surat keputusan bupati ini menjelaskan mengenai tugas 
dari Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo yakni sebagai berikut. 
KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama Surat Keputusan 
ini adalah : 
1. Mengadakan peninjauan ke lokasi terhadap keadaan tanah yang 
bersangkutan; 
2. Mengadakan musyawarah guna menentukan disetujui atau 
tidaknya tanah tersebut diadakan perubahan status dari pertanian ke 
non pertanian; 
3. Membuat/ menandatangani Berita Acara Perubahan Tanah disertai 
pertmbangan-pertimbangan; 
4. Menyiapkan persyaratan administrasi oleh Sekretaris Panitia dalam 
hal ini Kepala Seksi Pentatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sukoharjo; 
5. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Sukoharjo. 
 
Untuk susunan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tertuang dalam Lampiran Surat 
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 188.4-590/542/1995 tentang Pembentukan 
Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat 
II Sukoharjo sebagai berikut . 
Tabel 13. Susunan Keanggotaan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
JABATAN DALAM INSTANSI KEDUDUKAN DALAM 
PANITIA 
Kepala Kantor Badan Pertanahan 
Kabupaten Sukoharjo 
Ketua merangkap anggota 
Asisten Tata Praja Sekwilda Tingkat II 
Sukoharjo 
Wakil Ketua merangkap anggota 
Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada 
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo 
Sekretaris merangkap anggota 
Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat 
II Sukoharjo  
Anggota 
Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Anggota 
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Sukoharjo 
Kepala Bagian Ketertiban Setwilda 
Tingkat II Sukoharjo 
Anggota 
Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan Kabupaten Sukoharjo 
Anggota 
Kepala Cabang Dinas Pengairan Sungai 
Bengawan Solo Seksi karanganyar dan 
Seksi Boyolali 
Anggota 
Camat wilayah yang bersangkutan Anggota 
Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan Anggota 
Sumber : Lampiran Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 188.4-
590/542/1995 tentang Pembentukan Panitia Perubahan Tanah Pertanian Ke Non 
Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 
 Jabatan Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Sukoharjo dan 
Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo seiring 
perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Sukoharjo 
telah diubah menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang 
Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 
 
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 6 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Irigasi 
Kabupaten Sukoharjo Dan Penyelenggaraan Koordinasi Daerah Irigasi.  
 Peraturan bupati ini disusun atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 20 
tahun 2006 tentang Irigasi dengan tujuan untuk melaksanakan serta 
terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar 
daerah irigasi dan / atau antar sektor terkait. Tugas pokok dan fungsi komisi 
irigasi ini dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini sebagai berikut. 
Pasal 5 
Komisi Irigasi mempunyai tugas mengkoordinasi dan membantu Bupati dalam : 
a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan 
fungsi irigasi;  
b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam 
kabupaten;  
c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;  
d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi 
pertanian dan keperluan lainya;  
e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;  
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f. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi.  
Pasal 6 
Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati membuat kebijakan dalam :  
a. memberikan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan 
irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.  
b. mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan 
pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh Dinas 
Teknis. 
c. memberikan pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh 
perkumpulan petani pemakai air terhadap pelaksanaan operasi dan 
pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.  
d. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset.  
e. memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penghapusan asset 
jaringan irigasi oleh Bupati. 
f. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk 
kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi.  
g. memberikan masukan kepada bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk 
irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, 
ataupun perseorangan. 
h. memberikan pertimbangan kepada bupati atas penetapan prioritas penyediaan 
air irigasi dalam mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi, 
pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi. 
i. membahas dan menyepakati rencana tahunan kebutuhan air irigasi yang 
diusulkan oleh perkumpulan petani pemakai air dan disusun oleh dinas teknis 
yang membidangi irigasi, untuk disampaikan ke rapat dewan sumber daya air 
kabupaten. 
j. membahas dan menyepakati rencana tahunan pembagian dan pemberian air 
irigasi yang disusun oleh perkumpulan petani pemakai air, disusun oleh dinas 
teknis  yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan  penyediaan air 
irigasi. 
k. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan  daerah 
irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam dan lainnya.  
l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan 
daerah tentang Irigasi. 
m. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan 
keberlanjutan sistem irigasi. 
n. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati, meliputi program dan progres, 
masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama satu 
tahun.  
 
 Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa ”memberikan masukan dan 
pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi”. 
Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip pembangunan pertanian yang 
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berkelanjutan, dimana sarana irigasi sebagai salah satu sarana prasarana yang 
mendukungnya. 
 Susunan organisasi komisi irigasi Kabupaten Sukoharjo dijabarkan dalam 






Tabel 14. Susunan Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo 
No. Jabatan/Instansi Kedudukan 
Dalam Tim 
Keterangan 




2. Asisten Pembangunan Sekda 
Kabupaten Sukoharjo 
Ketua Bertanggung jawab 
terhadap seluruh 
kegiatan 
3. Kepala Bappeda Kabupaten 
Sukoharjo 
Wakil Ketua Membantu tugas-
tugas Ketua 








5. Kepala Bagian Perekonomian 
Setda Kabupaten Sukoharjo 
Sekretaris Bertanggung jawab 
dalam 
kesekretariatan 
6. Kepala Sub Dinas Pengairan 






7. Kepala Dinas Pertanian Anggota Bertanggung jawab 
sesuai bidangnya 
8. Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup 
Anggota Bertanggung jawab 
sesuai bidangnya 
9. Kepala Kepolisian Resort 
Sukoharjo 
Anggota Bertanggung jawab 
sesuai bidangnya 
10. Ketua Gabungan P3A Dharma 
Tirta se Kabupaten Sukoharjo 
Anggota Bertanggung jawab 
sesuai bidangnya 
11. Direktur PDAM Kabupaten 
Sukoharjo 
Anggota Bertanggung jawab 
sesuai bidangnya 
12. Direktur Utama PT Sritex Anggota Bertanggung jawab 
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sesuai bidangnya 
Sumber : Lampiran I Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 6 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten 
Sukoharjo Dan Penyelenggaraan Koordinasi Daerah Irigasi.  
 
 Pada susunan organisasi keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo 
diatas, pada angka 12 tertera Direktur Utama PT. Sritex sebagai anggota. PT. 
Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar di Kabupaten Sukoharjo yangterletak di 
wilayah Kecamatan Sukoharjo. Perihal keanggotaan, pada peraturan ini 
dijabarkan dalam Pasal 17 sebagai berikut.  
 
Pasal 17 
1. Komisi Irigasi beranggotakan wakil pemerintah kabupaten, wakil 
perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas Kabupaten dan 
daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten bersangkutan, wakil 
kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil komisi irigasi 
kabupaten yang terkait, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan 
keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.  
2. Unsur pemerintah Kabupaten terdiri dari wakil dari instansi terkait dengan 
pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan jumlah wakil 
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.  
3. Wakil perkumpulan petani pemakai air irigasi Kabupaten terdiri dari anggota 
perkumpulan bersangkutan yang  dipilih oleh anggotanya secara demokratis 
dengan memperhatikan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir, dan luas 
daerah irigasi dan ditetapkan oleh Bupati dengan sebanyak-banyaknya 5 (lima) 
orang wakil perkumpulan petani pemakai air.  
4. Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya terdiri dari anggota 
kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara 
demokratis dan ditetapkan oleh Bupati dengan sebanyak-banyaknya 2 (dua) 
orang wakil kelompok.  
5. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten yang terkait berasal dari masing-masing 
komisi irigasi kabupaten yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang 
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, yang dipilih secara 
demokratis dan disahkan oleh Bupati sesuai dengan  kewenangannya dan 
ditetapkan oleh Bupati.  
 Berdasarkan ketentuan mengenai keanggotaan diatas dapat 
diklasifikasikan bahwa anggota komisi irigasi terdiri dari : wakil pemerintah 
kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas 
Kabupaten dan daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten bersangkutan, 
wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil komisi irigasi 
 158 
kabupaten yang terkait. Sedangkan keikutsertaan Direktur Utama PT. Sritex 
sebagai anggota komisi irigasi Kabupaten Sukoharjo patut dipertanyakan 
mengingat PT. Sritex bukan perusahaan yang memanfaatkan sarana irigasi secara 
langsung. Seharusnya kesempatan keanggotaan tersebut dapat diberikan kepada 
pemangku kepentingan lain yang langsung berkaitan dengan sarana irigasi. 
 
 
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan 
Kehutanan.  
 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan 
Kabupaten Sukoharjo ini dibentuk sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan. Komisi Penyuluhan yang dimaksud dalam peraturan ini 
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 yaitu “Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan 
independen yang dibentuk oleh Bupati Sukoharjo yang terdiri dari para pakar dan 
atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan 
atau pembangunan pedesaan“. 
 Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
Dan Kehutanan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas (Pasal 4) : 
a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan; 
b. Sekertariat terdiri atas: 
1. urusan umum; 
2. urusan teknologi dan kelembagaan; 
3. urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
4. urusan program dan programa penyuluhan. 
c. Kelompok jabatan Fungsional; 
d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan; dan 
e. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan 
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 Masing-masing kedudukan diatas mempunyai tugas dan fungsi masing-
masing. Kaitannya dengan pertanian berkelanjutan, tugas Kepala Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan yang dimuat pada Pasal 7 
Huruf f yaitu “melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, swadaya, 
swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan“. Sehingga diharapkan 
pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan 
ini dapat mendorong terciptanya pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 tahun 2009 tentang Alokasi Dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian 
Di Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2010. 
 Pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang mendukung pembangunan 
pertanian perlu untuk dijaga ketersediaannya dalam harga yang wajar untuk 
melindungi daya beli petani. Oleh sebab itu, Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan 
peraturan bupati tentang alokasi  dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk 
bersubsidi untuk sektor pertanian pada setiap tahun anggaran.  
 Pada tahun anggaran 2010 ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
56 tahun 2009 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2010. 
Alokasi pupuk bersubsidi dalam Peraturan Bupati ini diatur dalam Pasal 3 sebagai 
berikut. 
Pasal 3 
(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan 
berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan 
yang diajukan oleh Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 
Anggaran 2010. 
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih 
lanjut menurut Kecamatan untuk masing-masing sub sektor, jenis, jumlah 
dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar 
memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, 
pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujuioleh 
penyuluh pertanian dan kepala desa setempat. 
 160 
(4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, holtikultura, peternakan, 
perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib 
melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai 
luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya. 
 
Sedangkan ketentuan mengenai penyaluran dan harga eceran tertinggi diatur 
dalam Pasal 6 dan Pasal 8 sebagai berikut. 
Pasal 6 
(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk 
Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh Produsen. 
(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT.Pupuk Sriwijaya 
dan PT. Petrokimia Gresik. 
(3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau 
kelompok tani berdasarkan RDKK denga mempertimbangkan alokasi pupuk 
bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
Pasal 8 
(1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai 
harga Eceran Tertinggi (HET). 
(2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut : 
a. Pupuk Urea    = Rp. 1.200,-/kg; 
b. Pupuk ZA    = Rp. 1.050,-/kg; 
c. Pupuk SP-36    = Rp. 1.550,-/kg; 
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 1.750,-/kg; 
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,-/kg; 
f. Pupuk Organik   = Rp.    500,-/kg; 
(3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dalam kemasan 50kg,40kg, atau 20kg yang dibeli oleh petani, pekebun, 
peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara 
tunai.. 
 
 Peraturan Bupati ini melampirkan data mengenai jumlah kebutuhan pupuk 
dibanding dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan tahun 
anggaran 2010 di kabupaten Sukoharjo. Dari data tersebut diketahui bahwa 
alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten Sukoharjo telah mencukupi kebutuhan 
pupuk petani bahkan surplus di beberapa jenis pupuk. Dengan tercukupinya 




21. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 521.3/94/2009 tentang 
Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida (KP3) 
Kabupaten Sukoharjo. 
 Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida (KP3) Kabupaten 
Sukoharjo dibentuk untuk menjamin kegiata pengadaan, kelancaran penyaluran 
bersubsidi dan pestisida agar memenuhi enam prinsip tepat yaitu tepat jumlah, 
waktu, mutu, tempat dan harga serta mencegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi dan pestisida di 
Kabupaten Sukoharjo. Tugas komisi pengawasan  sebagaimana dsebutkan dalam 
diktum kedua peraturan ini adalah sebagai berikut. 
a. Mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi daerah Kabupaten Sukoharjo, 
mengusulkan alokasi penetapan Kecamatan dan advokasi dalam kebijakan 
pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah; 
b. Mengawasi pengadaan, ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi i 
tingkat petani; 
c. Memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dan pemanfaatan pestisida yang 
efektif dan efisien 
d. Mendorong dan membina serta memfasiitasi pengawasan pupuk besubsidi dan 
pestisida; 
e. Mengumpukan bahan dan keterangan adanya indikasi penyimpangan 
penyaluran pupuk bersubsidi untuk diteruskan kepada institusi yang 
berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan; 
f. Memberikan pertimbangan kepada produsen untuk menjatuhkan sanksi 
administrasi bagi penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi untuk 
menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kewenangannya; 
g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana di huruf a 
sampai dengan huruf f kepada Bupati Sukoharjo. 
 
 Pembentukan komisi ini yang mempunyai tugas untuk mengawasi 
pengadaan, ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan memfasilitasi 
penggunaan pupuk berimbang dan pemanfaatan pestisida yang efektif dan efisien, 
tentunya memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan. 
 Susunan keanggotaan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dan 
Pestisida (KP3) Kabupaten Sukoharjo dijabarkan dalam lampiran peraturan ini 
sebagai berikut. 
 162 
Tabel 15. Susunan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida (KP3) 
Kabupaten Sukoharjo 





1 Wakil Bupati Sukoharjo Ketua Bertanggung jawab terhadap 
seluruh kegiatan. 
2 Asisten Perekonomian 





Membantu tugas ketua 
3 Kepala Bagian 
Perekonomian Setda 
Kabupaten Sukoharjo 
Sekretaris Bertanggung jawab di 
bidang kesekretariatan 





Membantu tugas ketua di 
bidang pengawasan 
penggunaan 







Membantu tugas ketua di 
bidang pengawasan 
distribusi 
6 Kepala Badan Ketahanan 
Pangan Kabupaten 
Sukoharjo 
Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
7 Kepala Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah 
Kabupaten Sukoharjo  
Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 





Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
9 Kepala Bidang Tanaman 
Pangan dan Holtikultura 
pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Sukoharjo 
Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
10 Kepala Bidang 
Perkebunan dan 
Kehutanan pada Dinas 
Pertanian Kabupaten 
Sukoharjo 
Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
11 Kepala Bidang 




Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 




dengan bidang tugasnya 
13 Kepala Seksi Usaha Tani, 
Pengolahan Hasil dan 
Sarana dan Prasarana 




Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
14 Kepala Sub Bagian 
Produksi pada Bagian 
Perekonomian Setda 
Kabupaten Sukoharjo 
Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
15 Camat Sukoharjo Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
16 Bendosari Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
17 Tawangsari Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
18 Polokarto Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
19 Mojolaban Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
20 Nguter Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
21 Weru Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
22 Bulu Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
23 Grogol Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
24 Gatak Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
25 Baki Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
26 Kartasura Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
27 Kepala Satuan Reskrim 
Polisi Resort Sukoharjo 
Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
28 Kepala Seksi Intelejen 
Kejaksaan Negeri 
Sukoharjo 
Anggota Melaksanakan tugas sesuai 
dengan bidang tugasnya 
Sumber : Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 521.3/94/2009 tentang 
Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida (KP3) 
Kabupaten Sukoharjo. 
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 Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkenaan dengan 
pertanian berkelanjutan yang telah penulis jabarkan tersebut  masih memiliki 
beberapa kelemahan seperti yang telah dipaparkan. Oleh karena itu, perlu segera 
diambil tindakan tegas dan nyata dari pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga 
daerah dengan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai wujud komitmen 
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan pertanian 




































C. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo Pendukung Kebijakan Nasional 
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 
 
1. Visi Kabupaten Sukoharjo 
Visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai 
penjabaran dari visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kemudian 
dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, 
gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan 
kabupaten Sukoharjo serta Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 – 2025. Penetapan Visi dan Misi 
RPJMD adalah untuk menjembatani kondisi saat ini dengan kondisi masa depan. 
Berdasarkan hal tersebut, Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2006 – 2010 dirumuskan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2006-2010 sebagai berikut. 
 Visi 
“Terwujudnya Sukoharjo MAKMUR di Bidang Pertanian, Industri, 
Perdagangan serta tercapainya Good Governance dan Clean Government.” 
 
Visi di atas mengandung makna sebagai berikut : 
MAKMUR : 1. Merupakan singkatan dari Maju, Aman, Konstitusional, 
Mantap, Unggul dan Rapi. 
2. Masyarakatnya berpendidikan, sejahtera lahir batin dan 
berkecukupan serta bebas dari kemiskinan. 
Pertanian : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan terutama 
yang berkaitan dengan nabati dan hewani, sehingga 
produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani 
tercapai. 
Industri : Menciptakan iklim industri berwawasan lingkungan, 
berbasis Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam 
rangka meningkatkan ekspor non migas. 
Perdagangan  : Menciptakan iklim niaga yang berorientasi pada 
kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. 
Good Governance : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, 
Akuntable, Transparan dan Efisien) 
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Clean Government : Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). 
 
Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo menitikberatkan pada 
pembangunan di bidang pertanian, perdagangan dan industri serta mewujudkan 
pemerintahan yang baik (akuntable, partisipatif, transparansi dan efisien) dan 
bersih (bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sehingga akan tercapai 
masyarakat Sukoharjo yang Makmur, yang ditandai dengan adanya peningkatan 
pendapatan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat 
pengangguran, dan tercukupinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan. 
Visi Kabupaten Sukoharjo merupakan sketsa dan gambaran masa depan 
kondisi Kabupaten Sukoharjo yang dapat dilihat sekarang. Kondisi tersebut dapat 
tercapai apabila kita berhasil mewujudkan dan merealisasikan visi dengan cara 
menemukan jati diri dan potensi serta mampu melaksanakan strateginya dengan 
sukses. Untuk dapat menemukan jati diri, menggali potensi dan melaksanakan 
strategi (merealisasi visi) diperlukan disiplin tinggi dan kerja keras semua pihak, 
baik warga masyaraat maupun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dituntut pula untuk dapat mengarahkan dan 
menjembatani realisasi visi serta dapat menanggulangi berbagai rintangan yang 
dapat menghambat terealisasinya visi tersebut. Dengan memahami visi tersebut 
diharapkan dapat menjadi motivasi (dorongan) bagi aktivitas warga masyarakat 
dan Pemerintah dalam bekerja dan menjalankan hidup sesuai dengan situasi yang 
tergambar. Adanya visi tersebut dapat mencegah terjadinya berbagai polemik dan 
perdebatan serta dapat dijadikan pedoman dalam menentukan skala prioritas 
tentang apa yang harus didahulukan dan apa yang kemudian dilakukan terutama 
dalam kurun waktu lima tahun mendatang (Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 






2. Misi Kabupaten Sukoharjo 
Pengertian misi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2010 adalah ”rumusan umum 
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. Misi 
Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan sebagai kunci dari arah perubahan masa 
depan yang disesuaikan dengan visi, sehingga mampu mengarahkan apa yang 
yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Misi tersebut 
sekaligus dimaksudkan sebagai payung perencanaan pembangunan di Kabupaten 
Sukoharjo sehingga dapat mengintegrasikan usaha dari semua Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan personilnya  ke dalam suatu kegiatan yang menyeluruh dan 
terpadu dalam menetapkan arahan-arahan baru, juga dapat menjadi pedoman bagi 
perumusan inisiatif-inisiatif penetapan perubahan program serta mobilisasi semua 
sarana termasuk penganggaran dalam upaya menciptakan Sukoharjo yang 
makmur. 
Misi Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut (Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2010): 
1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengendalikan laju 
pertumbuhan penduduk dan mengembangkan lapangan kerja. 
2. Mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan melalui peningkatan 
sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat pertanian guna 
mewujudkan kemandirian usaha. 
3. Memberdayakan industri kecil dan menengah (IKM) melalui 
pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, sehingga terciptanya iklim 
usaha yang kondusif dan menghasilkan produk yang berkualitas. 
4. Menciptakan dan mengembangkan pelaku dan peluang usaha yang 
kondusif guna meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang 
kompetitif sehingga kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat serta 
pendapatan daerah meningkat. 
5. Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang aman, tenteram, berbudaya dan 
berdaulat. 
6. Menciptakan pemerintahan daerah yang profesional dengan 
mengedepankan pelayanan umum yang produktif, bersih dan berwibawa, 
demokratis, partisipatif dan berkeadilan guna mewujudkan good 
governance dan clean government. 
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7. Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang cerdas, menguasai ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni dengan memperhatikan biaya 
pendidikan yang murah dan peningkatan anggaran pendidikan. 
8. Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, sehat dan sejahtera. 
9. Mewujudkan Sukoharjo yang terjaga ekosistemnya dengan upaya 
penghijauan pada kawasan terbangun. 
 
 Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Sukoharjo, dapat dipahami bahwa 
sektor pertanian adalah sektor yang diutamakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Sukoharjo. Hal itu terbukti dari penempatan bidang pertanian di 
awal, dibandingkan dengan sektor industri dan perdagangan yang di tempatkan di 
urutan berikutnya. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut diwujudkan dalam misi 
Kabupaten Sukoharjo. Misi Kabupaten Sukoharjo yang mendukung pertanian 
berkelanjutan adalah misi kedua yaitu ” Mengembangkan sektor pertanian dan 
kehutanan melalui peningkatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat 
pertanian guna mewujudkan kemandirian usaha”. 
 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2006-2010 menjabarkan bahwa misi Kabupaten Sukoharjo dijabarkan atau 
diimplementasikan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pengertian 
tujuan dalam peraturan ini adalah ”Tujuan merupakan penjabaran atau 
implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai 
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun”. 
Sedangkan sasaran adalah ”penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan 
dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, 
bulanan”. 
 Misi Kabupaten Sukoharjo setelah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, 
maka selanjutnya akan dijabarkan dalam strategi pembangunan daerah. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2006-2010, Strategi pembangunan daerah adalah ”kebijakan 
dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung dalam 
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perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi 
dan misi yang telah ditetapkan”. 
 Misi yang akan dijabarkan penulis dalam tujuan, sasaran, dan strategi 
pembangunan daerah adalah misi ke kedua yang mendukung pembangunan 
pertanian berkelanjutan yaitu ” Mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan 
melalui peningkatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat pertanian 
guna mewujudkan kemandirian usaha” yang termaktub dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 
























Tabel 16. Misi, Tujuan, sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006-2010 













2.1. Meningkatkan mutu 
hasil dan diversifikasi 
usaha guna 
memperluas peluang 





2.1.1.  Terwujudnya peningkatan 
mutu, diversifikasi dan 
integrasi hasil produk 
pertanian untuk memacu 
lajunya usaha-usaha 
agribisnis dan agroindustri    
Memberdayakan kelembagaan dan 
organisasi ekonomi di pedesaan dengan 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dan memfasilitasi sarana 
prasarana pertanian dan permodalan 
 









2.2.1.Terwujudnya      ketersediaan 






Penyediaan pangan sesuai kebutuhan 
untuk pemantapan ketahanan pangan. 
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 2.3. Terwujudnya 
rehabilitasi lahan dan 
konservasi tanah. 
2.3.1.   Terwujudnya   kawasan 
hutan di daerah aliran 
sungai (DAS) 
2.3.2.  Tertanaminya    lahan    
kritis dengan tanaman 
perkebunan 
2.3.3.   Terpeliharanya sumber 
mata air  
 
Meningkatkan kualitas pengelolaan 
sumberdaya alam dan peran serta para 
stake holder dalam mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan. 
 
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 


















 Berdasarkan tabel 16 tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo telah berupaya untuk mengembangkan model pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan secara tertulis. 
Selanjutnya untuk merealisasikan pembangunan pertanian berkelanjutan di 
lapangan, maka pemerintah daerah memerlukan  peran serta aktif dari para stake 
holder dalam mewujudkannya. demi tercapainya pertanian yang berkelanjutan 











































1. Pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian berkelanjutan di 
Kabupaten Sukoharjo dapat diukur dengan pelaksanaan kebijakan terkait 
sarana prasarana pendukung pertanian yang dapat dijadikan sebagai indikator 
yakni : lahan pertanian; sarana produksi (saprodi) seperti pupuk, bibit, dan 
pestisida; sarana prasarana pertanian seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan 
irigasi; program penyuluhan pertanian; dan kelembagaan pertanian yang 
meliputi : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A). Keberhasilan pelaksanaan kebijakan nasional 
pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo dapat tercapai 
apabila kebijakan di bidang sarana prasarana pendukung pertanian tersebut 
mendukung atau mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan. Berdasarkan 
paparan penulis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan peranan sarana 
prasarana pendukung pertanian dalam mendukung kebijakan nasional 
pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai 
berikut. 
a. Kebijakan bidang lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo belum 
mendukung pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. 
b. Kebijakan bidang sarana produksi (saprodi) yakni pupuk, bibit, dan 
pestisida di kabupaten Sukoharjo telah mendukung pelaksanaan kebijakan 
nasional pembangunan pertanian berkelanjutan. 
c. Kebijakan bidang Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum mendukung 
pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian berkelanjutan. 
d. Kebijakan bidang sarana irigasi/pengairan di Kabupaten Sukoharjo telah 
mendukung pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan karena secara kondisi geografis Kabupaten Sukoharjo 
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diuntungkan dengan adanya Waduk Gajah mungkur di Kabupaten 
Wonogiri. 
e. Kebijakan bidang program penyuluhan pertanian yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo belum mendukung pelaksanaan kebijakan nasional 
pembangunan pertanian berkelanjutan. 
f. Kebijakan bidang lembaga pertanian di Kabupaten Sukoharjo telah 
mendukung pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan pertanian 
berkelanjutan.  
 
2. Hukum pertanian berkelanjutan pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan 
ketahanan pangan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup dengan 
indikator yang telah disebutkan diatas. Dengan demikian, ketahanan pangan 
dan jaminan kelestarian lingkungan hidup harus dijadikan landasan bagi 
peraturan perundang-undangan tentang pertanian berkelanjutan. Adapun 
dalam pembahasan bab sebelumnya telah dipaparkan beberapa peraturan yang 
belum mengacu pada tujuan pertanian berkelanjutan yaitu sebagai berikut. 
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
Undang-undang ini pada prinsipnya memang mendukung pertanian 
berkelanjutan namun cakupan/ruang lingkup peraturan ini terlalu sempit 
hanya perlindungan terhadap lahan pertanian saja. Sedangkan untuk 
perlindungan lahan pertanian sebenarnya sudah tercakup dalam 
pengaturan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang. 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang 
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida. 
Tujuan dikeluarkannya peraturan untuk melindungi keselamatan 
manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta 
untuk menghindari kontaminasi lingkungan. Pada dasarnya peraturan 
pemerintah ini telah mencerminkan salah satu nilai dari pertanian yang 
berkelanjutan yaitu mantap secara ekologis. Namun kelemahan dari 
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peraturan ini adalah belum sejalan dengan prinsip otonomi daerah 
mengingat peraturan ini dikeluarkan pada tahun 1973 yang mana sistem 
pemerintahan masih terpusat. Sehingga pejabat yang berwenang dalam hal 
pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida yang 
dimaksud dalam peraturan ini hanya menteri pertanian dan pejabat yang 
ditunjuk olehnya. Peraturan ini belum memberikan batasan wewenang 
yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, ataupun 
pemerintah daerah. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan 
Tanaman. 
Kelemahan dari peraturan ini adalah belum sejalan dengan prinsip 
otonomi daerah mengingat peraturan ini dikeluarkan pada tahun 1995 yang 
mana sistem pemerintahan masih terpusat. Sehingga pejabat yang 
berwenang dalam hal perizinan, sertifikasi, pendaftaran, pembinaan, dan 
pengawasan benih ini hanya menteri pertanian dan pejabat yang ditunjuk 
olehnya. Peraturan ini belum memberikan batasan wewenang yang harus 
dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, ataupun 
pemerintah daerah. 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.  
Ada beberapa ketentuan dalam peraturan daerah in yang masih 
menimbulkan multi tafsir seperti pada Pasal 20 ayat (1) huruf a yaitu 
“lokasi kawasan tanaman pangan lahan basah berada di seluruh 
Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo“. Sedangkan pada Pasal 24 yang 
menjelaskan tentang rencana pengembangan kawasan prioritas Kabupaten 
Sukoharjo di setiap kecamatan. Namun di kecamatan Sukoharjo, 
kecamatan Bulu, kecamatan Nguter, kecamatan Weru, dan kecamatan 
Polokarto tidak disebutkan rencana pengembangan tanaman pangan. 
Peraturan daerah ini masih berpedoman pada undang-undang penataan 
ruang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Selain itu, 
peraturan daerah ini juga belum mengakomodasi Undang-Undang Nomor 
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41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan serta peraturan ini juga belum merumuskan mengenai 
larangan alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian untuk kawasan 
yang telah beririgasi teknis. 
 
3. Visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 
sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan serta 
sebagai gambaran masa depan kondisi Kabupaten Sukoharjo telah secara jelas 





1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus membenahi pola dan struktur 
serta budaya kerja pada instansi-instansi yang berkaitan langsung terhadap 
penanganan dan pembinaan sarana prasarana pendukung pertanian agar sarana 
prasarana tersebut berdaya guna secara efektif dalam mendukung pembanguan 
pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. 
 
2. Perlu segera disusun peraturan perundang-undangan yang tertata secara 
sistematis, komprehensif, dan aplikatif tentang pertanian berkelanjutan secara 
menyeluruh guna menjamin terwujudnya pembangunan pertanian 
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